
BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PEIAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN PAIAK MINERAL BUKAN LOGAM

DAN BATUAN

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang :      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Pasal  54,  Pasal  69  ayat  (5),  Pasal  73  ayat  (5),
Pasal  87  ayat  (7),  Pasal  90  ayat  (6),  Pasal  100
Pasal  102 ayat (4), Pasal  104 ayat (7), dan Pasal
(8)  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,
Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun
2018,  dan  Pasal  36  ayat  (5),  Pasal  59  ayat  (5),  Pasal  94
ayat  (3),  Pasal  96  ayat  (3)  dan  Pasal  98  (4)  Peraturan
Daerah Nomor  1  Tahun 2024  tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati
tentang    Petunjuk    Pelaksanaan    Pemungutan    Pajak
Mineral  Bukan  Logam  Dan  Batuan  dan  Opsen  Mineral
Bukan Irogam Dan Batuan;

Mengingat : 1.    Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.    Undang-Undang     Nomor     19     Tahun     1997     tentang
Penagihan Pajak dengan  Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1997  Nomor  42,  Tambahan
Ifmbaran    Negara   Republik   Indonesia   Nomor   3686)
sebagaimana    telah    diubah    dengan    Undang-Undang
Nomor    19   Tahun   2000   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2000  Nomor  129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3.    Undang-Undang     Nomor     47     Tahun     1999     tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan,  Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang,    sebagaimana    telah    diubah    beberapa    kali
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022
tentang  Ibu  Kota   Negara   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2022  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 6766);

4.    Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     sebagainana     telah     dicabut
sebagian  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022
(Lembaran   Negara   Republik    Indonesia   Tahun    2022
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Nomor    4,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6757);

5.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

6.    Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2007   tentang
Pedoman        Pembinaan        dan        Pengawasan        dan
Penyelenggaraan pemerintahan  Daerah              (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   73,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6041);

7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2009  tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023  tentang
Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah
(Lembaran   Negara   Republik    Indonesia   Tahun    2023
Nomor    85,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6881);

9.    Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Daerah Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSEN:

Menetapkan:   PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN   PAJAK   MINERAL   BUKAN   LOGAM    DAN

BATUAN    DAN   OPSEN   MINERAL   BURAN   LOGAM    DAN

BATUAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.      Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutal Barat.
2.      Bupati adalah Bupati Kutal Barat.
3.      Pemerintah   Daerah   sebagai   unsur   penyelenggara   Pemerintahan

Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  Lirusan  pemerintahan  yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
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4.       Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara

pemerintahan daerah.
5.       Pemerintahan        Daerah        adalah        penyelenggaraan        urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah   menurut   asas   otonomi   dan   tugas   pembantuan   dengan

prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara
Kesatuan     Republik    Indonesia     sebagaimana     dimaksud     dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.       Provinsi adalah provinsi Kalimantan Timur.

7.       Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

8.       Badan    Pendapatan    Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Bapenda

adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

9.       Kepala     Bapenda     adalah     Kepala     Badan     Pendapatan     Daerah

Kabupaten Kutai Barat.

10.     Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Kutai Barat.

11.     Pajak   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Pajak  adalah   kontribusi

wajib  kepada  Daerah  yang terutang oleh  orang pribadi  atau  badan

yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak
mendapatkan    imbalan    secara   langsung   dan    digunakan    untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12.     Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  yang  selanjutnya  disebut

Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan

logam   dan   batuan,   baik   dari   sumber  alam   di   dalam   dan/atau

permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13.     Mineral   Bukan  Logam  dan   Batuan  adalah  Mineral  Bukan  Logam

dan  Batuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Perundang-

undangan di bidang mineral dan batu bara.

14.     Opsen   adalah    pungutan   tambahan    Pajak   menurut   persentase

tertentu.

15.     Opsen  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  yang  selanjutnya

disebut   Opsen   Pajak   MBLB   adalah   Opsen   yang   dikenakan   oleh

provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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16.    Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus  dibayar pada suatu
saat,  dalam  Masa  Pajak,  dalam  Tahun  Pajak  atau  dalam  Bagian
Tahun   Pajak   sesuai   dengan   ketentuan   Peraturan   Perundang-
undangan perpajakan daerah.

17.    Masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib
Pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  Pajak  yang
terutan8.

18.    Pemungutan    adalah    suatu    rangkalan    kegiatan    mulai    dari

penghimpunan   data  objek  Pajak  dan   subjek  Pajak,   penentuan
besamya  Pajak  yang  terutang  sampal  kegiatan  penaShan  Pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

19.    Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD,

adalah  nomor yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  sebagal  sarana
dalam  administrasi  perpajakan  daerah yang dipergunakan  sebagai
tanda   pengenal   diri   atau   identitas   Wajib   Pajak   Daerah   dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

20.    Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah adalah surat yang digunakan
Wajib  Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan  objek Pajak
atau  usahanya  ke  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai
Barat.

21.    Kode   Bayar   adalah   kode   unik   yang   dikeluarkan   oleh   Sistem
lnformasi  dalaln  hal  pembayaran  Pajak  Daerah  yang  digunakan
wajib Pajak untuk melakukan pembayaran.

22.    Surat   Pemberitahuan   Pajak   Daerah  yang   selanjutnya   disingkat
SPTPD,   adalah   surat  yang  oleh  Wajib   Pajak  digunakan   untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak
dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesual
dengan   ketentuan   Peraturan   Perundang-undangan   perpajakan
daerah.

23.    Surat   Setoran   Pajak   Daerah  yang   selanjutnya   disingkat   SSPD
adalah   bukti   pembayaran   atau   penyetoran   Pajak   yang   telah
dilakukan   dengan   menggunakan   formulir   atau   telah  dilakukan
dengan  cara lain  ke  kas  Daerah melalui tempat  pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.
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24.    Surat  Ketetapan   Pajak  Daerah   Kurang  Bayar  yang  selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besamya   jumlah   pokok   Pajak,   jumlah   kredit   Pajak,   jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besamya sanksi administratif,
dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

25.    Surat   Ketetaparl   Pajak   Daerah   Kurang   Bayar   Tambahan   yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

26.    Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Nihil  yang  selanjutnya  disingkat
SKPDN,  adalah  surat  ketetapan  Pajak  yang  menentukan  jumlah

pokok Pajak sama besamya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

27.    Surat   Ketetapan   Pajak   Daerah   Lebih   Bayar   yang   selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan

jumlah  kelebihan  pembayaran  Pajak  karena jumlah  kredit  Pajak
lebih  besar  daripada  Pajak  yang  terutang  atau  seharusnya  tidak
terutan8.

28.    Bidang Terkait adalah Bidang yang melaksanakan tugas pengelolaan
Pajak Daerah di Bapenda.

29.    Pengawasan    adalah    serangkaian    kegiatan    untuk    mengawasi

pemenuhan  kewajiban  perpajakan  wajib  Pajak  dan  menegakkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

30.    Surat  Tagihan   Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat   STPD,
adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  Pajak  dan/atau  sanksi
administratif berupa bunga dan/ atau denda.

31.    Surat   Keputusan    Pembetulan    adalah    surat   keputusan   yang
membetulkan    kesalahan    tulis,    kesalahan    hitung,    dan/atau
kekeliruan  dalam  penerapan  ketentuan  tertentu  dalam  peraturan

perundang-undangan   perpajakan   Daerah   yang   terdapat   dalam
SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDN,   SKPDLB,   STPD,   Surat   Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32.    Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap   SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDN,   SKPDLB,   atau   terhadap

pemotongan  atau  pemungutan  pihak  ketiga  yang  diajukan  oleh
Wajib Pajak.
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33.    Pemeriksaan    adalah    serangkaian    kegiatan    menghimpun    dan
mengolah   data,   keterangan,   dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan
secara    objektif   dan    profesional    berdasarkan    suatu    standar

pemeriksaan   untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban
perpajckan   daerah   dan/atau  untuk  tujuan   lain   dalam   rangka
melaksanakan       ketentuan       Peraturan       Perundang-undangan

perpajakan daerah.
34.    Pemeriksaan   Lapangan   adalah   pemeriksaan   yang   dilakukan   di

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan
usaha atau pekeljaan bebas Wajib Pajak dan/ atau tempat lain yang
dianggap perlu oleh Pemeriksa.

35.    Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor
Bapenda   Kutai   Barat   dan/   atau   kantor-kantor   di   lingkungan
Pemerintah Daerah.

36.    Pemeriksaan  Ulang  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap
Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil
Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama.

37.    Supervisor adalah pejabat struktural yang menangani pemeriksaan
Pajak Daerah.

38.    Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat
atau  ruangan  tertentu  serta  barang  bergerak  dan/   atau  tidak
bergerak  yang  digunakan  atau  patut  diduga  digunakan  sebagai
tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan,  dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.

39.    Dokumen adalah buku, catatan, dan/  atau dokumen lain termasuk
Data   Elektronik   serta   keterangan   lain   yang   diperlukan   dalam

pelaksanaan Pemeriksaan.
40.    Data  Elektronik  adalah  data yang dikelola  secara  elektronik,  yang

dihasilkan   oleh   komputer   dan/atau   pengolah   data   elektronik
lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

41.    Kuesioner  Pemeriksaan  adalah  formulir  yang  berisikan  sejumlah

pertanyaan  dan  penilaian  oleh  Wajib  Pajak  yang  terkait  dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.
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42.

43.

Tanda Pengenal  Pemeriksa adalah tanda pengenal yang diterbitkan

oleh  Kepala  Bapenda  yang  merupakan  bukti  bahwa  orang  yang

namanya  tercantum  pada  kartu  tanda  pengenal  tersebut  sebagai

Pemeriksa.

Surat Perintah  Pemeriksaan yang selanjutnya  disingkat SP2  adalah

surat perintah  untuk  melakukan  Pemeriksaan  Pajak  Daerah  dalam

rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/
atau   untuk   tujuan   lain   dalam   rangka   melaksanakan   ketentuan

peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  diterbitkan  oleh
Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

44.     Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan     Lapangan     adalah     surat

pemberitahuan    mengenai    dilakukannya    Pemeriksaan    Lapangan
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/    atau    untuk    tujuan    lain    dalam    rangka    melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

45.     Surat  Panggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor  adalah  surat

panggilan yang disampaikan kepada Wajib  Pajak untuk menghadiri
Pemeriksaan  Kantor  dalam  rangka  menguji  kepatuhan  pemenuhan

kewajiban  perpajakan  dan/  atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka

melaksanakan        ketentuan        peraturan        perundang-undangan

perpajakan.
46.     Rencana     Pemeriksaan     (4udit     P/an)     adalah     rencana     kerja

pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor berdasarkan identifikasi
masalah  atas  data  Wajib  Pajak  yang  telah  ditelaah  dan  mendapat

persetujuan dari Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.
47.    Program pemeriksaan (Andit program) adalah program pemeriksaan

yang   disusun   oleh   Supervisor   dengan   dibantu   oleh   Ketua   Tim
Pemeriksa   berdasarkan   Rencana   Pemeriksaan   (Audit  PJcrn)   yang

memuat     sekurang-kurangnya      Metode      Pemeriksaan,      Teknik

Pemeriksaan   dan   Prosedur   Pemeriksaan   yang   dilakukan   oleh

Pemeriksa dan buku, catatan dan dokumen yang diperlukan.

48.     Surat Pemberitahuan  Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya  disingkat

SPHP  adalah  surat  yang  berisi  tentang  temuan  Pemeriksaan  yang

meliputi   pos-pos   yang   dikoreksi,    nilai   koreksi,    dasar   koreksi,

perhitungan   sementara   dari   jumlah   pokok   pajak   terutang   dan

perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
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49.     Pembahasan   Akhir   Hasil   Pemeriksaan   (C/osi.ng   Con/erence)   yang

selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib  Pajak

dan  Pemeriksa atas temuan  pemeriksaan yang hasilnya dituangkan

dalam   Berita   Acara   Pembahasan   Akhir   Hasil   Pemeriksaan   dan

ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berisi  koreksi  pokok

pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan

perhitungan sanksi administrasi.
50.     Laporan  Hasil  Pemeriksaan  yang  selanjutnya  disingkat  LHP  adalah

laporan yang berisikan tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan

yang  disusun  oleh  Pemeriksa  secara  ringkas  dan  jelas  serta  sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

51.     Surat Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan yang selanjutnya  disingkat

SPHP  adalah  surat  yang  berisi  tentang  temuan  Pemeriksaan  yang

meliputi   pos   pos   yang   dikoreksi,   nilai   koreksi,   dasar   koreksi

perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
52.     Pembahasan  Akhir  Hasil  Pemeriksaan  yang  selanjutnya  disingkat

PAHP  adalah  pembahasan  antara  Wajib  Pajak  dan  Pemeriksa  atas

temuan  Pemeriksaan  yang  hasilnya  dituangkan  dalam  berita  acara

Pembahasan   Akhir   Hasil   Pemeriksaan  yang   ditandatangani   oleh

kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang balk yang

disetujui   maupun   yang   tidak   disetujui   dan   perhitungan   sanksi

administrasi.

53.     Kertas  Kerja  Pemeriksaan  yang  selanjutnya  disingkat  KKP  adalah

catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai

prosedur  Pemeriksaan  yang  ditempuh,  data,  keterangan  dan/atau
bukti  yang  dikumpulkan,  pengujian  yang  dilakukan  dan  simpulan

yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
54.     Laporan   Hasil   Pemeriksaan  Sumir  yang  selanjutnya  disebut  LHP

Sumir   adalah   laporan   tentang   penghentian   Pemeriksaan   tanpa

adanya usulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

55.     Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau

Penanggung  Pajak  terhadap  suatu  keputusan  yang  dapat  diajukan

banding,   berdasarkan   ketentuan   Peraturan   Perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.
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56.    Putusan   Banding   adalah   putusan   Badan   Peradilan   Pajak   alas
banding  terhadap  Surat  Keputusan  Keberatan yang  diajukan  oleh
Wajib Pajak.

57.    Penelitian   adalah   serangkaian   kegiatan   yang   dilakukan   untuk
menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen
lain   yang   dipersamakan   dan   lampiran-1ampirannya   termasuk

penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

58.    Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  keuangan  yang
meliputi  harta,   kewajiban,   modal,   penghasilan  dan  biaya,   serta

jumlah  harga  perolehan  dan  penyerahan  barang  atau jasa,  yang
ditutup  dengan  menyusun  laporan  keuangan  berupa  neraca  dan
laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.

59.    Penagihan  adalah  serangkaian  tindakan  agar  Penanggung  Pajak
melunasi utang Pajak dan biaya Penarihan  Pajak dengan menegur
atau   memperingatkan,   melaksanakan   Penagihan   seketika   dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan    penyitaan,     melaksanakan    penyanderaan,     dan
menjual barang yang telah disita.

60.    PenaShan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak

yang  dilaksanakan  oleh  Jurusita  Pajak  kepada  Wajib  Pajak  atau
Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang
meliputi  seluruh utang Pajak dari  semua jenis  Pajak,  Masa  Pajak,
Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

61.    Utang  Pajak  adalah  Pajak  yang  masih  harus  dibayar  termasuk
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang
tercantum   dalam   surat   ketetapan   Pajak   atau   surat   sejenisnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

62.    Surat  Teguran  adalah  surat  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  untuk
menegur Wajib  Pajak  atau  Wajib  Retribusi  untuk melunasi  Utang
Pajak atau utang Retribusi.

63.    Penghapusan secara bersyarat adalah menghapuskan piutang Pajak
daerah  dari  pembukuan  pemerintah  daerah  tanpa  menghapuskan
hak tagih daerah.
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64.     Penghapusan  secara   mutlak  adalah   menghapuskan   Pajak  daerah

dari  pembukuan  pemerintah   daerah  dengan  menghapuskan   hak

tagih daerah.

65.     Nomor lnduk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti

registrasi/pendaftaran   Pelaku   Usaha   untuk   melakukan   kegiatan

usaha  dan  sebagai  identitas  bagi  Pelaku  Usaha  dalam  pelaksanaan

kegiatan usahanya.

66.     Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah

nomor   identitas   objek   Pajak  sebagai   sarana   dalam   administrasi

perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Pasal 2

(1)       Peraturan  Bupati  ini  dimaksudkan  sebagai  pedoman  pelaksanaan

pengelolaan  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  serta  Opsen
MBLB.

(2)       Peraturan ini bertujuan untuk:
a.  tertatanya   proses   pemungutan    Pajak   daerah   sesuai    dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.  terwujudnya     transparansi,      akuntabel,      dan     responsibilitas

pemungutan Pajak daerah;
c.   optimalisasi kinerja pelayanan, dan;

d.  peningkatan pendapatan dari sektor Pajak daerah.

(3)       Ruang Lingkup peraturan Bupati ini meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan Pajak;

b. penetapan besaran pajak terutang;

c.  pembayaran dan penyetoran;

d, pembukuan;

e.  pelaporan;

f.  pemeriksaan Pajak;

9. surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak;
h. penagihan Pajak;

i.  kedaluwarsa penagihan Pajak;

j.   penghapusan piutang Pajak;
k. keberatan dan banding;
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1.  pengurangan,    keringanan,    pembebasan,    penghapusan    atau

penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/ atau sanksinya;
in. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
n. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
o. opsen Pajak Mineral Bukin Irogam Dan Batuan

BAB 11

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Pajak MBLB

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

(1)     Setiap  Wajib  Pajak  MBLB  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  objek
Pajak  kepada  Bapenda  melalui  Bidang  terkait,  paling  lambat  60

(enam puluh) hari sesudah kegiatan usaha dimulai.
(2)     Kegiatan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat

dilakukan secara online atau datang ke Bapenda.

(3)     Kegiatan pendaftaran sebagaimarla dimaksud pada ayat (2) meliputi
pendaftaran diri Wajib Pajak dan/atau pendaftaran objek Pajak.

Paragraf 2
Pendaftaran Diri Wajib Pajak

Pasal 4

(I)      Setiap wajib pajak MBLB wajib memiliki NPWPD.

(2)     NPWPD  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  untuk orang pribadi
dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ,

(3)     NPWPD    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    untuk   badan
dihubungkan dengan NIB.

(4)     Wajib  Pajak  melakukan  pendaftaran   diri   dengan   mengisi   surat
pendaftaran.

(5)     Kegiatan pendaftaran diri wajib pajak  meliputi:
a.   Wajib Pajak mengambil formulir pendaftaran secara online atau

langsung ke Bapenda;



-12-

b.   Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
dengan jelas, 1engkap dan benar serta dilampiri dengan:
1.   Dokumen pendukung untuk Wajib Pajak orang pribadi:

a)   fotokopi   Kartu  Tanda   Penduduk/Kartu   Keluarga  atau
Identitas Kependudukan Digital;

b)   fotokopi NPwpjika ada;

c)    nomor telepon aktif; dan

d)   email aktif.

2.   Dokumen pendukung untuk Wajib Pajak Badan:
a)   fotokopi                 Kartu                 Tanda Penduduk

pemilik/penanggungjawab;
b)   fotokopi NPWP;

c)    fotokopi NIB;

d)   surat     kuasa     bermeterai     cukup    jika    pendaftaran
dikuasakan   beserta   fotokopi   Kartu   Tanda   Penduduk
Penerima Kuasa;

e)   fotokopi Akta pendirian dan perubahannya;
I)    nomor telepon aktif; dan

g)    email aktif.

(6)     Setelah wajib pajak menyerahkan dokumen pendaftaran diri beserta
dokumen    pendukung   selanjutnya   petugas    pelayanan    meneliti
formulir pendaftaran yang telah diisi beserta berkas persyaratannya.

(7)     Petugas pelayanan melakukan input data secara sistem atau dicatat
dalam  daftar  formulir  pendaftaran  diri,  diberi  tanda  dan  tanggal
diterima    termasuk    yang    didaftarkan    secara   jabatan    untuk
selanjutnya  dicatat  kedalam  kartu  data  guna  penentuan  tanggal
mulai terhitungnya daftar induk Wajib Pajak.

(8)     Kepala Bapenda melalui Bidang terkalt menerbitkan NPWPD setelah

permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan Lengkap.
(9)     Apabila dokumen pendaftaran diri dinyatakan belum lengkap, maka

akan  dikembalikan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  segera  dilengkapi

paling lama 5 (lima) hari kerja.

(10)   Apabila  Wajib  Pajak  tidak  melaksanalcan  kewajiban  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (9),  Kepala  Bapenda  melalui  Bidang  terkait
mengingatkan melalui surat imbauan disampaikan secara langsung
maupun secara elektronik.
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(11)   Apabila 3 (tiga) hari setelah surat imbauan diterima oleh Wajib Pajak
namun  Wajib  Pajak  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (10),   Kepala   Bapenda   akan   menerbitkan
NPWPD secara jabatan berdasarkan data atau keterangan lain yang
bersumber   dari   hasil   pendataan,    penyisiran,    dan/atau   hasil
kegiatan lainnya yang dimiliki Bapenda.

(12)   Dalam  hal  Bapenda tidak mendapatkan  data atau keterangan  lain
untuk  menetapkan  secara  jabatan,  maka  Bapenda  bekelja  sama
dengan      Perangkat      Daerah/instansi      terkait      melaksanakan

pemeriksaan dan penindakan.
(13)   NPWPD yang diterbitkan berupa kartu cetak dan/atau elektronik.

(14)   Penyampaian NPWPD kepada Wajib Pajak melalui:
a.  petugas Bapenda;

b.  email dan/atau tuhatsczj7p Wajib Pajak; atau
c.  kantor pos/ekspedisi pengiriman.

(15)   Format Surat Pendaftaran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum   dalam   Lanpiran   I   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(16)   Wajib  Pajak  yang  telah  terverifikasi  diterbitkan  Surat  Keputusan
Pengukuhan untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.

(17)    Surat  Keputusan  Pengukuhan  sebagal  Wajib  Pajak  dan  NPWPD
disampaikan kepada Wajib Pajak secara bersamaan.

( 18)    Format surat Keputusan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (16)  tercantum  dalam  Lampiran  11  yang  merupakan  bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 5

(1)     Wajib Pajak MBLB  mendaftarkan  objeknya  sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat ( 1) menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.

(2)     Setiap Wajib  Pajak MBLB yang telah  mendaftarkan  objeknya  akan
diberikan tanda terdaftar objek Pajak.

(3)     Tanda terdaftar objek Pajak   memuat identitas objek Pajak berupa
NOPD.
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(4)     Dalam  mendaftarkan   objek   Pajaknya,   Wajib   Pajak   MBLB   wajib
menyertakan dokumen pendukung.

(5)     Dokumen pendukung meliputi:
a.   mama dari alamat usaha;
b.   nana pemilik dan/atau pengelola MBLB;
c.    fotokopi NPWPD;

d.   jabatan pemilik dan/atau pengelola MBLB;
e.    alamat pemilik dan/atau pengelola MBLB;

f.    nomor telepon aktif pemilik dan/atau pengelola MBLB;

9.   email aktif pemilik dan/atau pengelola MBLB;
h.   1okasi dan titik koordinat pengambilan MBLB;

i.    jenis MBLB; dan

j.    rata-rata pengambilan per bulan.
(6)     F`ormulir   pendaftaran   yang   telah   lengkap   disampalkan   kepada

Petugas Bapenda.

(7)     Jika  pengisian   formulir  pendaftaran   sudah   benar  dan   lengkap,
Petugas  Bapenda  melakukan  input  data  ke   dalam   sistem  dan
diverifikasi.

(8)     Apabila  dokumen  pendaftaran  dinyatakan  belum  lengkap,   maka
akan  dikembalikan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  dilengkapi  dalam

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
(9)     Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Bapenda

akan  menerbitkan  NOPD  secara  jabatan  berdasarkan  data  atau
keterangan  lain yang  bersumber  dari  hasil  pendataan,  penyisiran,
dan/ atau hasil kegiatan lalnnya yang dimiliki Bapenda.

(10)   Atas  pendaftaran  objek  Pajck  MBLB  yang  sudah  lengkap,  Wajib
Pajak akan diterbitkan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).

( 11)   Petugas Bapenda menatausahakan daftar formulir pendaftaran dan
data jumlah NOPD yang telah diterbitkan untuk setiap objek Pajak
MBLB.

(12)   Format  surat  pendaftaran  Objek  pajak  MBLB  tercantum  dalam
Lampiran   Ill   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.



-15-

Bagian Kedua
Pendataan Pajak MBLB

Pasal 6

(1)      Pendataan     untuk     Pajak     MBLB     merupakan     kegiatan     untuk
memperoleh    data    objek    Pajak    Daerah    secara    akurat    yang

dilaksanakan oleh Petugas Bapenda.

(2)      Pendataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilakukan
terhadap  semua  objek  Pajak  Daerah  sesuai  ketentuan  perundang-

undangan perpajakan daerah.

(3)      Bapenda  melakukan  verifikasi  terhadap  data  objek  Pajak  daerah,
dengan tahapan sebagai berikut:

a.   membuat   daftar   objek   Pajak   Daerah   yang   telah   dilakukan

verifikasi dokumen pendaftarannya;

b.  menerbitkan  surat  tugas  untuk  petugas  yang  akan  melakukan
verifikasi data objek Pajak;

c.   atas  Objek  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf a  Petugas

Bapenda  melakukan   observasi  lapangan   dan  membuat  berita

acara lapangan dan dokumentasi foto;

d.  apabila  dalam  hasil  verifikasi  objek  Pajak  ditemukan  data  yang

tidak sesuai  dengan  laporan,  maka  akan  dilakukan  penyesuaian

data.

(4)      Pendataan   objek   dan   subjek   Pajak   Mineral   Bukan   Logam   dan
Batuan  dilakukan  dengan  memberikan  formulir  pendataan  kepada

setiap  orang  atau  badan  yang  melakukan  kegiatan  pengambilan

dan/atau Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(5)      Formulir  pendataan  diterima  dan  harus  diisi  dengan  jelas,  benar
dan   lengkap   serta   ditandatangani   oleh   orang  atau   badan  yang
Inelakukan  kegiatan  pengambilan  dan/atau  Pengusahaan  Mineral

Bukan Logam dan Batuan atau kuasanya.

(6)      Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar
dan  lengkap  serta  ditandatangani  orang  atau  Badan  selaku  subyek

Pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.

(7)      Bentuk   formulir   pendataan   tercantum   dalam   Lampiran   V   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Penonaktifan Dan Penghapusan NPWPD Dan NOPD

Pasal 7

(1)     Kepala   Bapenda   berdasarkan   permohonan   Wajib   Pajak   atau
berdasarkan    kewenangan    secara    jabatan    dapat    melakukan

penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD.
(2)     Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagalmana dimaksud pada

ayat ( 1) dapat dilakukan melalui:

a.  permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau
b.  penetapan secara jabatan.

(3)     Penonaktifan  atau penghapusan NPWPD  dan NOPD  secara jabatan
atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan sepanjang
Waj.ib Pajak:

a.  tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b.  tidak   sedang   mengajukan   upaya   hukum   berupa   keberatan,

banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

(4)     Penonaktifan  NPWPD  secara jabatan  atau  atas  dasar  permohonan
dapat dilakukan dalam hal:
a.  Wajib   Pajak  orang  pribadi  yang  sementara  waktu   tidak  lagi

melakukan    kegiatan    usaha    sesuai    ketentuan    peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah;
b.  Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP

dan belum diterbitkan keputusan;
c.  Wajib   Pajak   yang   tidak   diketahui   alamatnya   berdasarkan

penelitian lapangan; dan
d.  Wajib  orang  pribadi  yang  telah  meninggal  dunia  tetapi  belum

diterima pemberitahuan tertulis  secara resmi dari ahli warisnya
atau belum mengajukan penghapusan NPWPD.

(5)     Penonaktifan  NOPD  secara  j.abatan  atau  atas  dasar  permohonan
dapat dilakukan dalam hal:
a.  objek  Pajak  sementara waktu  tidak  ada  kegiatan  usaha  secara

nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan; dan
b.  Wajib  Pajak  yang  mengajukan  penghapusan  NOPD  dan. belum

diterbitkan keputusan.
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(6)     Penghapusan  NPWPD  secara jabatan atau  atas  dasar permohonan
dapat dilakukan terhadap hal:
a.   Wajib  Pajak  orang  pribadi  telah  meninggal  dunia  dan  tidak

meninggalkan warisan ;
b.   Wajib    Pajak    badan    dilikuidasi    karena    penghentian    atau

penggabungan usaha;
c.   Wajib    Pajak    bentuk   usaha   tetap    menghentikan    kegiatan

usahanya di Indonesia; dan
d.   Wajib  Pajak  merniliki  lebih  dari   1  (satu)  NPWPD  untuk  objek

Pajak yang sama.

(7)     Penghapusan  NOPD  secara jabatan  atau  atas  dasar  permohonan
dapat dilakukan dalam hal:
a.  Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya;
b.  Wajib  Pajak  telah  menjual  Objek  Pajak  yang  terdaftar  sesuai

NOPD terdaftar; dan

c.  Wajib Pajak memiliki lebih dari  1  (satu) NOPD untuk objek Pajak

yang sama.
(8)     Wajib  Pajak  Non-aktif dapat  berubah  status  menjadi  Wajib  Pajak

aktif apabila:
a.  Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak;
b.  Wajib Pajak menyampaikan SPI`PD;
c.  diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
d.  diketahui alamat Wajib Pajak; dan
e.  Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifl€an kembali.

Pasal 8

(I)     Wajib    Pajck    mengajukan    permohonan    penghapusan    NPWPD
dan/atau  NOPD  yang  disampaikan  kepada  Bupati  melalui  Kepala
Bapenda dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a.  untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1.  dokumen   yang   menunjukkan   bahwa   Wajib   Pajak   telah
meninggal dunia dan surat pernyataan bahwa harta warisan
telah terbagi dengan menyebutkan ahli warisnya;

2.  dokumen    yang    menyatakan    bahwa    Wajib    Pajak    telah
meninggalkan Indonesia/ Daerah untuk selama~lamanya; dan
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3.  dokumen  yang  menunjukkan  bahwa  Wajib  Pajak  memilihi
lebih  dari  1   (satu)  NPWPD  untuk  subjek  dan  NOPD  untuk

objek Pajak yang sama.

b.  untuk Wajib Pajak Badan meliputi:
1.  dokumen   berupa   penetapan   pengadilan  yang   menyatakan

bahwa Wajib Pajak telah dilikuidasi atau dokumen lain yang
menunj.ukkan  bahwa  badan  telah  dibubarkan  atau  teq.adi

penggabungan usaha;
2.  dokumen   yang   menunjukkan   bahwa   Wajib   Pajak   telah

menghentikan usahanya; dan
3.  dokumen  yang  menunjukkan  bahwa  Wajib  Pajak  memilihi

lebih  dari  1   (satu)  NPWPD  untuk  subjek  dan  NOPD  untuk

objek Pajak yang sama.

(2)     Berdasarkan  permohonan   sebagainana  dimaksud  pada  ayat   (1)
Kepala Bapenda memberi disposisi kepada Bidang terkait.

(3)     Berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
terkait  memerintahkan  untuk  melakukan  pemeriksaan  lapangan,
dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dalam Berita
Acara Peninjauan Lapangan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau
NOPD;

(4)     Penghapusan     NPWPD     dan/atau     NOPD     dilakukan     dengan
menerbitkan   Keputusan   Kepala   Bapenda   tentang   Penghapusan
NPWPD dan/atau NOPD oleh Bidang terkait.

(5)     Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada
ayat   (5)   dilampirkan   dengan   Surat  Keputusan  Kepala  Bapenda
tentang Pencabutan Pengukuhan NPWPD dan/atau NOPD.

(6)     Format surat Keputusan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dan
Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan NPWPD dan/atau NOPD
tercantum   dalam   Lampiran   VI   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB Ill
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK MBLB

Pasal 9

(1)      Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk Pajak MBLB
terhitung     1     (satu)     bulan     setelah     pengambilan     dan/atau

pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.
(2)      Tahun  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   merupakan

jangka waktu yang lalnanya  1  (satu)  tahun  kalender,  kecuali  bila
Wajib  Pajak  menggunakan  tahun  buku  yang  tidak  sama  dengan
tahun kalender.

(3)       Pajak  MBLB  dihitung  untuk  setiap  pengambilan  MBLB  dan  nilal

jual pengambilan MBLB.

(4)       Nilai jual pengambilan MBLB  dihitung dengan  mengalikan volume
atau  tonase  hasil  pengambilan  dengan  nilai  pasar  atau  harga
dasar/standar masing-masing jenis MBLB.

(5)      Tarifpajak MBLB ditetapkan sebesar l6% (enam belas persen)

(6)      Tabel  harga  dan  cara  perhitungan  pajak  MBLB  termuat  dalam
lampiran   VII   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1)     Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2)     Wajib  Pajak  melakukan  pembayaran  atau  penyetoran  Pajak  yang

terutang sesuai kode bayar yang dikeluarkan oleh Bapenda.

(3)     Pembayaran  atau  penyetoran  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4)     Dalam  hal  sistem  pembayaran  berbasis  elektronik  belum  tersedia,

pembayaran   atau   penyetoran   Pajak   dapat   dilarfukan   melalui
pembayaran tunai.
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(5)     Pembayaran dianggap sah apabila wajib pajak telah menerima bukti
pembayaran  berupa  SSPD  yang  telah  mendapatkan  validasi  oleh
Bapenda.

(6)     Dalam hal pembayaran berbasis elektronik, SSPD diterbitkan secara
elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.

(7)     SSPD  diserahkan  kepada  Wajib  Pajak  secara  langsung  maupun
melalui media elektronik.

(8)     Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi
penerimaan  harian  Pajak  daerah   dan  rekonsiliasi  internal  atas
penerimaan Pajak daerah.

(9)     Format sspD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran   VIII   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal  1 1

(1)     Jangka  waktu  pembayaran  atau  penyetoran  Pajak  MBLB  paling
lama 10 (sepuluh) hari kelja setelah berakhimya nasa Pajak.

(2)     Wajib  Pajak  MBLB  membayar  atau  menyetor  Pajak  sesuai  dengan
nominal hasil perhitungan sendiri Wajib Pajak.

(3)     Hasil  perhitungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diperoleh
dengan  mengalikan  tarif  Pajak  dan  dasar  pengenaan  Pajak  yang
telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  mengenai  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah.

(4)     Kepala Bapenda melalui Bidang terkait menerbitkan surat imbauan
kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.

(5)     Penerbitan  surat  imbauan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)
dilakukan  10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.

(6)     Penyalnpaian surat imbauan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)
dilakukan dengan cara:
a.  menyampaikan secara langsung; dan/atau
b.  melalui elektronifikasi.

(7)     Dalam hal Wajib  Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib
Pajak dikenal sanksi administratif berupa bunga sebesar  1%  (satu

persen)  per  bulan  dari    Pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang
dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
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sampai  dengan  tanggal  pembayaran,  untuk jangka  waktu  paling
lama 24  (dua puluh empat)  bulan serta bagian dari bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan dan ditaSh dengan menggunakan STPD.
(8)     Apabila Wajib Pajak belum membayar hingga melewati jatuh tempo

pelaporan  dan  sudah  ditegur  oleh  Bidang  terkait  secara  tertulis,
maka terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan Pajak.

(9)     Dalam   hal   diterbitkan   STPD,   SKPDKB,   SKPDKBT,   pembayaran
dilakukan  sesuai  nominal  dan  jangka  waktu  yang  tertera  dalam
STPD, SKPDKB, SKPDKBT.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal  12

(1)     Wajib  Pajak  menyampaikan  omzet  dasar  pengenaan  Pajak  secara
langsung atau melalui media elektronik ke Bapenda.

(2)     Petugas   administrasi   Bapenda   melakukan   verifikasi   pencatatan
omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  selanjutnya diinput ke
dalam   sistem   untuk   kemudian   diterbitkan   kode   bayar   yang
digunakan   oleh   Wajib   Pajak   untuk   membayar   Pajaknya   yang
terutan8.

(3)     Pembayaran pal.ak yang terutang dilakukan pada bank atau melalui
kanal pembayaran yang disediakan menggunakan kode bayar.

(4)     Wajib  Pajak  setelah  melakukan  pembayaran  Pajak  yang  terutang
menyampaikan bukti transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud

pada  ayat  (3),  untuk  selanjutnya  Bendahara  menerbitkan  SSPD
sebagai bukti lunas pembayaran.

(5)     SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicetak 5 (lima) rangkap
masing-masing:

a.  Iembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak;
b.  Iembar 2 diberikan kepada Bankaltimtara;
c.  Iembar 3 kepada Bidang terkait Bapenda;
d.  Iembar    4    diberikan    kepada    Bendahara    Khusus    Penerima

Bapenda Kabupaten Kutai Barat; dan
e.  1embar    5    diberikan    kepada    Bendahara    Khusus    Penerima

Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.
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(6)     Bendahara khusus penerima Bapenda mencatat ke dalam Buku Kas
Umum  sebagai penerimaan harian.

(7)     Format formulir penyampaian omzet usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 13
(1)     Wajib  Pajak wajib  melakukan  pembukuan  atau  pencatatan  secara

elektronik dan/ atau non-elektronik, dengan ketentuan:
a.  bagi  Wajib   Pajak  yang  melakukan   usaha  dengan   peredaran

usaha  paling  sedikit  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan

ratus    juta    rupiah)     per    tahun    wajib    menyelenggarakan

pembukuan; dan
b.  bagi  Wajib   Pajak  yang  melakukan   usaha  dengan   peredaran

usaha  kurang  dari  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan

ratus juta  rupiah)  per  tahun  dapat  memilih  menyelenggarakan

pembukuan atau pencatatan.
(2)     Pembukuan    atau    pencatatan    harus    diselenggarakan    dengan

memperhatikan   iktikad   baik   dan   mencerminkan   keadaan   atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3)     Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang
terkait dengan pembukuan.

(4)     Pencatatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  paling
sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta
bukti   penduloungnya   agar   dapat   digunakan   untuk  menghitung
besaran Pajak yang terutang.

(5)     Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembulflian atau
pencatatan,    termasuk    dokumen    hasil    pengolahan    data    dari
pembukuan  yang  dikelola  secara  elektronik  atau  secara  program
aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib disimpan
selama 5 (lima)  tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib
Pajak Badan.
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BAB VI
PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penyampaian SPTPD

Pasal  14

(1)     Pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan SPTPD.
(2)      Formulir spI`PD disediakan oleh Bapenda.

(3)     SPTPD  dinyatakan  lengkap  dan  dapat diterima oleh petugas  Pajak
daerah apabila:
a.  telah  diisi  dengan  lengkap  dan  benar,   termasuk  rekapitulasi

penerimaan harian selama 1 (satu) bulan; dan
b.  ditandatangani  oleh  Wajib  Pajak  dan  cap  perusahaan  untuk

Wajib Pajak Badan atau kuasanya.

(4)     SPTPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mencakup jenis  Pajak
MBLB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(5)     SFTPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibuat  paling  sedikit
memuat jenis MBLB, volume pengambilan, harga pasar/standar dan

jumlah pajak terutang dalam satu nasa Pajak.
(6)     SprpD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  setiap

masa pajak kepada Bapenda paling lama  15  (lima belas) hari kelja
setelah  berakhimya  masa  Pajak  dengan  dilampiri  SSPD  sebagal
bukti  pelunasan  Pajak  disertai  dokumen  pendukung  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(7)     Kepala   Bapenda   melalui   Bidang   terkait   memberikan   lmbauan
kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pelaporan Pajak.

(8)     Format  SPI`PD   sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)   tercantum
dalam  Lampiran X yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1)     Kepala  Bapenda  melalui  Bidang  terkait  wajib  menerbitkan  Surat
Teguran paling sedikit  1  (satu)  kali kepada Wajib  Pajak yang tidak
menyampaikan SPI`PD.

(2)     Surat  Teguran  ini  berisikan  kewajiban  Wajib  Pajak  untuk  segera
menyampaikan SPTPD.
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(3)      Wajib  Pajak  harus  menyampaikan  SPTPD  paling  lambat  7  (tujuh)
Hari setelah Surat Teguran diterima.

(4)      Apabila  wajib  pajak tidak  menyampaikan  SPTPD  setelah  diberikan
Surat    Teguran     Penyampaian     SPTPD,     maka     akan     dilakukan

pemeriksaan untuk dilakukan penetapan secara jabatan.

(5)      Format   Surat   Teguran    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)
tercantum   dalam   Lampiran   XI   yang   merupakan   bagian   tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1)      Wajib   Pajak  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  pelaporan   SPTPD
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   14   ayat   (6)   dapat   dikenakan

sanksi administratif berupa  denda.

(2)       Sanksi    administratif   berupa    denda    sebagaimana    dimaksud    pada
ayat  (1)  ditetapkan  dengan  STPD  dalam  satuan  rupiah  untuk  setiap

SPTPD.

(3)       Sanksi    administratif   berupa    denda    sebagaimana    dimaksud    pada
ayat  (2)  tidak  dikenakan  jika  Wajib  Pajak  mengalami  keadaan  kahar

oforce majeure..

Bagian Kedua
Pembetulan SPTPD

Pasal 17
(1)      Wajib  Pajak  dengan  kemauan  sendiri  dapat  membetulkan  SPTPD

yang telah  disampaikan  dengan  menyampaikan  pernyataan  tertulis
sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2)       Dalam  hal  pembetulan  SPTPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
menyatakan    lebih   bayar,    pembetulan    SPTPD    harus    disampaikan

paling lama  2  (dua)  tahun  sebelum  kedaluwarsa  penetapan.

(3)       Dalam  hal  pembetulan  SPTPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
menyatakan    kurang   bayar,    pembetulan   SPTPD    dilampiri    dengan

SSPD    sebagai    bukti    pelunasan    Pajak   yang    kurang    dibayar    dan

sanksi administratif berupa  bunga.

(4)      Atas      pembetulan      SPTPD      yang      menyatakan      kurang      bayar

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dikenai  sanksi  administratif
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berupa bunga sebesar 1°/o (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak

yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai  dengan  tanggal  pembayaran  untuk  jangka  waktu  paling
lama 24  (dua puluh empat)  bulan serta bagian dari bulan dihitung

penuh I (satu) bulan.
(5)     Atas  kurang  bayar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),   tidak

dikenakan  sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang
kurang dibayar.

Bagian Ketiga
Penelitian SFTPD

Pasal  18
(1)     Kepala  Bapenda  melalui  Bidang  terkait  melakukan  Penelitian  atas

SPI`PD   yang   disampaikan   Wajib   Pajak   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (6).

(2)     Penelitian atas sprpD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  kesesuaian    batas    akhir    pembayaran    dan/atau    penyetoran

dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
b.  kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c.  kebenaran   penulisan,    penghitungan,    dan/atau   administrasi

lainnya.

(3)     Apabila   berdasarkan   hasil   Penelitian   atas   SPTPD   sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak
atau   kurang   dibayar,   Kepala   Bapenda   melalui   Bidang   terkait
menerbitkan STPD.

(4)     STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  mencantumkan jumlah
kekurangan     pembayaran     Pajak     terutang     ditambah     sanksi
administratif berupa bunga sebesar  1% (satu persen) per bulan dari

jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak  atau  berakhimya  masa  Pajak,  bagian  Tahun  Pajak,  atau
Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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(5)     Dalam hal hasil penelitian atas SFTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat   (2)   terdapat   indikasi   penyampaian   informasi   yang   tidak
sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda melalui Bidang terkait
melakukan Pemeriksaan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 19

(1)     Pengawasan  dilakukan  sebagai  upaya  pembinaan  terhadap  Wajib
Pajak dalam rangka mewujudkan kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan.
(2)     Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

hal:

a.  kepatuhan pembayaran Pajak MBLB; dan
b.  kepatuhan pelaporan Pajak MBLB.

(3)     Pengawasan     dapat     dilakukan     melalui     monitoring     aplikasi
pengelolaan Pajak.

(4)     Pengawasan  dalam  bentuk  peninjauan  lapangan  dapat  dilakukan
sebagai tindak lanjut hasil monitoring aplikasi dan/ atau informasi.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1)     Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengu.i
kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak  dan  tujuan  lain  dalam
rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
mengenai Pajak.

(2)     Pemeriksaan   untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban
perpajakan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan dalam
hal:

a.  Wajib    Pajak    mengajukan    pengembalian    atau    kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak;
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b.  terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c.  Wajib    Pajak    yang    terpilih    untuk    dilakukan    Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

(3)     Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit untuk:
a.  pemberian NPWPD secara jabatan;

b.  penghapusan NPWPD;

c.  penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d.  pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e.  pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4)     Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi  penentuan,  pencocokan,  atau  pengumpulan  materi  yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 2 1

(1)     Dalam   pelaksanaan   Pemeriksaan   sebagaimana  dimaksud   dalam
Pasal 20, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a.  memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan  bulou  atau  catatan,
dokumen   yang   menjadi   dasarnya,   dan   dokumen   lain   yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b.  memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;

c.  memberikan    kesempatan    untuk    mengakses    aplikasi    yang
digunakan; dan/ atau

d.  memberikan keterangan yang diperlukan.

(2)     Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  hak  Wajib  Pajak  yang  diperiksa
paling sedikit:
a.  meminta  identitas  dan  bukti  penugasan  Pemeriksaan  kepada

pemeriksa;
b.  meminta   kepada   pemeriksa   untuk   memberikan   penjelasan

tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;dan
c.  menerima    dokumen    hasil    Pemeriksaan    serta    memberikan

tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
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(3)     Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara

jabatan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 22

Ruang   mgkup   pemeriksaan   untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan
kewajiban  perpajakan  dapat  meliputi   1   (satu),  beberapa  atau  seluruh

jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak   atau  Tahun   Pajak   dalam   tahun   sebelumnya   maupun   tahun
berjalan.

Paragraf 2
Kriteria

Pasal 23

(I)     Pemeriksaan   untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban
perpajakan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   20   huruf   a,
dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.  Wajib  Pajak  mengajukan  permohonan  pengembalian  kelebihan

pembayaran Pajak;
b.  terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan

bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan
c.  Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang telpilih

untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

(2)     Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
a.  data    perpajakan    terkait    dengan    Wajib    Pajak   yang    tidak

menyampaikan  SPTPD  dalam jangka waktu  15  (lima belas)  hari

setelah   berakhirnya   masa   pajak   dan   setelah   ditegur   secara
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tertulis  SFTPD  tidak  disampaikan  pada waktunya  sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran; atau

b.  bukti  transaksi  atau  data  perpajakan  yang  dapat  digunakan
untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

(3)     Analisis   Risiko   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  c
dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  perilaku  dan  kepatuhan
Wajib Pajak atas:
a.  Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; atau
b.  Kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Paragraf 3
Jenis Pemeriksaan

Pasal 24

(1)     Pemeriksaan   untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban
perpajakan    dilakukan    dengan    jenis    Pemeriksaan    Lapangan
dan/ atau Pemeriksaan Kantor.

(2)     Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  ayat  (1)  huruf
a  dilakukan  dengan  Pemeriksaan  Kantor,  dalam  hal  permohonan

pengembalian  kelebihan  pembayaran  tersebut  diajukan  oleh Wajib
Pajak yang memenuhi persyaratan:
a.  Kepatuhan  penyampaian  surat pemberitahuan jenis  pajak yang

diajukan   permohonan   pengembalian   kelebihan   pembayaran
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun pajak;

b.  Kepatuhan dalaln melunasi semua jenis Utang Pajak; atau
c.  Kebenaran   surat   pemberitahuan   untuk   Masa   Pajak,   bagian

Tahun Pajak dan tahun-tahun Pajak sebelumnya.

(3)     Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  ayat (1)  huruf
b dilarfukan dengan:
a.  Pemeriksaan Kantor dalani hal ruang lingkup Pemeriksaan hanya

dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret; atau
b.  Pemeriksaan  Lapangan  dalam  hal  ruang  linghip  Pemeriksaan

dilakukan tidak terbatas hanya terhadap keterangan lain berupa
data konkret.

(4)     Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan data
riil   sesuai   fckta  yang   ada   pada   suatu  waktu   tertentu   belum
dilaporkan dalam mengandung pendapat.
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(5)     Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (1)  huruf c dan huruf e,  dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor.

(6)     Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat ( I) huruf d, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

(7)     Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat  (1)  huruf f,  dilakukan  dengan jenis  Pemeriksaan  Kantor  dan
Lapangan.

Paragraf 4
Standar Pemeriksaan

Pasal 25

(1)     Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan
yang  merupakan   capaian   minimum  yang  harus   dicapai   dalam
melaksanakan Pemeriksaan.

(2)     Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  Standar Umum Pemeriksaan;
b.  Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; dan
c.   Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 26

(1)     Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
ayat  (2)  huruf  a  merupakan  standar  yang  bersifat  pribadi  dan
berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.

(2)     Pemeriksa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   paling   sedikit
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  berijazah  paling  rendah  pendidikan  sekolah  menengah  umum

atau sederajat.
b.  beapangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;
c.  telah   mendapat   pendidikan   dan/atau   pelatihan   teknis   yang

cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
d.  cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
e.  jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa

mengutamakan kepentingan negara; dan
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f.   taat   terhadap   ketentuan   peraturan   perundang-   undangan   di

bidang perpajakan.

(3)       Bupati   wajib   menunjuk   PNS   sebagai   Pemeriksa   di   lingkungan
Pemerintah   Daerah  untuk  membantu   Bupati  dalam  menjalankan

wewenangnya).

(4)      Apabila   Pemeriksa  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   belum
dapat  dipenuhi,  Kepala  Daerah  dapat  menunjuk  tenaga  ahli  yang
mempunyai   kompetensi   di   bidang   pemeriksaan   Pajak   Daerah

sebagai     Pemeriksa    sampai    dengan    dipenuhinya    persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Standar pelaksanaan Pemeriksaan meliputi:

a.   pelaksanaan  Pemeriksaan  harus  didahului  dengan  persiapan  yang

balk sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit memuat:

1.   Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak dengan

ketentuan:

a)   mempelajari profil Wajib Pajak;

b)   menganalisis data keuangan Wajib Pajak; dan

c)   mempelajari data lain yang relevan, balk dari Bapenda maupun

dari Pihak Ketiga;

2.   Menyusun  Rencana  Pemeriksaan  (Audit P/cm),  dengan  ketentuan:

a)   rencana  Pemeriksaan  (Audlt P/an)  disusun  oleh  Supervisor;

b)   rencana  Pemeriksaan  disusun  berdasarkan  identifikasi  masalah

yang  dilakukan  Supervisor  atas   data  Wajib  Pajak  yang  telah
dikumpulkan   dan   dipelajari   atau   adanya   kebijakan   Kepala

Bapenda;

c)   rencana   Pemeriksaan   (Atidrc  plan)   harus   ditelaah   dan   dapat

persetujuan  dari  Kepala  Bapenda  atau  Pejabat  yang  ditunjuk
sebelum surat perintah diterbitkan;

d)   rencana  Pemeriksaan  (Ardit  P/an)  dapat  dilakukan  perubahan

jika    Pemeriksa    menemukan    kondisi    yang    berbeda    saat
melakukan  Pemeriksaan  terhadap  Wajib  Pajak  dengan  kondisi

awal   yang   dijadikan   pertimbangan   saat   membuat   Rencana

Pemeriksaan;
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e)   perubahan  Rencana  Pemeriksaan  (At/czzt  japan)   dapat  disetujui

atau  ditolak  berdasarkan  pertimbangan  Kepala  Bapenda  atau
Pejabat yang ditunjuk; dan

I)    perubahan      Rencana      Pemeriksaan      (Attcz{t      jayarL)      harus

memperhatikan jangka waktu Pemeriksaan;
3.  Menyusun Prograln Pemeriksaan (A«c!t.t Program) dengan ketentuan:

a)  program  Pemeriksaan  (Attcz{t  Program)  disusun  oleh  Supervisor

dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan

(Audit Plan).,
b)  program Pemeriksaan (Aztcz{t Z7ogram) paling sedikit menyatakan

Metode       Pemeriksaan,       Teknik       Pemeriksaan,       Prosedur
Pemeriksaan   yang   dilakukan   oleh   Pemeriksa,   serta   buku,
catatan, dan dokumen yang diperlukan;

c)   dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan (Attc!{.t PZczrL)

berupa  penambahan  pos  yang  akan  diperiksa,   maka  harus
dibuat perubahan Program Pemeriksaan (Attc!{t Jfrog7icm) ;

d)  kepala  Bapenda  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  menandatangani
Program Pemeriksaan (Attczzt Program) untuk mengetahui apakah
Program Pemeriksaan yang dibuat sesual dengan pos-pos yang
akan    diperiksa    sebagaimana    tercantum    dalam    Rencana
Pemeriksaan (Aztc!z.I JayczrL) dan perubahannya; dan

e)  program  Pemeriksaan  (Auc!jc  ftogrczm)  harus  memuat  rencana

FTogram   Pemeriksaan   (Attc!it  Program)   dan   realisasi   Program

Pemeriksaan (ALtc!jt ftogram) ;

4.  Mendapat pengawasan yang seksama.
b,  pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan

metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan

(Attcz{t Program) yang telah disusun;
c.  temuan  hasil  Pemeriksaan  harus  didasarkan  pada  bukti  kompeten

yang   cukup   dan   berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan perpajakan;

d.  pemeriksaan  dilakukan  oleh  tim  Pemeriksa yang terdiri  dari  1  (satu)
orang  Supervisor,  1  (satu)  orang  Ketua  tim  dan  1  (satu)  orang  atau
lebih  anggota  tim  dan   dalam  keadaan  tertentu  ketua  tin  dapat
merangkap sebagai anggota tim;
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e.  tim  Pemeriksa  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf d,  dapat  dibantu
oleh  1  (satu)  orang  atau  lebih yang  memiliki  keahlian  tertentu,  baik

yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah  sebagai tenaga
ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan

pengacara;
f.   apabila  diperlukan,  Pemeriksaan  dapat  dilakukan  secara  bersama-

sama dengan tim Pemeriksa dari instansi lain;

9.  pemeriksaan    dapat    dilaksanakan    dengan    Pemeriksaan    Kantor
dan/ atau Pemeriksaan Lapangan;

h.  pemeriksaan  dilaksanakan  pada  jam  kelja  dan  apabila  diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

i.   pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 28

(i)     KKP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  huruf i  disusun  oleh
Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

a.  bukti  bahwa  Pemeriksaan  telah  dilaksanakan  sesuai  Standar
Pelaksanaan Pemeriksaan;

b.  bahan  dalam  melakukan  PAHP  dengan  Waj.ib  Pajak  mengenai
temuan hasil Pemeriksaan;

c.  dasar pembuatan LHP;
d.  sumber  data  atau  informasi  bagi  penyelesalan  keberatan  atau

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
e.  referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

(2)     KKp harus memberikan gambaran mengenai:
a.  prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
b.  data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh;
c.  pengujian yang telah dilakukan; dan
d.  simpulan   dan   hal   lain  yang  dianggap   perlu  yang  berkaitan

dengan Pemeriksaan.

(3)     KKp harus ditelaah supervisor untuk meyahini bahwa:
a.  Pemeriksaan     telah     dilakukan     sesuai     dengan     Rencana

Pemeriksaan dan Perubahannya; dan
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b.  pemflihan  Metode  Pemeriksaan,  Teknik  Pemeriksaan,  Prosedur
Pemeriksaan,    penghitungan    matematis    koreksi,    dan    dasar
hukum   koreksi   telah   dilakukan    sesual   dengan   ketentuan

perundang-undangan bidang perpajakan.
(4)     KKp harus diparaf oleh pembuat dan supervisor.

Pasal 29

(1)     Standar pelaporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP,
yang disusun secara ringkas dan jelas serta memuat:
a.  ruang  lingkup  atau  pos  yang  diperiksa  sesuai  dengan  tujuan

Pemeriksaan;
b.  simpulan  Pemeriksa yang  didukung temuan yang  kuat tentang

ada   atau   tidak   adanya   penyimpangan   terhadap   peraturan

perundang-undangan bidang perpajakan; dan
c.  memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan

pemeriksaan.
(2)     LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.  penugasan Pemeriksaan;
b.  identitas Wajib Pajak;

c.  pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
d.  pemenuhan kewajiban perpajakan;
e.   data/informasi yang tersedia;
f.   buku dan dokumen yang dipinjam;

9.  materi yang diperiksa;
h.  uraian hasil Pemeriksaan;

i.   ikhtisar hasil pemeriksaan;

j.   penghitungan pajak terutang; dan
k.  simpulan dan usulan Pemeriksa.

(3)     LHp disusun dan ditandatangani oleh tim pemeriksa.
(4)     LHP   ditandatangani   oleh   Kepala   Bapenda   atau   Pejabat   yang

ditunjuk untuk mengetahui apakah:
a.  pos  yang  diperiksa  telah  sesuai  dengan  rencana  pemeriksaan

(Attc!it Pzcin) dan perubahannya; dan/atau
b.  dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan.
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Paragraf 5
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 30

(I)     Dalam    melakukan     Pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, kewajiban Pemeriksa:
a.  menyampaikan   Surat   Pemberitahuan   Pemeriksaan   Lapangan

kepada  Wajib  Pajak  dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  dengan

jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan  Kantor  dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  dengan

jenis Pemeriksaan Kantor;
b.  memperlihatkan  tanda  pengenal  Pemeriksa  dan  Surat  perintah

kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c.  memperlihatkan  surat  perubahan  tim  Pemeriksa  kepada  Wajib

Pajak  apabila  susunan  keanggotaan  tim  Pemeriksa  mengalami

perubalian;
d.  melakukan   pertemuan   dengan   Wajib   Pajak   dalam   rangka

memberikan penjelasan mengenai:
1.  alasan dan tujuan Pemeriksaan;
2.  hak    dan    kewajiban    Wajib    Pajak    selama    dan    setelah

pelaksanaan Pemeriksaan; dan
3.  kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku,

catatan  dan/atau  dokumen yang  menjadi  dasar  pembukuan
atau  pencatatan  dan  dokumen  lainnya,  yang  dipinjam  dari
Wajib Pajak;

e.  menuangkan   hasil   pertemuan   sebagaimana   dimaksud   pada
huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

f.   menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

9.  memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalaln rangka
PAHP pada wa]stu yang telah ditentukan;

h.  menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
i.   melakukan  pembinaan  kepada  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi

kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan  perpajakan  dengan  menyampaikan  saran
secara tertulis;



-36-

j.   mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan  atau pencatatan  dan  dokumen lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak; dan

k.  merahasiakan  kepada pihak lain yang tidak berhak atas  segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Paj ck dalam rangka Pemeriksaan.

(2)     Pemeriksa   yang    tidak    melaksanakan    kewajiban    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(3)     Kecuali  telah  melakukan  pemeriksaan  yang  telah  sesuai  dengan

standar  Pemeriksaan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bupati
ini dan  dilaksanakan berdasarkan itikad baik  serta sesuai dengan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   perpajakan   daerah,
Pemeriksa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dikenakan
sanksi.

Pasal 3 1

(1)     Dalam     melakukan     Pemeriksaan     untuk     mengLu.i     kepatuhan
pemenuhan    kewajiban    perpajakan    dengan   jenis    Pemeriksaan
Lapangan, kewenangan Pemeriksa:
a.  memeriksa    dan/atau    meminjam    buku,    catatan    dan/atau

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penghasilan  yang
diperoleh,  kegiatan  usaha,  pekeljaan  bebas  Wajib  Pajak  atau
objek yang terutang Pajak;

b.  mengakses  dan/atau  mengunduh  data  yang  dikelola  secara
elektronik;

c.  memasuki dan memeriksa tempat atau ruang,  barang bergerak
dan/atau   tidak   bergerak   yang   diduga   atau   patut   diduga
digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang
dan/atau   barang   yang   dapat    memberi   petunjuk   tentang

penghasilan  yang  diperoleh,  kegiatan  usaha,  pekerjaan  bebas
Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;

d.  meminta  kepada  Wa].ib  Pajak  untuk  memberi  bantuan  guna
kelancaran Pemeriksaan;
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e.  melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang
bergerak dan/ atau tidak bergerak;

f.   meminta  keterangan  lisan  dan/atau  tertulis  dari  Wajib  Pajak;
dan

9.  meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak
Ketiga  yang  mempunyai  hubungan  dengan  Wajib  Pajak  yang
diperiksa.

(2)     Dalaln     melakukan     Pemeriksaan     untuk     mengLu'i     kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpaj akan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
kewenangan Pemeriksa:
a.  memanggil Wajib  Pajak untuk  datang ke  kantor di  lingkungan

Pemerintah   Daerah   dengan   menggunakan   Surat   Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

b.  memeriksa    dan/atau    meminjam    buku,    catatari    dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembumian atau pencatatan, dan
dokumen   lain  yang   berhubungan   dengan   penghasilan  yang
diperoleh,  kegiatan  usaha,  pekeljaan  bebas  Wajib  Pajak  atau
objek Pajak yang terutang pajak;

c.  meminta  kepada  Wajib  Pajak  untuk  memberi  bantuan  guna
kelancaran Pemeriksaan;

d.  meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e.  meminjaln  laporan hasil  audit dan/atau KKP yang dibuat oleh

akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
f.   meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak

ketiga  yang  mempunyai  hubungan  dengan  Wajib  Pajak  yang
diperiksa.

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 32
Dalaln pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, hak Wajib Pajak:

a.  meminta kepada Pemeriksa untuk:
1.  memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;

2.  memberikan  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  dalam
hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
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3.  memperlihatkan    surat   perubahan   tim   Pemeriksa   dalam   hal
susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

4.  memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.

b.  menerima SPHP;
c.  menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan
d.  memberikan  pendapat  atau  penilaian  atas  pelaksanaan  Pemeriksaan

oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 33

(1)     Dalam    pelaksanaan    Pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan
pemenuhan    kewajiban    perpajakan    dengan   jenis    Pemeriksaan
Lapangan, kewajiban Wajib Pajak:
a.  memperlihatkan     dan/atau     meminjamkan     buku,     catatan

dan/atau   dokumen   yang   menjadi   dasar   pembukuan   atau

pencatatan   dan   dokumen   lain   yang   berhubungan   dengan
penghasilan  yang  diperoleh,  kegiatan  usaha,  pekerjaan  bebas
Wa].ib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b.  memberikan      kesempatan      untuk      mengakses      dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c.  memberikan   kesempatan   untuk   memasuki   dan   memeriksa
tempat  atau  ruang,  barang  bergerak  dan/atau  tidak  bergerak

yang  diduga  atau  patut  diduga  digunakan  untuk  menyimpan
Dokumen  yang  menjadi  dasar  pembukuan  atau  pencatatan,
dokumen  lain,   uang  dan/atau  barang  yang  dapat  memberi

petunjuk  tentang  penghasilan yang  diperoleh,  kegiatan  usaha,
pekeljaan  bebas  Wajib  Pajak  atau  objek  yang  terutang  pajak
serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

d.  memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
e.  menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
f.   memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2)     Dalam    pelaksanaan    Pemeriksaan    untuk    mengiiji    kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
kewajiban Wajib Pajak:

a.  memenuhi   panggilan   untuk   menghadiri   Pemeriksaan   sesuai
dengan waktu yang ditentukan;
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b.  memperlihatkan    dan/atau    meminjamkan    Dokumen    yang
menjadi dasar  pembukuan  atau  pencatatan dan  dokumen  lain
termasuk     data    yang     dikelola     secara     elektronik,     yang

berhubungan   dengan   penghasilan   yang   diperoleh,   kegiatan
usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;

c.  memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d.  menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
e.  meminjamkan  laporan  hasil  audit  dan/atau  KKP  yang  dibuat

oleh akuntan publik; dan
f.   memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 7
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 34

(1)     Pem;riksaan   untuk   mengiiji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban
perpajakan   dilakukan   dalaln  jangka   waktu   Pemeriksaan   yang
meliputi:

a.  jangka waktu penglu.ian; dan
b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.

(2)     Dalam   hal   Pemeriksaan   dilakukan   dengan   jenis   Pemeriksaan
Lapangan,  jangka  waktu  pengujian  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf a  paling  lama  3  (tiga)  bulan,  terhitung  sejak  Surat
Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  disampaikan  kepada Wajib
Pajak,  wakil,  kuasa,   pegawai  atau  anggota  keluarga  yang  telah
dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan
kepada Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai  atau  anggota  keluarga

yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
(3)     Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan Kantor,

jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling  lama  3  (tiga)  bulan,  terhitung sejak  tanggal Wajib  Pajak,
wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang
telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak  datang  memenuhi  Surat  Panggilan
Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor  sampai  dengan  tanggal  SPHP
disampaikan   kepada  Wajib   Pajak,   wakil,   kuasa,   pegawai   atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
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(4)     Jangka  waktu  PAHP  dan  pelaporan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf b  paling  lama  1  (satu)  bulan,  yang  dihitung  sejak
tanggal   SPHP   disampaikan   kepada   Wajib   Pajak,   wakil,   kuasa,

pegawai  atau  anggota yang  telah  dewasa  dari Wajib  Pajak  sampai
dengan tanggal LHP.

(5)     Jangka waktu  PAHP  sampai  dengan  ditetapkan  LHP  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  paling  lama  1  (satu)  bulan  yang
dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 35

(1)     Jangka   waktu   pengLijian   Pemeriksaan   Lapangan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2)     Perpanjangan   jangka   waktu   pengujian   Pemeriksaan   Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal:
a.  Pemeriksaan  Lapangan diperluas  ke  Masa Pajak,  bagian Tahun

Pajak atau Tahun Pajak lalnnya;
b.  terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan

kepada Pihak Ketiga;
c.  ruang  lingkup   Pemeriksaan  Lapangan   meliputi  selumh  jenis

Pajak; dan/atau
d.  berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.

Pasal 36

(1)     Jangka    waktu    pengujian    Pemeriksaan    Kantor    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2)     Perpanjangan   jangka   waktu   peng`+jian   Pemeriksaan   Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal:
a.  pemeriksaan  kantor  diperluas  ke  Masa  Pajak,   bagian  Tahun

Pajak atau Tahun Pajak lainnya;
b.  terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan

kepada Pihak Ketiga;
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c.  ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis Pal.ak;
dan/atau

d.  berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.

Pasal 37

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Lapangan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   35    ayat   (1)    atau
Pemeriksaan  Kantor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat  (1),
Kepala   Bapenda   atau   Pejabat   yang   ditunjuk   harus   menyampaikan

pemberitahuan  perpanjangan jangka waktu  pengujian  dimaksud  secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 38

(1)     Apabila    jangka    waktu    perpanjangan    pengujian    Pemeriksaan
Lapangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  atau

perpanjangan   jangka   waktu   Pemeriksaan   Kantor   sebagalmana
dimaksud  dalam  Pasal  36   ayat  (1)   telah  berakhir,   SPHP  harus
disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2)     Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan
pemohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  Pajak,  jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36  harus
memperhatikan      jangka      waktu      penyelesaian      permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Paragraf 8
Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 39
Penyelesaian  Pemeriksaan  Lapangan  atau  Pemeriksaan  Kantor  untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan
Cara:

a.  menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
b.  membuat   LHP   sebagai   dasar   penerbitan   surat   ketetapan   Pajak

dan/atau   STPD   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan perpajakan.
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Pasal 40

Penyelesaian  Pemeriksaan  dengan  membuat  LHP  Sumir  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dalam hal:

a.  Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
1.  tidak ditemukan dalaln jangka waktu  3  (tiga)  bulan  sejak tanggal

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
2.  tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan  sejak  tanggal  Surat  Panggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan
Kantor diterbitkan.

b.  Pemeriksaan    Lapangan    atau    Pemeriksaan    Kantor    ditangguhkan
karena  ditindaklanjuti  dengan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  secara
terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
1.  tidak    dilanjutkan    dengan    penyidikan    karena    Wajib    Pajak

mengungkapkan   ketidakbenaran   perbuatannya   dengan   disertai

pelunasan kewajiban perpajakannya;
2.  tidak  dilanjutkan  dengan  penyidikan  tetapi  diselesaikan  dengan

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; atau
3.  dilanjutkan  dengan  penyidikan  tetapi  penyidikannya  dihentikan

karena Wajib Pajak melunasi kewajiban perpajakannya.
c.  Pemeriksaan Ulang yang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas

jumlah  pajak  yang  telah  ditetapkan  dalam  surat  ketetapan  Pajak
sebelumnya; atau

d.  terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4 1

(1)     Penyelesaian   Pemeriksaan   dengan   membuat   LHP   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan dalam hal:
a.  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai atau  anggota keluarga yang

telah   dewasa  dari  Wajib   Pajak  yang  dilakukan   Pemeriksaan
ditemukan     atau    memenuhi     panggilan     Pemeriksaan     dan
Pemeriksaan     dapat     diselesaikan     dalam     jangka     waktu
Pemeriksaan.

b.  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai  atau anggota keluarga yang
telah   dewasa  dari  Waj.ib   Pajak  yang  dilakukan   Pemeriksaan
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ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan dan pengujian
kepatuhan   pemenuhan   kewajiban   perpajakan   belum   dapat
diselesaikan sampai dengan:
1.  berakhirnya      perpanjangan      jangka      waktu      pengujian

Pemeriksaan  Lapangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
35 ayat (1); atau

2.  berakhimya      perpanjangan      jangka      waktu      pengujian
Pemeriksaan  Kantor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36
ayat ( 1 ) .

c.  Wajib  Pajak,  wakil,   atau  kuasa  Wajib  Pajak  yang  dilakukan
Pemeriksaan  atas  keterangan  lain  berupa  data  konkret  dengan
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
3 huruf a tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitkan;

d.  Pemeriksaan     Lapangan     atau     Pemeriksaan     Kantor     yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan  secara  terbuka  dan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan
secara terbuka tersebut:
1.  dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan

Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   secara   terbuka   meninggal
dunia;

2.  dihentikan  karena  tidak  ditemukan  bukti  permulaan  tindak

pidana di bidang perpajakan;
3.  dilanjutkan     dengan     penyidikan     namun     penyidikannya

dihentikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti,  perbuatan
Wajib  Pajak  bukan  merupakan  tindak  pidana  perpajakan,

peristiwanya telah daluwarsa atau tersangka meninggal dunia;
atau

4.  dilanjutkan  dengan  penyidikan  dan  penuntutan  serta  telah
terdapat   Putusan   Pengadilan   mengenai   tindak   pidana   di
bidang  perpajakan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum
tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima
oleh Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuk;
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e.  Pemeriksaan     Lapangan     atau     Pemeriksaan     Kantor     yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan  sebagai
tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan

penyidikan tersebut:
1.  dihentikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti,   perbuatan

Wajib  Pajak  bukan  merupakan  tindak  pidana  perpajakan,

peristiwanya telah daluwarsa atau tersangka meninggal dunia;
atau

2.  dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan
Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan
Pengadilan  tersebut  telah  diterima  oleh  Kepala  Daerah  atau
oleh Pejabat yang ditunjuk.

(2)     Pemeriksaan Lapangan atau pemeriksaan Kantor yang pengujiannya
belum  diselesaikan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b,
harus   diselesaikan   dengan   menyampaikan   SPHP   dalam  jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:
a.  perpanjangan  jangka  waktu  pengujian  Pemeriksaan  Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1); atau
b.  perpanjangan   jangka   waktu   pengujian   Pemeriksaan   Kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1);

dan  dilanjutkan  tahapan  Pemeriksaan  sampai  dengan  pembuatan
LHP.

(3)     Apabila Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan  atas  keterangan  lain  berupa  data  konkret  dengan
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
huruf a tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan, harus diselesaikan
dengan  menyampaikan  SPHP  dalam jangka  waktu  paling  lama  3

(tiga)  hari  kerja  sejak  berakhirnya  jangka  waktu  3   (tiga)   bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c.
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Pasal 42

(1)     Pemeriksaan yang dihentikan  dengan membuat LHP  Sumir kareria
Wajib   Pajak   tidak   ditemukan   atau   tidak   memenuhi   panggilan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dapat
dilakukan  Pemeriksaan  kembali  apabila  di  kemudian  hari  Wajib
Pajak ditemukan.

(2)     Pajak terutang  atas  hasil  Pemeriksaan  terhadap  Wajib  Pajak yang
tidak   ditemukan   atau   tidak   memenuhi   panggilan   Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, ditetapkan
secarajabatan.

Paragraf 9
SP2 dan Surat yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa

Pasal 43

(1)     Pemeriksaan   untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban
perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu
tim Pemeriksa berdasarkan SP2.

(2)     SP2  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  oleh  Kepala
Bapenda  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  untuk  satu  atau  beberapa
Masa  Pajak  dalam  suatu  bagiari  Tahun  Pajak  atau  Tahun  Pajak

yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pal.ak atau Tahun Pajak
terhadap satu Wajib Pajak.

(3)     Dalam  hal  susunan  tim  Pemeriksa  diubah,  Kepala  Bapenda  atau
Pejabat  yang  ditunjuk  harus  menerbitkan  surat  perubahan  tim
Pemeriksa.

(4)     Dalam  hal  tim  Pemeriksa  dibantu  oleh  tenaga  ahli  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  27  huruf e,  tenaga  ahli  tersebut  bertugas
berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atau
Pejabat yang ditunjuk.
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Paragraf 10
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan dan

Pertemuan dengan Wajib Pajak

Pasal 44

(1)     Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Lapangan,
kewajiban    Pemeriksa    memberitahukan    kepada    Wajib    Pajak
mengenai       dilakukannya       Pemeriksaan       Irapangan       dengan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Irapangan.

(2)     Dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  dengan  Pemeriksaan  Kantor,
kewajiban    Pemeriksa    memberitahukan    kepada    Wajib    Pajak
mengenal dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyalnpaikan
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(3)     Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan     Ifapangan     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   atau   Surat   Panggilan   Dalam   Rangka
Pemeriksaan    Kantor    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)
diterbitkan  untuk jenis  Pajak,  Masa  Pajak,  bagian  Tahun  Pajak,
atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 45

(1)     Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan     Lapangan     sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   44   ayat   (1)   dapat   disampaikan   secara
langsung  kepada  Wajib  Pajak  pada  saat  dimulainya  Pemeriksaan
Lapangan  atau  disampaikan  melalui  faksimili,  pos  dengan  bukti

pengiriman   surat,   atau  jasa   pengiriman   lainnya   dengan   bukti
pengiriman.

(2)     Dalam     hal      Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan     Lapangan
disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan  Wajib  Pajak  tidak  berada  di  tempat,   Surat  Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
a.  wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b.  pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1.  pegawal  dari  Wajib  Pajak  yang  menurut  Pemeriksa  dapat
mewakili  Wajib   Pajak,   dalam   hal   Pemeriksaan   dilakukan
terhadap Wajib Pajak Badan;

2.  anggota  keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak  yang
menurut  Pemeriksa  dapat  mewaldli  Wajib  Pajak,  dalam  hal
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Pemeriksaan  dilakukan  terhadap  Wajib  Pajak  orang pribadi;
atau

3.  pihak selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka
2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.

(3)     Dalam hal wakil atau kuasa dari wajib pajak atau pihak yang dapat
mewakili  Wajib  Pajak  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak
dapat    ditemui,    Surat    Pemberitahuan    Pemeriksaan    Lapangan
disampaikan melalul pos dengan bukti pengiriman  surat atau jasa

pengiriman   lainnya   dengan   bukti   pengiriman   sehingga   surat
pemberitahuan Pemeriksaan I,apangan dianggap telah disampaikan
dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

(4)     Surat  Panggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (2)  disampaikan  melalui  faksimili,

pos  dengan  bukti  pengiriman  surat,  atau jasa pengiriman  lainnya
dengan bukti pengiriman.

Pasal 46

(1)     Dalam    pelaksanaan    Pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan
pemenuhan kewajiban pelpajakan, kewajiban Pemeriksa melakukan
pertemuan    dengan    Wajib    Pajak    sesuai    dengan    ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( 1) huruf d.

(2)     Pertemuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   juga   dapat
dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

(3)     Dalam    hal    Pemeriksaan    Lapangan,    pertemuan    sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dilakukan  setelah Pemeriksa
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Irapangan.

(4)     Dalam hal Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (2) dilarfukan pada saat Wajib Pajak, wakil,
atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  datang  memenuhi  Surat  Panggivan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(5)     Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau  ayat  (2),  kewajiban  Pemeriksa  membuat  berita  acara  hasil

pertemuan,  yang  ditandatangani  oleh  Pemeriksa  dan  Wajib  Pajak,
waldl, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani    berita    acara    hasil    pertemuan    sebagaimana
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dimaksud  pada  ayat  (5),  Pemeriksa  membuat  catatan  mengenai

penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.

(7)      Dalam  hal  Pemeriksa  telah  menandatangani  berita  acara  hasil

pertemuan      dan       membuat      catatan       mengenai      penolakan
penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

pertemuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  ayat  (2)
dianggap telah dilaksanakan

Paragraf 11
Peminjaman Dokumen

Pasal 47

(1)      Pemeriksa  dapat  melakukan  peminjaman  Dokumen  kepada  Wajib
Pajak dalam  rangka  Pemeriksaan  Lapangan  dan/atau  Pemeriksaan

Kantor.

(2)      Peminjaman     dokumen     untuk     jenis     Pemeriksaan     Lapangan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dengan  ketentuan  sebagai

berikut:

a.  buku,  catatan,  dan/atau  dokumen,  termasuk  data  yang  dikelola
secara   elektronik  serta   keterangan  lain  yang  diperlukan   dan

diperoleh/ditemukan pada saat itu juga dan Pemeriksa membuat

bukti    peminjaman    dan    pengembalian    bukti,    catatan    dan

dokumen;

b.  dalam  hal  buku,  catatan,  dan/atau  dokumen  serta  keterangan
lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib

Pajak  pada  saat  pelaksanaan  Pemeriksaan,  Pemeriksa  membuat

surat permintaan peminjaman buku,  catatan  dan  dokumen yang

dilampiri  dengan  daftar  buku,  catatan  dan/atau  dokumen  yang
wajib harus dipinjamkan;

c.   data    yang    dikelola    secara    elektronik    dan    telah    diunduh

Pemeriksa,    wajib    dibuat    Berita    Acara    Pengambilan    Data

Elektronik; dan

d.  dalam  hal  mengakses  dan/atau  mengunduh  data  yang  dikelola

secara    elektronik    diperlukan    peralatan    dan/atau    keahlian
khusus, Pemeriksa dapat meminta bantuan kepada:

1.  Wajib  Pajak  untuk  menyediakan  tenaga,  dan/atau  peralatan

atas biaya Wajib Pajak; atau
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2.  Seorang atau lebih yang merniliki keahlian tertentu, baik yang
berasal dari Bapenda maupun yang berasal luar Bapenda.

(3)     Peminjaman      dokumen      untuk     jenis      Pemeriksaan      Kantor
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I),  dengan  ketentuan  sebagal
berikut:
a.  daftar  buku,  catatan  dan/atau  dolaimen  termasuk  data  yang

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan
oleh Pemeriksa harus dilampirkan pada Surat Panggilan;

b.  buku,  catatan  dan/atau  dokumen  termasuk  data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain, wajib dipinjamkan pada
saat   Wajib   Pajak   memenuhi   panggilan   dan   dibuat   bukti

peminjaman dan pengembalian; dan
c.  dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen termasuk data yang

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan
belum  tercantum  dalam  lampiran  Surat  Panggilan,  Pemeriksa
membuat  surat  permintaan  peminjaman  buku,   catatan,   dan
dokumen;

(4)     Dokumen  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dan ayat (3),  wajib
harus  diserahkan  kepada  Pemeriksa  paling  lama  7   (tujun)  hari
kalender     sejak     surat     permintaan     peminjaman     Dokumen
disampaikan.

(5)     Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa
fotokopi  dan/atau  berupa  data  yang  dikelola  secara  elektronik,
Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa
fotokopi   dan/atau   data   yang   dikelola   secara   elektronik   yang
dipinjamkan kepada Pemeriksa adalah sesuai dengan aslinya.

(6)     Dalam hal buku,  catatan,  dan/atau dokumen termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum
dipenuhi dalam jangka waktu 7  (tujuh) hari kalender sebagalmana
dimaksud pada ayat (4) Pemeriksa dapat menyampaikan peringatan
secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu:
a.  surat  peringatan  pertama  setelah  7  (tujuh)  hari  kalender  sejak

tanggal  penyampaian  surat  permintaan  peminjaman  dokumen;
dan/atau

b.  surat  peringatan   kedua   setelah   3   (tiga)   hari   kalender   sejak
tanggal surat peringatan pertama disampaikan.
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(7)      Setiap  surat  peringatan  yang  disampaikan  sebagaimana  dimaksud

pada  ayat  (6),  harus  dilampiri  dengan  daftar  buku,  catatan,  dan
dokumen yang belum dipinjamkan.

Pasal 48

(1)      Dalam  hal  buku,  catatan,  dan/atau  dokumen,  termasuk  data  yang
dikelola  secara  elektronik  serta  keterangan  lain  yang  diminta  oleh

Pemeriksa tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib

Pajak  harus  membuat  surat  pernyataan  yang  menyatakan  bahwa

buku,   catatan,   dan/atau   dokumen,  termasuk  data  yang  dikelola

secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa

tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.

(2)      Dalam  hal  buku,  catatan,  dokumen,  termasuk  data  yang  dikelola
secara     elektronik     serta     keterangan     lain     perlu     dilindungi

kerahasiaannya,  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  permintaan  agar

pelaksanaan  Pemeriksaan  dapat  dilakukan  di  tempat  Wajib  Pajak
dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 49

(1)      Apabila jangka waktu  7  (tujuh)  hari  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  47   ayat  (4)   terlampaui  dan  Wajib   Pajak  tidak  atau  tidak

sepenuhnya    meminjamkan    buku,    catatan,    dan/atau    dokumen,

termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain

yang    diminta,    Pemeriksa    harus    membuat    berita    acara   tidak
dipenuhinya   permintaan    peminjaman   buku,    catatan,   dan/atau
dokumen  dengan  dilampiri  rincian  daftar  buku,  catatan,  dan/atau

dokumen  yang  wajib  dipinjamkan  namun  belum  diserahkan  oleh

Wajib Pajak.

(2)      Dalam  hal  Wajib  Pajak telah  meminjamkan  seluruh  buku,  catatan,
dan/atau  dokumen,  termasuk data yang dikelola  secara  elektronik

serta  keterangan   lain  yang  diminta,   Pemeriksa   harus   membuat

berita    acara    pemenuhan    seluruh    peminjaman    buku,    catatan

dan/atau dokumen.
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Pasal 50

(1)     Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan
buku,  catatan,  dan/atau  dokumen,  temasuk  data  yang  dikelola
secara  elektronik  serta  keterangan  lain yang  diminta  berdasarkan
berita   acara   tidalc   dipenuhinya   permintaan   peminjaman   buku,
catatan, dan dokumen atau Wajib Pajak telah memenuhi seluruhnya
namun   Pemeriksa   masih   meragukan   kebenarannya,   Pemeriksa
dapat mencari data dengan cara melakukan:
a.  peminjalnan atau meminta keterangan data pelpajakan atau data

lain  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  Wajib  Pajak  kepada
Instansi yang berwenang;

b.  pemeriksaan kas (oczsh oprLcz7rLe), dengan tahapan sebagai berikut:

1.  melakukan pencatatan omzet di lokasi usaha Wajib Pajak;
2.  dilakukan paling sedikit 5  (lima)  kali kunjung dengan waktu

dan hari yang berbeda; dan
3.  menghitung omzet rata-rata per hari menggunakan data yang

diperoleh  berdasarkan  pengamatan  sebagalmana  dimaksud

pada   angka   1   yang   dituangkan   dalam   berita   acara   kas
opname (cash opname);

c.  pengamatan    langsung    secara    diam-dram    (silent    operation),
dengan tahapan sebagai berikut:
1.  melakukan  pengamatan  langsung  secara  diam-diam  (silent

operation) di lokasi usaha Wajib Pajak;

2.  dilakukan  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  kali  kunjungan  pada
waktu dan hari yang berbeda;

3.  melakukan pencatatan sekurang-kurangnya jumlah me].a dan
kursi, jumlah kamar, jumlah tamu saat kunjungan, bukti bill

pembayaran,  harga  rata-rata  pada  menu  dan/atau  variabel
lainnya pada Objek Pajak;

4.  petugas  Pajak  diwajibkan  datang  langsung  ke  lokasi  objek
Pajak saat ramai dan sepi dalam rangka menentukan tingkat
kunjungan; dan

5.  menghitung   omzet   berdasarkan   data  yang   diperoleh   dari

pengamatan   sebagaimana  dimaksud   pada  angka   1,   yaitu
dengan  menghitung  rata-rata jumlah  pengunjung  dan  rata-
rata  jumlah  pembayaran  per  pengunjung  yang  dituangkan
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dalam bentuk Kepatuhan Kelayakan Omzet (KKO) dan laporan
hasil pengamatan langsung secara diam-diam (s€Zent operation).

d.  berdasarkan  data  pembanding  (berLch7rmrfurLg),  dengan  tahapan

sebagai berikut:
1.  membandingkan  kondisi  usaha  Wajib  Pajak  dengan  kondisi

usaha  sejenis  atau  sekelas,  antara  lain  fasilitas,  kapasitas,
klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara proporsional;

2.  sumber data pembanding sebagaimana dimaksud pada angka
1, dapat diperoleh melalui:
a)  data yang ada pada Bapenda
b)  media massa, baik cetak maupun elektronik; dan/atau
c)  pemanfaatan data pihak ketiga,  seperti data Notaris/PPAT

yang  diperoleh  dari  laporan  bulanan  Notaris/PPAT,  data
IMB/ SIUP/TDP yang  diperoleh  dari  pemerintah  setempat,
data Asosiasi/ gabungan usaha, dan lain-lain;

3.  mempertimbangkan  fcktor-fakeor  penalnbah   sesuai  kondisi
dalam pembanding (berichmarJctng) ; dan

4.  membuat laporan analisis pembanding (benchmaridng).

(2)     Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan
buku,  catatan,  dan/atau  dokumen,  termasuk  data  yang  dikelola
secara  elektronik  serta  keterangan  lain yang  diminta  berdasarkan
berita   acara  tidak   dipenuhinya   permintaan   peminjaman   buku,
catatan,  dan/atau  dokumen  serta  hanya  diperoleh  dari  sumber
keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Pemeriksa   harus   menentukan   dapat   atau   tidaknya   melakukan

pengujian   dalam   ran8ka   menghitung   besarnya   pajak   terutang
berdasarkan    bukti    kompeten    yang    cukup    sesuai    standar

pelaksanaan Pemeriksaan.
(3)     Data yang diperoleh melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dipergunakan sebagai dasar melakukan penetapan Pajak secara
jabatan  dengan  mempertimbangkan  variabel,  antara  lain  analisis
biaya  berdasarkan   informasi  yang   diperoleh   dari   Pihak   Ketiga,
tingkat   inflasi,   pertumbuhan   Produk   Domestik   Regional   Bruto
dan/atau   Growth   Trend   berdasarkan   data   dari   Badan   Pusat
Statistik.
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(4)     Dalam   hal   Pemeriksa  tidak  dapat   melakukan   pengujian   dalam
ran8ka menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2),  pajak terutang dapat dihitung secara jabatan sesuai
dengan     ketentuan     Peraturan     perundang-undangan     bidang

perpajakan.

Paragraf 12
Penyegelan

Pasal 5 1

(1)     Pemeriksa  berwenang  melakukan  Penyegelan  untuk  memperoleh
atau  mengamankan  Dokumen  dan  benda-benda  lain  yang  dapat
memberi  petunjuk  tentang  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas
Wajib  Pajak  agar  tidak  dipindahkan,  dihilangkan,  dimusnahkan,
diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

(2)     Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan apabila
pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:
a.  Wajib Pajak,  wakil,  atau  kuasa dari Wajib Pajak tidak memberi

kesempatan  kepada  Pemeriksa  untuk  memasuki  tempat  atau
ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak,

yang  diduga  atau  patut  diduga  digunakan  untuk  menyimpan
Dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola  secara  elektronik  atau  secara  program  aplikasi  online

yang  dapat  memberi  petunjuk  tentang  kegiatan  usaha  Wajib
Pajak;

b.  Wajib   Pajak,   wakil,   atau   kuasa   dari   Wajib   Pajak   menolak
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain
berupa  tidak  memberi  kesempatan   kepada  Pemeriksa  untuk
mengakses  data yang dikelola secara elektroriik atau membuka
barang bergerak dan/ atau tidak bergerak;

c.  Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di
tempat dan tidak ada pegawal atau anggota keluarga yang telah
dewasa  dari  Wajib  Pajak  yang  mempunyai  kewenangan  untuk
bertindak  selaku  pihak  yang  mewakili  Wajib  Pajak,   sehingga
diperlukan      upaya      pengamanan      Pemeriksaan      sebelum
Pemeriksaan ditunda; dan/ atau
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d.  Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di
tempat  dan  pegawai  atau  anggota  keluarga yang  telah  dewasa
dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak
selaku   pihak   yang   mewakili   Wajib   Pajak   menolak   memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 52

(I)     Penyegelan    sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   51    ayat    (1)
dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

(2)     Penyegelan dilakukan oleh pemeriksa dengan disaksikan oleh paling
sedikit   2   (dua)   orang   yang   telah   dewasa   selain   anggota   tim
Pemeriksa.

(3)     Dalam  melakukan   Penyegelan,   Pemeriksa  wajib  membuat  berita
acara Penyegelan.

(4)     Berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat
dan   ditandatangani   oleh   Pemeriksa   dan   2   (dua)   orang   saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)     Berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat
2  (dua)  rangkap,   1  (satu)  rangkap  untuk  Pemeriksa  dan  1  (satu)
rangkap   untuk   diserahkan   kepada  Wajib   Pajak,   wakil,   kuasa,

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
(6)     Dalam  hal  saksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)   menolak

menandatangani  berita  acara  Penyegelan  sebagaimana  dimaksud

pada   ayat   (4),   Pemeriksa   membuat   catatan   tentang  penolakan
tersebut dalam berita acara Penyegelan.

(7)     Dalam  melaksanakan  Penyegelan,  Pemeriksa  dapat  berkoordinasi
dengan   Kepolisian   Negara  Republik  Indonesia  dan/atau   Satuan
Polisi Pamong Praja.

Pasal 53

(1)     Pembukaan segel dilakukan dalam hal:
a.  Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib

Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalaln  Pasal  51  ayat  (2)  humf a
dan   huruf  b,   telah   memberi   izin   kepada   Pemeriksa   untuk
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak
atau   tidak   bergerak   yang   disegel,   dan/atau   telah   memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
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b.  berdasarkan     pertimbangan     Pemeriksa,     Penyegelan     tidak
diperlukan lagi; dan/ atau

c.  terdapat   permintaan   dari   penyidik   yang   sedang   melakukan

penyidikan tindak pidana.
(2)     Pembukaan    segel    harus    dilakukan    oleh    Pemeriksa    dengan

disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain
anggota tim Pemeriksa.

(3)     Dalam   keadaan   tertentu,   pembukaan   segel  dapat  dibantu  oleh
Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia   dan/atau   Satuan   Polisi
Pamong Praja.

(4)     Dalam    hal    tanda    segel   yang    digunakan    untuk    melakukan
Penyegelan  rusak  atau  hilang,  Pemeriksa  harus  membuat  berita
acara  mengenai  kerusakan  atau  kehilangan  dan  melaporkannya
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5)     Dalam  melakukan  pembukaan  segel,  Pemeriksa  membuat  berita
acara  pembukaan  segel  yang  ditandatangani  oleh  Pemeriksa  dan
saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6)     Dalam  hal  saksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)   menolak
menandatangani    berita    acara    pembukaan    segel    sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (5),   Pemeriksa   membuat   catatan   tentang

penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.
(7)     Berita  acara  pembukaan  segel  dibuat  2   (dua)  rangkap,   1   (satu)

rangkap  untuk Pemeriksa dan  1  (satu)  rangkap untuk diserahkan
kepada Wajib Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai,  atau anggota keluarga

yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 54

(1)     Apat]ila   dalaln   jangka   waktu    7    (tujuh)    hari   setelah   tanggal
Penyegelan  atau  jangka  waktu  lain  dengan  mempertimbangkan
tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
tetap  tidak memberi  izin  kepada  Pemeriksa untuk  membuka  atau
memasuki   tempat   atau   ruangan,   barang   bergerck   atau   tidak
bergerak yang disegel,  dan/atau  tidak  memberikan  bantuan  guna
kelancaran Pemeriksaan,  Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan
Pemeriksaan.
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(2)     Dalam  hal  Wajib  Pajak  dianggap  menolak  dilakukan  Pemeriksaan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Wajib  Pajak,  wakil,   atau
kuasa  dari  Wajib  Pajak  wajib  menandatangani  surat  pernyataan

penolakan Pemeriksaan.
(3)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani     surat     pernyataan     penolakan     sebagaimana
dimaksud pada ayat  (2),  Pemeriksa membuat dan menandatangani
berita acara mengenai penolakan tersebut.

Paragraf 13
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 55

(1)     Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  yang
dilakukan    Pemeriksaan    Lapangan    untuk    menguji    kepatuhan

pemenuhan   kewajiban   perpajakan   menyatakan   menolak   untuk
dilakukan    Pemeriksaan    termasuk    menolak    menerima    Surat
Pemberitahuan  Pemeriksaan  I,apangan,  Wajib  Pajak,  wakil,  atau
kuasa  dari  Wajib  Pajak  harus  menandatangani  surat  pemyataan

penolakan Pemeriksaan.

(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani     surat     pemyataan     penolakan     Pemeriksaan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemeriksa  membuat  berita
acara   penolakan    Pemeriksaan   yang   ditandatangani   oleh   tim
Pemeriksa.

(3)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada
di tempat, maka:
a.  Pemeriksaan tetap  dapat dilakukan  sepanjang terdapat pegawai

atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
dapat dan mempunyai kewenangarl untuk mewakili Wajib Pajak,
terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau

b.  Pemeriksaan   ditunda   untuk   dilanjutkan   pada   kesempatan
berikutnya.
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(4)     Untuk  keperluan   pengamanan   Pemeriksaan,   sebelum  dilakukan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa
dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51
ayat (1).

(5)     Apabila    setelah    dilakukan    Penyegelan    dalam    jangka    waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau
tidak   memberi   izin   kepada   Pemeriksa   untuk   membuka   atau
memasuki   tempat   atau   ruangan,   barang   bergerak   atau   tidak
bergerak,  dan/atau  tidak  memberikan  bantuan  guna  kelancaran
Pemeriksaan,   Pemeriksa  meminta  kepada  pegawai  atau  anggota
keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak  untuk  membantu
kelancaran Pemeriksaan.

(6)     Dalam  hal  pegawai  atau  anggota keluarga yang telah  dewasa dari
Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  menolak  untuk
membantu  kelancaran  Pemeriksaan,  Pemeriksa  meminta  pegawai
atau  anggota  keluarga yang  telah  dewasa  dari  Wajib  Pal.ak  untuk
menandatangani      surat      penolakan      membantu      kelancaran
Pemeriksaan.

(7)     Dalam  hal  pegawai  atau  anggota keluarga yang telah  dewasa  dari
Wajib   Pajak   menolak   untuk   menandatangani   surat   penolakan
membantu  kelancaran  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (6),  Pemeriksa  membuat  berita  acara  penolakan  membantu
kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 56

(1)     Dalaln  hal  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  yang
dilakukan     Pemeriksaan     Kantor     untuk     menguji     kepatuhan

pemenuhari   kewajiban   perpajakan   memenuhi   Surat   Panggilari
Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor  namun  menyatakan  menolak
untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pal.ak, wakil,  atau kuasa dari
Wajib  Pajak  harus  menandatangani  surat  pemyataan  penolakan
Pemeriksaan.
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(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani     surat     pernyataan     penolakan     Pemeriksaan
sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemeriksa  membuat  berita
acara   penolakan    Pemeriksaan   yang   ditandatangani   oleh   tim
Pemeriksaan.

(3)     Apabfla dalam jangka waktu paling lama 1  (satu) bulan sejak Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada
Wajib Pajak dan  surat panggilan  tersebut tidak dikembalikan  oleh

pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi
panggilan  Pemeriksaan  Kantor,  Pemeriksa  membuat  berita  acara
tidak  dipenuhinya  panggilan  Pemeriksaan  oleh  Wajib  Pajak  yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa

Pasal 57

Pemeriksa dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan berdasarkan:

a.  surat   pemyataan   penolakan   Pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1);

b.  berita  acara  penolakan  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (2) atau Pasal 56 ayat (2);

c.  berita  acara  tidak  dipenuhinya  panggilan  Pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3);

d.  surat  penolakan  membantu   kelancaran  Pemeriksaan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6); atau

e.  berita     acara     penolakan     membantu     kelancaran     Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7).

Paragraf 14
Penjelasan Wajib Pajak dan Perlnintaan

Keterangan kepada Pihak Ketiga

Pasal 58

(1)     Untuk memperoleh penjelasan lebih rinci, Pemeriksa melalui Kepala
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat memanggil Wajib Pajak,
wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak dengan penyampaian surat panggilan.
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(2)     Dalam   hal   Pemeriksaan   dilakukan   dengan   jenis   Pemeriksaan
Lapangan, penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada pada
ayat  (1)  dapat  dilakukan  pada  saat  pelaksanaan  Pemeriksaan  di
tempat Wajib Pajak.

(3)     Penjelasan  lebih  rinci  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau
ayat (2) yang diberikan kepada Pemeriksa, dituangkan dalam berita
acara     mengenai     pemberian     penjelasan     Wajib     Pajak     yang
ditandatangani  oleh  tim  Pemeriksa  dan  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa
dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak.

(4)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau
anggota  keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemeriksa membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara
dimaksud.

Pasal 59

(1)     Pemeriksa  melalui  Kepala  Bapenda  atau  Pe].abat  yang  ditunjuk,
dapat  meminta  keterangan  dan/atau  bukti  kepada  Pihak  Ketiga
secara tertulis.

(2)     Surat pemintaan keterangan dan/atau bukti oleh Kepala Bapenda
atau  Pejabat  yang  ditun].uk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
sekurang-kurangnya memuat :
a.  identitas Wajib Pajak;
b.  keterangan atau bukti yang diminta; dan
c.  maksud dilakukannya permintaan keterangan atau bukti.

(3)     Pihak    Ketiga    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    wajib
memberikan  keterangan  dan/atau  bukti  paling  lama  3  (tiga)  hari
kerja  setelah  diterimanya  surat  permintaan  keterangan  dan/atau
bukti.

(4)     Dalam hal pihak Ketiga memerlukan izin dari pihak yang berwenang,
jangka waktu pemberian keterangan dan/atau bukti paling lama 3
(tiga)  hari  kelja  setelah  diterimanya  surat  izin  dari  pihak  yang
bervenang.
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(5)     Dalam  hal  permintaan  keterangan  dan/atau  bukti  tidak  dipenuhi
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) Pemeriksa segera menyampaikan surat peringatan.
(6)     Pihak    Ketiga    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    wajib

memberikan  keterangan  atau  bukti  paling lama  3  (tiga)  hari  kelja
setelah diterimanya surat peringatan.

(7)     Dalam hal permintaan dalam surat peringatan tidak dipenuhi dalam
jangka  waktu   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (6),   Pemeriksa
membuat   berita   acara   tidak   dipenuhi   permintaan   keterangan
dan/atau bukti dari Pihak Ketiga.

Paragraf 1 5
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 60

(1)     Hasil pemeriksaan untuk menquji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan   harus   diberitahukan   kepada   Wajib   Pajak   melalui
penyampaian   SPHP  yang  dilampiri  dengan  daftar  temuan  hasil
Pemeriksaan.

(2)     SPHp dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  disampaikan  oleh  Pemeriksa  secara  langsung  atau
melalui faksimili, surat elektronik, pos atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman.

(3)     Dalam  hal  SPHP  disampaikan  secara  langsung  dan  Wajib  Pajak,
wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP,
Wajib    Pajak,    waldl    atau    kuasa    dari    Wajib    Pajak    harus
menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

(4)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani   surat  penolakan  menerima   SPHP  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pemeriksa membuat berita acara penolakan
menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
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(5)     Dalam  hal  Pemeriksaan  atas  keterangan  lain berupa data konkret
dilakukan   dengan   Pemeriksaan   Kantor   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 24  ayat  (3)  huruf a,  penyampaian  SPHP sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian
undangan tertulis untuk menghadiri PAHP.

Pasal 6 1

(1)     Wajib  Pajak memberikan  tanggapan  tertulis  atas  SPHP  dan  daftar
temuan  hasil  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  60
ayat (1) dalam bentuk:
a.  Iembar  pernyataan  persetujuan  hasil  pemeriksaan  dalam  hal

Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
b.  surat   sanggahan   dalam   hal   Wajib   Pajak   tidak   menyetujui

sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

(2)     Tanggapan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   harus
disampaikan  dalaln jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja
sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

(3)     Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui temuan hasil pemeriksaan,
tanggapan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b
harus dilampirkan bukti pendukung.

(4)     Wajib    Pajak    dapat    melakukan    perpanjangan   jangka    waktu
penyampaian tanggapan tertulis  sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  untuk jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  kelja  terhitung
sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(5)     Untuk    melakukan    perpanjangan   jangka    waktu    penyampaian
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak harus
menyampaikan   pemberitahuan   tertulis   sebelum   jangka   waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(6)     Dalam  hal  Pemeriksaan  atas  keterangan  lain  berupa data konkret
dilakukan   dengan   Pemeriksaan   Kantor   sebagaimana   dimaksud
dalam  Pasal  24  ayat  (3)  huruf a,  tanggapan  tertulis  sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (1)  disampaikan  paling lama pada  saat Wajib
Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri PAHP
dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu

penyampaian tanggapan tertulis.
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(7)     Tanggapan   tertulis   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat
pemberitahuan   tertulis   sebagaimana   dimaksud   pada
disampaikan   oleh   Wajib   Pajak   secara   langsung   atau

(1)    dan

fcksimili, surat elektronik, pos atau jasa pengiriman lainnya dengan
bukti pengiriman.

(8)     Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP,   Pemeriksa   membuat   berita   acara   tidak   disampaikannya
tanggapan   tertulis   atas    SPHP   yang   ditandatangani   oleh   tim
Pemeriksa.

Pasal 62

(1)     Dalam  rangka melaksanakan  pembahasan  atas  hasil  Pemeriksaan
yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) kepada Wajib Pajak
harus diberikan hak hadir dalam PAHP.

(2)     Hak hadir  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  diberikan melalui

penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan
mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya PAHP.

(3)     Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampalkan
kepada Wajib  Pajak  dalam jangka waktu  paling lama  3  (tiga)  hari
kelja terhitung sejak:
a.  diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai

jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (2)
atau ayat (4); atau

b.  berakhimya jangka waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
61   ayat   (4),   dalam   hal   Wajib   Pajak   tidak   menyampalkan
tanggapan tertulis atas SPHP.

(4)     Apabila  Pemeriksaan  atas  keterangan  lain  berupa  data  konkret
dilakukan   dengan   Pemeriksaan   Kantor   sebagaimana   dimaksud
dalam   Pasal   24   ayat   (3)   huruf   a,   undangan   tertulis   untuk
menghadiri  PAHP  disampaikan  bersamaan  dengan  penyampaian
SPHP.

(5)     Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan
oleh   Pemeriksa   secara   langsung   atau   melalui   faksimili,   surat
elektronik,    pos    atau   jasa   pengiriman    lainnya   dengan    bukti

pengiriman.
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Pasal 63

(1)     Pemeriksa   membuat   risalah   pembahasan   dengan   mendasarkan

pada   lembar   pemyataan   persetujuan   basil   Pemeriksaan   dan
membuat  berita. acara  PAHP  yang  dilampiri  dengan  ikhtisar  hasil

pembahasan  akhir  yang  ditandatangani  oleh  tim  Pemeriksa  dan
Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  dalam  hal  Wajib
Pajak:
a.  menyampaikan       lembar      pernyataan       persetujuan       hasil

Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61   ayat  (1)
huruf a; dan

b.  hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  62  ayat

(2).

(2)     Pemeriksa   membuat   risalah   pembahasan   berdasarkan   lembar
pemyataan     persetujuan     hasil     Pemeriksaan,      berita     acara
ketidakhadiran  Wajib  Pajak  dalam  PAHP  dan  berita  acara  PAHP

yang   dilampiri   dengan   ikhtisar   hasil   pembahasan   akhir,   yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:
a.  menyampaikan       lembar      pernyataan       persetujuan       hasil

Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61   ayat  (1)
huruf a; dan

b.  tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (2).

(3)     Pemeriksa  harus  melakukan  PAHP  dengan  Wajib  Pajak  dengan
mendasarkan   pada   surat   sanggahan   dan   menuangkan   hasil

pembahasan      tersebut      dalam      risalah      pembahasan      yang
ditandatangani  oleh  tim  Pemeriksa  dan  Wajib  Pajak,  wakil  atau
kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
a.  menyampaikan  surat  sanggahan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal  61 ayat (1) huruf b; dan

b.  hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal  62  ayat

(2).

(4)     Pemeriksa    membuat    risalah    pembahasan    berdasarkan    surat
sanggahan,  berita  acara  ketidakhadiran  Wajib  Pajak  dalam  PAHP
dan   berita   acara   PAHP   yang   dilampiri   dengan   ikhtisar   hasil

pembahasan  akhir yang ditandatangani  oleh  tim  Pemeriksa  dalam
hal Wajib Pajak:
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a.   menyampaikan  surat sanggahan  sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 61 ayat (1) huruf b; dan

b.  tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  62

ayat (2).

(5)      Pemeriksa    tetap    melakukan     PAHP    dengan    Wajib    Pajak    dan
menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan,

yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil atau
kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

a.   tidak  menyampaikan  tanggapan  tertulis  atas  SPHP  dan  daftar

temuan  hasil  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

61 ayat (1); dan

b.  hadir  dalam  PAHP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62  ayat

(2).

Pasal 64

Dalam  hal  Wajib   Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib   Pajak  menolak

menandatangani    risalah   pembahasan    sebagaimana   dimaksud    dalam

Pasal  63  ayat  (3)  atau  ayat  (5),  Pemeriksa  membuat  catatan  mengenai

penolakan tersebut.

Pasal 65

(1)      Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP dan  daftar temuan  hasil  Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61  ayat (1)  dan tidak hadir dalam PAHP pada hari dan

tanggal  sesuai  undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62

ayat (1), PAHP dianggap telah dilakukan.

(2)      Dalam  hal  PAHP  dianggap  telah  dilakukan  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil

pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 66

Pelaksanaan   PAHP   antara   Wajib   Pajak   dengan   Pemeriksa   sebagaimana

dimaksud      dalam      Pasal      63      ayat      (3)      atau      ayat      (5)      harus

mempertimbangkan   jangka   waktu    PAHP    dan   pelaporan   sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
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Pasal 67

Risalah  Pembahasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  63  ayat  (3)

atau  ayat  (5)  digunakan  oleh  Pemeriksa  sebagai dasar untuk membuat
berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 68

(I)     Dalam  rangka  menandatangani  berita  acara  PAHP  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63, Pemeriksa melalui Kepala Bapenda atau
Pejabat yang ditunjuk memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan
surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.

(2)     Surat   panggilan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat
disampaikan  secara  langsung  atau  melalui  fcksimili,  pos  dengan
bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti

pengiriman.

(3)     Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib
Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima
surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib
Pajck  harus   menandatangani   surat   penolakan   menerima   surat

panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
(4)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani   surat  pernyataan   sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (3),   Pemeriksa  membuat  berita  acara  penolakan  menerina
surat  panggilan  untuk  menandatangani  berita  acara  PAHP  yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 69

(1)     Wajib  Pajak  harus  memenuhi  panggilan  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kelja  setelah  surat  panggilan  untuk  menandatangani  berita  acara
PAHP diterima oleh Wajib Pajak.

(2)     Dalam   hal   Wajib   Pajak,   wakil   atau   kuasa   dari   Wajib   Pajak
memenuhi  panggilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  ayat

( 1), nalnun menolak menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa
membuat   catatan   mengenai   penolakan   penandatanganan   pada
berita acara PAHP.
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(3)      Dalam   hal   Wajib   Pajak  tidak   memenuhi   panggilan   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  68  ayat  (1),   Pemeriksa  membuat  catatan

pada berita acara PAHP mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Paragraf 16
Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan

Pengembalian Dokumen

Pasal 70

(1)       LHp  disusun  berdasarkan  KKP  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal
27.

(2)      Risalah   pembahasan    dan/atau   berita   acara   PAHP,   merupakan
bagian  yang  tidak  terpisahkan   dari   LHP   sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1).

(3)       LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemeriksa
sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.

(4)      Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau STPD.

(5)      Pajak  yang   terutang   dalam   surat   ketetapan   Pajak   sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:

a.   dalam    hal    Wajib    Pajak    tidak    hadir    dalam    PAHP    tetapi

menyampaikan       lembar       pernyataan       persetujuan       hasil

Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (2),

Pajak yang terutang  dihitung  sesuai  dengan  lembar  pernyataan

persetujuan hasil Pemeriksaan;
b.  dalam    hal    Wajib    Pajak    tidak    hadir    dalam    PAHP    tetapi

menyampaikan  surat  sanggahan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal  32   ayat  (4),  Pajak  yang  terutang  dihitung  berdasarkan
SPHP  dengan  jumlah  yang  tidak  disetujui  sesuai  dengan  surat

sanggahan Wajib Pajak;

c.   dalam   hal   Wajib   Pajak   tidak   hadir   dalam   PAHP   dan   tidak

menyampaikan    tanggapan    tertulis    atas    SPHP    sebagaimana

dimaksud    dalam    Pasal    65,    Pajak    yang    terutang    dihitung

berdasarkan  SPHP  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat

(1)  dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.
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Pasal 71

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan  bukti  peminjaman  dan  pengembalian  Dokumen  paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Paragraf 17
Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 72

(1)     Surat  ketetapan  Pajak  dari  hasil  Pemeriksaan  yang  dilaksanakan
tanpa,
a.  penyampaian SPHP; atau
b.  PAHP.

dapat dibatalkan secara jabatan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat

yang ditunjuk atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2)     Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),  proses  Pemeriksaan  harus  dilanjutkan  dengan  melaksanakan
prosedur penyampaian SPHP dan/atau PAHP.

(3)     Prosedur     penyampaian     SPHP     dan/atau     pelaksanaan     PAHP
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   harus   dilakukan   sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(4)     Dalam  hal  Pemeriksaan  yang  dilanjutkan  dimaksud  pada  ayat  (2)
terkait    dengan    pengembalian    kelebihan    pembayaran    Pajak,
dilanjutkan dengan penerbitan:
a.  surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu

belum   melampaui    12    (dua   belas)   bulan   sejak   diterimanya

perlnohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
b.  apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf

a  telah  dilampaui,   surat  ketetapan  pajak  belum  ditetapkan,

permohonan     pengembalian     kelebihan     pembayaran     pajak
dianggap dikabulkan; atau

c.  Surat   Ketetapan   Pajak   Lebih   Bayar   sesuai   dengan   Surat
Pemberitahuan apabila jangka waktu  12  (dua belas)  bulan sejak
surat permohonan diterima.
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(5)     Dalam hal susunan keanggotaan tim pemeriksa untuk melanjutkan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  berbeda dengan
susunan   keanggotaan   tim   Pemeriksa   §ebelumnya,   Pemeriksaan
tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan
tim Pemeriksa.

Paragraf 18
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat

Pemberitahuan Selama Pemeriksaan

Pasal 73

(1)     Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara
tertulis   mengenal   ketidakbenaran   pengisian   SPI`PD   yang   telah
disampaikan  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenamya,  sepanjang
Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.

(2)     Pengungkapan    ketidakbenaran    pengisian    SPTPD    sebagaimaria
dimaksud  pada  ayat   (1)   disampaikan  ke   Kepala  Bapenda  atau
Pejabat yang ditunjuk.

(3)     Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)  harus  ditandatangani  oleh  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari
Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
a.  penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan

yang sebenamya; dan
b.  SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar.

(4)     Apabila      pengungkapan       ketidakbenaran       pengisian       SPTPD
sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (I)    tidak    mengakibatkan
kekurangan pembayaran pajak, pengungkapan tersebut tidak perlu
dilampiri dengan SSPD.

Pasal 74

(1)     Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan
tersendiri    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    55    ayat    (1),
Pemeriksaan    tetap    dilanjutkan    dan    atas    hasil    Pemeriksaan
diterbitkan   surat   ketetapan   Pajak   dengan   mempertimbangkan
laporan  tersendiri  tersebut  serta  memperhitungkan  pokok  pajak

yang telah dibayar.
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(2)     Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
membuktikan   bahwa   pengungkapan   ketidakbenaran   pengisian
SPTPD   oleh   Wajib   Pajak   tidak   sesuai   dengan   keadaan   yang

sebenarnya,   surat   ketetapan   Pajak   diterbitkan   sesual   dengan
keadaan yang sebenarnya.

(3)     Dalam hal hasil Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuktikan   bahwa   pengungkapan   ketidakbenaran   pengisian
SPTPD  oleh Wajib  Pajak  sesuai  dengan  keadaan yang sebenamya,
surat  ketetapan  pajak  diterbitkan  sesuai  dengan  pengungkapan
Wajib Pajak.

Paragraf 19
Pemeriksaan Ulang

Pasal 75

(1)     Pemeriksaan  Ulang  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  instruksi
atau persetujuan Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)     Instruksi  atau  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dapat  diberikan  apabila  terdapat  data  baru  termasuk  data  yang
semula belum terungkap.

(3)     Dalam  hal  hasil  Pemeriksaan  Ulang  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  mengakibatkan  adanya tambahan  atas jumlah  Pajak yang
telah  ditetapkan  dalam  surat  ketetapan  Pajak  sebelumnya,  Kepala
Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan  Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan.

(4)     Dalam  hal  hasil  Pemeriksaan  Ulang  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (2)  tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak

yang  telah  ditetapkan  dalam  surat  ketetapan  pajak  sebelumnya,
Pemeriksaan  Ulang  dihentikan  dengan  membuat  LHP  Sumir  dan
kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenal penghentian tersebut.
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Bagian Ketiga
Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Paragraf 1
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 76

Ruang    lingkup    Pemeriksaan    untuk    tujuan    lain    dalam    rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
dapat  meliputi  penentuan,  pencocokan  atau  pengumpulan  materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 77

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:

a.   pemberian NPWPD secarajabatan;

b.   penghapusan NPWPD;

c.   penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d.   pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e.   pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 78

Pemeriksaan untuk tujuan lain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  77
dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan
Kantor.

Paragraf 2
Standar Pemeriksaan

Pasal 79

(1)     Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan  sesuai dengan
standar Pemeriksaan,

(2)     Standar    Pemeriksaan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
digunakan  sebagai  ukuran  mutu  Pemeriksaan  yang  merupakan
capaian   minimum   yang   harus   dicapai   dalam   melaksanakan
Pemeriksaan.
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(3)     Standar  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.  standar umum Pemeriksaan;
b.  standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
c.  standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 80

Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat

(3) huruf a adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 8 1

Standar pelaksanaan  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
79 ayat (3) huruf b meliputi:

a.   pelaksanaan  Pemeriksaan  harus  didahului  dengan  persiapan  yang
baik,  sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan

yang seksama;
b.   1uas    Pemeriksaan     disesuaikan    dengan    kriteria    dilakukannya

Pemeriksaan untuk tujuan lain;
c,   Pemeriksaan  dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari  1  (satu)

orang  Supervisor,  1  (satu)  orang ketua  tim  dan  1  (satu)  orang  atau

lebih  anggota  tim  dan  dalam  keadaan  tertentu  ketua  tim  dapat
merangkap sebagai anggota tim;

d.   Pemeriksaan   dapat  dilaksanakan   di   Kantor,   tempat   tinggal   atau
tempat   kedudukan   Wajib   Pajak,   tempat   kegiatan   usaha   atau

pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap
perlu oleh Pemeriksa;

e.   Pemeriksaan  dilaksanakan  pada jam  kelja  dan  apabila  diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

f.    pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 82

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam
bentuk  KKP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81   huruf  f  dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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a.   KKp berfungsi sebagai:

1.   bukti    bahwa    Pemeriksa    telah    melaksanakan    Pemeriksaan
berdasarkan standar Pemeriksaan; dan

2.   dasar pembuatan LHP;
b.   KKp memberikan garnbaran mengenal:

1.   data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
2.   prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
3.   simpulan  dan  hal-hal  lain  yang  dianggap  perlu  yang  berkaitan

dengan Pemeriksaan.

Pasal 83

Kegiatan  Pemeriksaan untuk  tujuan  lain  dilaporkan  dalam  bentuk  LHP

yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a.   LHP  disusun  secara  ringkas  dan jelas,  berbuat  ruang  lingkup  atau

pos-pos yang diperiksa  sesuai  dengan  tujuan  Pemeriksaan,  memuat
simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain

yang terkait;
b.   LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:

1.   Identitas wajib pajak;

2.   Penugasan pemeriksaan;

3.   'I\ijuan pemeriksaan;
4.   uku dan dokumen yang dipinjam;
5.   Materi yang diperiksa;

6.   Uraian hasil Pemeriksaan; dan
7.   Simpulan dan usul Pemeriksa.

Paragraf 3
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 84

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, kewajiban Pemeriksa:

a.   menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  dalam
hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau
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Surat   Panggilan   Dalam   Rangka   Pemeriksaan   Kantor   dalam   hal
Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

b.   memperlihatkan  Tanda  Pengenal  Pemeriksa  dan  SP2  kepada  Wajib
Pajak pada waktu Pemeriksaan;

c.   memperlihatkan  surat yang berisi  perubahan  tim Pemeriksa kepada
Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

d.   menjelaskan  alasan  dan  tujuan  Pemeriksaan  kepada  Wajib  Pajak

yang diperiksa;
e.   menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
f.    mengembalikan  buku,  catatan,  dan  dokumen  pendukung  lainnya

yang dipinjaln dari Wajib Pajak; dan/atau
9.   merahasiakan  kepada  pihak  lain yang  tidak  berhak  segala  sesuatu

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
rangka Pemeriksaan.

Pasal 85

(1)     Dalam  melakukan  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dengan  jenis
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
a.  melihat dan/atau meminjam buku,  catatan,  dan/atau dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

b.  mengakses   dan/atau   mengunduh   data  yang  dikelola   secara
elektronik;

c.  memasuki  dan  memeriksa tempat  atau  ruang,  barang bergerak
dan/atau   tidak   bergerak   yang   diduga   atau   patut   diduga
digunakan  untuk  menyimpan  Dokumen  yang  menjadi  dasar

pembukuan  atau pencatatan,  dan/atau barang, yang berkaitan
denga]i tujuan Pemeriksaan;

d.  meminta  keterangan  lisan  dan/atau  tertulis  dari  Wajib  Pajak;
dan/atau

e.  meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari Pihak
Ketiga  yang  mempunyai  hubungan  dengan  Wajib  Pajak  yang
diperiksa melalui Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)     Dalam  melakukan  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dengan  jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
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a.  melihat dan/atau meminjam buku,  catatan dan/atau dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,  dan dokumen
lain  yang  berhubungan   dengan   penghasilan  yang  diperoleh,
kegiatan  usaha,  pekeljaan  bebas  Wajib  Pajak,  atau  objek yang
terutang pajak;

b.  meminta  keterangan  lisan  dan/atau  tertulis  dari  Wajib  Pajak;
dan/atau

c.  meminta keterangan  dan/atau data yang diperlukan dari  pihak
ketiga  yang  mempunyai  hubungan  dengan  Wajib  Pajak  yang
diperiksa melalui Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 86

Dalaln pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

a.   meminta  kepada  Pemeriksa  untuk  memperlihatkan  Tanda  Pengenal
Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;

b.   meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan  Lapangan,  dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  dengan

jenis Pemeriksaan Lapangan;
c.   meminta  kepada  Pemeriksa  untuk  memberikan  penjelasan  tentang

alasan dan tujuan Pemeriksaan;
d.   meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi

perubahan  tim  Pemeriksa  apabila  terdapat perubahan  susunan  tim
Pemeriksa; dan/ atau

e.   memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan
oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 87

(1)     Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak:
a.  memperlihatkan  dan  meminjamkan  buku,   catatan,   dan/atau

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
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b.  memberi  kesempatan  untuk  mengakses  dan/atau  mengunduh
data yang dikelola secara elektronik;

c.  memberi   kesempatan   untuk   memasuki   tempat   atau   ruang

penyimpanan  buku,  catatan,  dan/atau  dokumen yang  menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain dan/atau
barang   yang   berkaitan   dengan   tujuan   Pemeriksaan   serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/ atau

d.  memberikan     keterangan     lisan     dan/atau     tertulis     serta
memberikan data dan/ atau keterangan lain yang diperlukan.

(2)     Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak:
a.  memperlihatkan  dan  meminjamkan  bulfli,   catatan,   dan/atau

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  tujuan  Pemeriksaan;
dan/atau

b.  memberikan     keterangan     lisan     dan/atau     tertulis     serta
memberikan data dan/ atau keterangan lain yang diperlukan.

Paragraf 5
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 88

(1)     Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan Lapangan
dilakukan  dalam jangka  waktu  paling  lama  4  (empat)  bulan yang
dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan   kepada  Wajib   Pajak,   wakil,   kuasa,   pegawal,   atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan
tanggal LHP.

(2)     Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dengan jenis  Pemeriksaan  Kantor
dilakukan  dalam jangka waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari

yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakfl, kuasa, pegawai, atau
anggota   keluarga  yang   telah   dewasa  dari  Wajib   Pajak,   datang
memenuhi   Surat   Panggilan   Dalam   Rangka  Pemeriksaari   Kantor
sampai dengan tanggal dalam LHP.

(3)     Dalam hal jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.
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(4)     Dalam    hal    Pemeriksaan    untuk    tujuan    lain    dalam    rangka
permohonan   penghapusan   Nomor   Pokok   Wajib   Pajak   Daerah
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77  huruf  b,  jan8ka  waktu
Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  harus
memperhatikan      jangka      waktu      penyelesaian      permohonan

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana diatur
dalam ketentuan penmdang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
SP2 dan Surat yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa

Pasal 89

(1)     Pemeriksaan     Lapangan     untuk     tujuan     lain     dalarn     rangka
melaksanakan      ketentuan      perundang-undangan      perpajakan
dilakukan   oleh   Pemeriksa   yang   tergabung   dalam   suatu   tim
Pemeriksa berdasarkan SP2.

(2)     SP2  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterbitkan  untuk  satu
atau  beberapa Masa Pajak dalam  suatu bagian Tahun  Pajak atau
Tahun Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

(3)     Dalam  hal  susunan  tim  Pemeriksa  perlu  diubah,  Kepala  Bapenda
atau  Pejabat  yang  ditunjuk  tidak  perlu  memperbarui  SP2  tetapi
harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Paragraf 7
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan

Pasal 90

(1)     Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan  lain dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan   Lapangan,    kewajiban    Pemeriksa   memberitahukan
kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
dengan     menyampaikan     Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan
Lapangan.

(2)     Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan  lain dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, kewajiban Pemeriksa memberitahukan kepada
Wajib  Pajak  mengenai  dilakukannya  Pemeriksaan  Kantor  dengan
menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
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(3)     Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan     Lapangan     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   atau   Surat   Panggilan   Dalam   Rangka
Pemeriksaan    Kantor    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)
diterbitkan  untuk  Masa  Pajak,  Bagian  Tahun  Pajak,  atau  Tahun
Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 9 1

(1)     Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan     Lapangan     sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   90   ayat   (1)   dapat   disampaikan   secara
langsung  kepada  Wajib  Pajak  pada  saat  dimulainya  Pemeriksaan
Irapangan  atau  disampaikan  melalui  faksimili,  pas  dengan  bukti

pengiriman   surat   atau  jasa   pengiriman   lainnya   dengan   bukti
pengiriman.

(2)     Dalam     hal     Surat     Pemberitahuan     Pemeriksaan     Lapangan
disampaikan  secara  langsung  dan  Wajib  Pajak  tidak  berada  di
tempat,    Surat    Pemberitahuan    Pemeriksaan    Lapangan    dapat
disampaikan kepada:
a.  wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b.  pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1.  pegawal  dari  Wajib  Pajak  yang  menurut  Pemeriksa  dapat
mewakili   Wajib   Pajak,   dalam   hal   Pemeriksaan   dilakukan
terhadap Wajib Pajak Badan; atau

2.  anggota  keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak  yang
menurut  Pemeriksa  dapat  mewakili  Wajib  Pajak,  dalam  hal
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

(3)     Surat  Panggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor  sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   90   ayat   (2)   dapat   disampaikan  melalui
fal<simili,  pas dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.

(4)     Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  tidak
dapat    ditemui,    Surat    Pemberitahuan    Pemeriksaan    Lapangan
disampaikan  melalui  pos  atau jasa  pengiriman  lainnya  dan  Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.
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Paragraf 8
Peminjaman Dokumen

Pasal 92

(1)     Dokumen  yang  dipinjam  harus  disesuaikan  dengan  tujuan  dan
kriteria  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain   sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 73

(2)     Peminjaman  Dokumen  dan  keterangan  lain  harus  dilaksanakan
sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47
sampai dengan Pasal 50.

Paragraf 9
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 93

(I)     Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  yang
dilakukan  Pemeriksaan  Lapangan  untuk  tujuan  lain  menyatakan
menolak    untuk    dilakukan    Pemeriksaan    terlnasuk    menolak
menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak,
wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  harus  menandatangani  surat

penolakan Pemeriksaan.
(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani    surat    penolakan    Pemeriksaan    sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 94

(1)     Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  yang
dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat
Panggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor namun  menyatakan
menolak  untuk  dilakukan  Pemeriksaan,  Wajib  Pajak,  wakil,  atau
kuasa  dari  Wajib  Pajak  harus  menandatangani  surat  pernyataan

penolakan Pemeriksaan.
(2)     Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani     surat     pemyataan     penolakan     Pemeriksaan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemeriksa  membuat  berita
acara   penolakan    Pemeriksaan   yang   ditandatangani   oleh   tim
Pemeriksa.
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Pasal 95

(I)     Berdasarkan  surat pemyataan  penolakan  Pemeriksaan  atau  berita
acara penolakan  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud dalaln Pasal
93 dan Pasal 94, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak secara

jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam
rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

(2)     Berdasarkan  surat pernyataan  penolakan  Pemeriksaan  atau  berita
acara penolakan  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
93 dan Pasal 94,  permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam
hal   Pemeriksaan   untuk   tujuan   lain   dilakukan   dalam   rangka

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Paragraf 10
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

Pasal 96

(1)     Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui Kepala
Bapenda   atau   Pejabat   yang   ditunjuk,    Pemeriksa   juga   dapat
memanggil  Wajib  Pajak  untuk  memperoleh  penjelasan  yang  lebih
rinci  atau  meminta  keterangan  dan/atau  bukti  yang  berkaitan
dengan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga.

(2)     Permintaan   keterangan  kepada  Wajib  Pajak  atau  kepada  Pihak
Ketiga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilaksanakan
sesual  dengan  ketentuan  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  58
dan Pasal 59.

Bagian Keempat
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 97

(1)     Dalam     rangka     meningkatkan     kualitas     dan     afuntabilitas
Pemeriksaan,       Pemeriksa      wajib      menyampaikan      Kuesioner
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(2)     Dalaln  hal  Pemeriksaan  yang  dilakukan  merupakan  Pemeriksaan
untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban   perpajakan,

penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat   (1)   dilakukan   pada   saat   pertemuan   dengan   Wajib   Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
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(3)     Dalam  hal  Pemeriksaan  yang  dilakukan  merupakan  Pemeriksaan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan       perpajakan,       penyampaian       Kuesioner
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan pada
saat  penyampaian   Surat   Pemberitahuan   Pemeriksaan   Lapangan
atau  pada  saat  Wa].ib  Pajak  datang  memenuhi  Surat  Panggilan
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(4)     Wajib   Pajak   dapat   menyampaikan   Kuesioner   Pemeriksaan  yang
telah diisi kepada Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 98
Bapenda mengalokasikan anggaran dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kutai
Barat  dalam  rangka  pelaksanaan  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud
dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 99

(1)     Dalam jangka waktu paling lama 5  (lima)  tahun sejak terutangnya
Pajak,   Kepala   Bapenda   dapat   menerbitkan   SKPDKB,   SKPDKBT,

SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, yaitu Pajak MBLB.
(2)     SKPDKB sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal

terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a.   hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
b.   penghitungan secara jabatan karena:

1.  Wajib Pajak tidak menyampaikan SPI`PD dalam jangka waktu
tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  dan  telah
ditegur   secara   tertulis   namun   tidak   disampaikan   pada
waktunya  sebagaimana  ditentukan   dalam   Surat  Teguran;
atau
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2.  Wajib    Pajak    tidak    memenuhi    kewajiban    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (1).

(3)     SKPDKBT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)  diterbitkan  dalam
hal   ditemukan   data   baru   dan/atau   data   yang   semula   belum
terungkap  dan  menyebabkan  penambahan  Pajak  yang  terutang
setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4)      SKPDN  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diterbitkan dalam hal

jumlah  Pajak yang  terutang  sama  besarnya  dengan jumlah  kredit
Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal loo

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal    20    terdapat    kelebihan    pembayaran    Pajak,    Kepala   Bapenda
menerbitkan SKPDLB.

Pasal  101

(1)     Jumlah     kekurangan     Pajak    yang     terutang    dalam     SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99  ayat (2)  huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar I,8% (satu koma delapan

persen)  per  bulan  dari  Pajak yang kurang atau terlambat  dibayar,
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak,
bagian    Tahun     Pajak,     atau    Tahun    Pajak    sampai    dengan
diterbitkannya  SKPDKB,  untuk jangka waktu  paling  lama  24  (dua

puluh empat)  bulan  serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

(2)     Jumlah    Pajak    yang    terutang    dalam    SKPDKB    sebagaimana
dimaksud  dalam     Pasal  99  ayat  (2)   huruf  b  dikenakan  sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per
bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak
saat  terutangnya  Pajak  atau    berakhimya   nasa   Pajak,    bagian
Tahun  Pajak,   atau  Tahun  Pajak  sampai  dengan  diterbitkannya
SKPDKB,  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh  1  (satu) bulan,  sejak
saat  terutangnya  Pajak  ditambahkan  dengan  sanksi  administratif
berupa kenaikan  sebesar 25°/o  (dua puluh lima persen)  dari pokok
Pajak yang kurang dibayar.
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(3)     Jumlah    kekurangan    Pajak    yang    terutang    dalam    SKPDKBT
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  99  ayat  (3)  dikenakan  sanksi
administratif berupa  kenaikan  sebesar  100%  (seratus  persen)  dari

jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
(4)     SKPDKB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wa].ib dilunasi dalaln

jangka waktu paling lama 1  (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 102

(1)     Sebelum  penetapan  Pajak Daerah  terutang sebagaimana dimaksud
pada   ayat   (1),    Petugas   Pemeriksa   telah   melakukan   prosedur
pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)     Penetapan pajak Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat didasarkan pada data Omzet yang diperoleh melalui salah
satu  atau  lebih   dari  3   (tiga)   cara/metode   pemeriksaan  dengan
tahapan sebagai berikut:
a.  berdasarkan hasil kas opname;

b.  berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha
Wajib Pajak; dan

c.  berdasarkan data pembanding.

(3)     Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a,  dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan paling sedikit  1

(satu) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
(4)     Pemeriksaan   berdasarkan   hasil   pengamatan   langsung   di   lokasi

tempat  usaha  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf b, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik
secara terus menerus maupun berselang.

(5)     Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)   huruf  b,  penetapan  Pajak  ditaksir  dan
dihitung  berdasarkan  rata-  rata  perolehan,  penjualan,  dan  atau

pembayaran.

Pasal 103

(1)     Tata cara penerbitan  SKPDKB  sebagaimana dimaksud dalam pasal
99 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
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a.   bidang  terkait  dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  tahun  saat
terhutangnya Pajak pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

perhitungan  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  melakukan  pemeriksaan
Pajak baik secara sederhana maupun lengkap;

b.   basil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk LHP;
c.   LHP  yang  ditemukan  bukti  kurang  bayar  dilaporkan  kepada

Kepala Bapenda,  guna didisposisi kepada Kepala Bidang terkait

oleh Wajib Pajak untuk diterbitkan SKPDKB.

d.   format SKPDKB sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum
dalam  Lampiran XII yang merupakan bagian  tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2)     Tata    cara    penerbitan    SKPDKB    secara   jabatan    sebagaimana
dimaksud dalam pasal 99 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
a.   bidang  terkait  dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  tahun  saat

terhutangnya Pal.ak pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

perhitungan  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  melakukan  pemeriksaan
Pajak baik secara sederhana maupun lengkap;

b.   pada     saat     dilakukan     pemeriksaan,     Wajib     Pajak     tidak
melaksanakan   kewajibannya   sebagaimana   dimaksud   dalam

pasal   15   ayat   (1)   dan/atau   Pasal   23   ayat   (1),   maka   basil
pemeriksaan dihitung secara j abatan;

c.   hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk LHP;
d.   LHP  yang  ditemukan  bukti  kurang  bayar  dilaporkan  kepada

Kepala Bapenda,  guna didisposisi kepada Kepala Bidang terkait
untuk diterbitkan SKPDKB secara jabatan.

(3)     Tata cara penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal
99 ayat (3) sebagai berikut:

a.  terhadap  Wajib  Pajak  telah  dilakukan  pemeriksaan  dan  telah
diterbitkan surat ketetapan Pajak;

b.  Surat  Ketetapan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  humf  a
temiasuk SKPDKB dan SKPDKB secara jabatan;

c.   setelah diterbitkan SKPDKB dan SKPDKB secara jabatan temyata

Bapenda  menemukan  data  baru  yang  belum  terungkap  dan
mengakibatkan   penambahan   Pajak   terutang,   sehingga   perlu
dilakukan pemeriksaan ulang;

d.  hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk LHP;
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e.  LHP  yang  ditemukan  bukti  kurang  bayar  dilaporkan  kepada
Kepala Bapenda,  guna  didisposisi  kepada  Kepala Bidang terkait
untuk diterbitkan SKPDKBT.

f.   format SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(4)     Tata cara penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 99
ayat (4) sebagai berikut:

a.  bidang  terkait  dalaln  waktu  paling  lama  5  (lima)  tahun  saat
terhutangnya   Pajak  pada  jenis   Pajak  Daerah  yang  dipungut
berdasarkan    perhitungan    sendiri    oleh    Wajib    Pajak    dapat
melakukan  pemeriksaan  Pajak  baik  secara  sederhana  maupun
lengkap;

b.  hasil  Pemeriksaan  dibuat  dalam  bentuk  LHP  dan  disampaikan

kepada Kepala Bapenda; dan
c.  jika  dari  LHP  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf a  ditemukan

jumlah Pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit
Pajak yang dibayarkan,  maka Kepala Bapenda memberi disposisi
kepada Kepala Bidang terkait untuk diterbitkan SKPDN.

d.  format  SKPDN  sebagaimana dimaksud  pada  huruf c  tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

STPD

Pasal 104

(1)     Dalarn jangka waktu paling lama 5  (lima)  tahun sejak terutangnya
Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.

(2)     Kepala Bapenda dapat menerbitkan  STPD untuk jenis Pajak MBLB
dalam hal:
a.  pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
b.  hasil  Penelitian  SPI`PD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19

terdapat  kekurangan  pembayaran  sebagal  akibat  salah  tulis,
salah  hitung,  atau  kesalahan  administratif  lainnya  oleh  Wajib
Pajak;
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c.  SKPDKB,    SKPDKBT,    Surat    Keputusan    Pembetulan,    Surat

Keputusan  Keberatan,  dan  Putusan  Bending  yang  tidak  atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d.  Wajib   Pajak   dikenakan   sanksi   administratif   berupa   bunga
dan/atau denda.

(3)     Jumlah tagihan  dalam  STPD  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2)
huruf  a  dan  hunrf  b,  berupa  pokok  Pajak  yang  kurang  dibayar
ditambah  dengan  pemberian   sanksi  administratif  berupa  bunga
sebesar 1°/o (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang
dibayar,   dihitung  dari  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  sampai
dengan  tanggal  pembayaran,  untuk jangka waktu  paling  lama  24

(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1  (satu) bulan.

(4)     Jumlah tagihan dalam STPD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)
huruf c,  dikenal  sanksi  administratif berupa  bunga  sebesar  0,6%

(nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang
dibayar,   dihitung  dari  tanggal  I.atuh  tempo  pembayaran  sampai
dengan  tanggal  pembayaran,  untuk jangka waktu  paling  lama  24

(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian
dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(5)     Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantun dalam
Lampiran   XVI   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

BABX

PENAGIHAV PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Penagihan

Pasal 105

(1)     Utang  Pajak  sebagainana  tercantum  dalam  SKPDKB,   SKPDKBT,
STPD,  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,
dan Putusan Bending merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2)     Atas  dasar  Penagihan  Pajak  sebagalmana  dinaksud  pada  ayat  (1)
yang   belum   jatuh   tempo   pembayaran   atau   pelunasan,   dapat
dilakukan imbauan.
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(3)     Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan,
dapat    dilakukan    Penagihan    Pajak    sesuai    dengan    ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Bagian Kedua
Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal  106

(1)     Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penagihan.
(2)     Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.  mengangkat dan memberhentikan |Jurusita Pajak; dan
b.  menerbitkan:

1.   Surat Teguran;

2.   Surat Perintah Penagihan Seketika Dan Sekaligus;
3.   Surat paksa;

4.  Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5.   Surat Perintah Penyanderaan;
6.   Surat Pencabutan Sita;

7.   Pengumuman Lelang;
8.   Surat Penentuan Harga Limit;

9.  Pembatalan Lelang; dan
10.Surat  lain  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  Penagihan

Pajak.

(3)     Jurusita   Pajak   melaksanakan   Penagihan   Pajak   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  diangkat  menjadi  Jurusita
Pajak adalah paling sedikit meliputi :

a.  berijazah  serendah-rendahnya  Sekolah  Menengah  Umum  atau  yang
sederajat;

b.  berpangkat serendah~rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
c.  sehat jasmani dan rohani;
d.  mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
e.  jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
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Pasal 108

Sebelum  memangku jabatannya,  Jurusita  Pajak  diambil  sumpah  atau

janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal log
Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

a.  meninggal dunia;
b.  pensiun;
c.  alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
d.  Ialai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
e.  melakukan perbuatan tercela;
f.   melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau

9.  sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal  110

(1)     Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal  106
ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2)     Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3)     Dalam   hal   batas   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap
Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4)     Khusus   untuk   Penanggung   Pajak   yang   telah   disetujui   untuk
mengangsur  atau  menunda  pembayaran  Pajak,  atas  Utang  Pajak

yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat
Teguran.

(5)     Dalam   hal    kewajiban    pembayaran    Utang   Pajak   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (4)  belum  dilakukan  setelah  melewati jatuh
tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6)     Surat  Paksa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diberitahukan
atau disampalkan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
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(7)     Dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pal.aknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak
Surat  Paksa  disampaikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6),

diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8)     Dalam  hal  Utang  Pajak  dan/atau  biaya  Penagihan  Pajak  tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah
melaksanakan  penyitaan   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (7),
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  106 ayat (2) berwenang
melaksanakan   penjualan   secara   lelang   melalui   kantor   lelang
terhadap barang yang disita.

(9)     Penjualari  secara  lelang  dilaksanakan  paling  cepat  setelah jangka
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10)   Pengumuman    lelang    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (9),
dilaksanakan  paling  cepat  setelah  lewat jangka  waktu  14  (empat
belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11)   Hasil  lelang  dipergunakan  terlebih  dahulu  untuk  membayar  biaya
Penagihan  Pajak  dan  sisanya  untuk  membayar  Utang  Pajak yang
belun dibayar.

Pasal  1 1 1

Jurusita    Pajak    melaksanakan    Penagihan    Seketika    dan    Sekaligus
berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
a.  Penanggung   Pajak   akan   meninggalkan   Indonesia   untuk   selama-

1amanya atau bemiat untuk itu;
b.  Penanggung  Pajak  memindahtangankan  barang  yang  dimiliki  atau

yang dikuasal dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c.  terdapat  tanda-tanda  bahwa  Penanggung  Pajak  akan  membubarkan
badan   usahanya,   menggabun8kan   usahanya,   atau   memekarkan
usahanya,  atau  memindahtangankan  perusahaan yang  dimiliki  atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d.  badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e.  terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda-tanda kepailitan.
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Pasal  112

(1)     Dalam     rangkaian     proses     pelaksanaan     Penagihan,     terhadap
Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan  iktikad baik melunasi

Utang  Pajak  dan  memiliki  Utang  Pajak  dengan  besaran  minimal
tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2)     Pencegahan  dan/atau  penyanderaan  terhadap  Penanggung  Pajak
tidak   mengakibatkan   hapusnya   Utang   Pajak   atau   terhentinya

pelaksanaan Penagihan Pajak.
(3)     Pencegahan  dan/atau  penyanderaan  sebagainana  dimaksud  pada

ayat  (1)  dan ayat  (2)  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIIIAN PAJAK

Pasal  113

(1)     Hak   untuk   melakukan   penagihan   Pajak   kedaluwarsa   setelah
melampaui  jangka   waktu   5   (lima)   tahun   terhitung   sejak   saat
terutangnya  Pajak,  kecuali  apabila Wajib  Pajak  melakukan  tindak

pidana dibidang perpaj akan daerah.
(2)     Kedaluwarsa penagihan pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (I),

tertangguh apabila:
a.  Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
b.  Ada  pengakuan  utang  Pajak  dari  Wajib  Pajak,  baik  langsung

maupun tidak langsung.

(3)     Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagalmana
dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf a,  kedaluwarsa  penagihan  dihitung
sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4)     Pengakuan  utang  Pajak  secara  langsung  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (2)  huruf  b,  adalah  Wajib  Pajak  dengan  kesadarannya
menyatakan masih mempunyal utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5)     Pengakuan  utang  secara  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2)  huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak.



-90-

Pasal  114

(1)     Piutang  Pajak yang  tidak  mungkin  ditagih  lagi  karena  hak  untuk
melakukan penagivan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)     Kepala   Bapenda   menetapkan   keputusan   penghapusan   piutang
Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal  115

(1)     Kepala   Bapenda   melakukan   pengelolaan   piutang   Pajak   untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2)     Kepala Bapenda  memerintahkan Jurusita  Pajak untuk melakukan
Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).

(3)     Piutang  Pajak yang  tidak  mungkin  ditagih  lagi  karena  hak  untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4)     fiutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5)     Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan mempertimbangkan :
a.  pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  106

ayat  (3)   sampai  dengan  batas  waktu  kedaluwarsa  Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1); dan

b.  hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

(6)     Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan
dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal  116

(1)     Permohonan penghapusan piutang paling sedikit memuat:
a.  mama dan alamat wajib Pajak;
b. jumlah piutang Pajak;
c.  tahun Pajak;dan
d.  alasan penghapusan piutang Pajak.

(2)     fiutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) adalah yang tercantum dalam;
a.   SKPD
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b.  SKPDKB;

c.   SKPDKBT;

d.  STPD;

e.  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan  dan
Putusan  Banding,  yang menyebabkan jumlah  Pajak yang harus
dibayar bertambah.

Pasal  117

(1)     Terhadap  piutang  Pajak yang  tidak  dapat  ditagih  lagi  akan  tetapi
belum kedaluwarsa dimasukan ke dalam daftar piutang Pajak yang
akan dihapuskan.

(2)     Piutang   Pajak   untuk   orang   pribadi   yang   tidak   ditaSh   lari
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
a.  hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;
b.  Wajib  Pajak meninggal  dunia dengan  tidak meninggalkan  harta

warisan dan tidak mempunyal ahli waris;
c.  Wajib    Pajak   tidak   mempunyai    harta   kekayaan    lagi   yang

dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
d.  Wajib  Pajak dinyatakan  pailit berdasarkan  putusan  pengadilan,

dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi
utang Pajaknya;

e.  Wajib   Pajak   menjalani   hukuman   atas   tindak   pidana   yang
dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi

yang berwenang;
f.   Wajib  Pajak  terkena  bencana  alam  yang  tidak  dapat  dihindari

berdasarkan  kejadian  nyata  dan  diperkuat  dengan  pernyataan
dari instansi yang berwenang;

9.  dokumen sebagal dasar penagihan Pajak tidak dapat ditemukan,
tidak   lengkap   atau   tidak   dapat   ditelusuri   lagi   disebabkan
keadaan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  seperti  bencana  alam,
kebakaran dan lain sebagainya;

h.  Hak  Daerah  untuk  melakukan  penagihan  Pajak  tidak  dapat
dilaksanakan    karena   kondisi   tertentu   sehubungan   dengan
adanya      perubahan      kebij akan      dan / atau      be rdas arkan

pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
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i.   Wajib  Pajak  tidak  dapat  ditemukan  lagi  karena  Wajib  Pajak

pindah  alamat  dan  tidak  mungkin  ditemukan  lagi  dan/atau
Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan

j.   sebab lain sesuai hasil penelitian.

(3)     Piutang  Pajak  untuk  Badan  yang  tidak  ditagih  lagi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.  Wajib  Pajak  bubar,  likuidasi  atau  pailit  dan  pengurus,  direksi,

komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang
dibebani  untuk  melakukan  pemberesan  atau  likuidator  atau
kurator tidak dapat ditemukan;

b.  Wajib Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
c.  penagihan    pajak    secara   aktif   telah    dilaksanakan    dengan

penyarnpaian  Salinan  Surat  Paksa  kepada  pengurus,   direksi,
likuidator,  kurator,  pengadilan  negeri,  pengadilan  niaga,  balk
secara  langsung  maupun  dengan  menempelkan  pada  apapun

pengumuman atau media massa;
d.  hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa;
e.  dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak dapat ditemukan,

tidak   lengkap   atau   tidak   dapat   ditelusuri   lagi   disebabkan
keadaan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  seperti  bencana  alam,
kebakaran dan lain sebagainya; dan

f.   sebab lain sesuai hasil penelitian.

(4)     Berdasarkan   permohonan   Daftar   Usulan   Penghapusan   Piutang
Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Bupati  menetapkan
Penghapusan       Piutang       Pajak       Daerah       sampal       dengan
Rp.5.000.000.000,-     (lima     milyar     rupiah),     sedanghan     untuk
Penghapusan   Piutang   Pajak   dan   Retribusi   Daerah   diatas   Rp.
5.000.000.000,-  (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah

mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Barat.

(5)     Terhadap  piutang  Pajak  yang  dicadangkan  sebagai  piutang  Pajak
yang akan dihapuskan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  tidak
dilakukan lag tindakan penagihan.

(6)     Plutang  Pajak  daerah  dapat  dihapuskan   secara  bersyarat  atau
secara   mutlak   dari   pembukuan    Pemerintah   Daerah,    kecuali
mengenai    piutang   daerah   yang   cara   penyelesaiannya   diatur
tersendiri dalam undang-undang.
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(7)     Penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak dilakukan dengan
menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah
tanpa  menghapus  hak  taSh  Daerah,   dan  penghapusan  secara
mutlak   dilakukan   dengan   menghapuskan   hak   taedh   Daerah,
diusulkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati melalui PPKD.

(8)     Penghapusan     secara     mutlak     atas     piutang     Pajak     daerah
dilaksanakan dengan ketentuan:
a.  diajukan  setelah  lewat  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  penetapan

penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
b.  penanggung hutang tetap  tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan   sisa   kewajibannya,   yang   dibuktikan   dengan
keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang.

BAB XIII

KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal  118

(1)     Wajib Pajak  dapat  mengajukan  keberatan kepada  Kepala Bapenda
terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.

(2)     Keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  secara
tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  mengemukakan  jumlah
Pajak  terutang  atau  jumlah  Pajak  yang  dipotong  atau  dipungut,
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang

jelas.

(3)     Pengajuan  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus
diajukan  dalam  jan8ka  waktu  paling  lama  3   (tiga)  bulan  sejak
tanggal  SKPDKB,   SKPDKBT,   SKPDLB,  atau  SKPDN  dikirim  atau
tanggal  pemotongan  atau  Pemungutan,  kecuali  jika  Wajib  Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan kahar.

(4)     Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a.       bencana alan;
b.       kebakaran;
c.       kerusuhan massal atau huru-hara;
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d.       wabah penyakit; dan/atau
e.        keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

(5)     Keberatan  dapat  diajukan  apabila  Wajib  Pajak  telah  membayar
Pajak  terutarig  dalam  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDLB,  SKPDN,  atau

pemotongan   atau   Pemungutan   oleh  pihak  ketiga  paling   sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6)     Keberatan    yang    tidak    memenuhi    persyaratan     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1),   ayat   (2),   ayat   (3)   dan   ayat   (4),   tidak

dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(7)     Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti

penerimaan surat keberatan.
(8)     Dalam   hal   Wajib   Pajak   mengajukan   keberatan,   jangka   waktu

pelunasan   atas  jumlah   Pajak   yang   belum   dibayar   pada   saat
pengajuan keberatan tertangguh salnpai dengan 1 (satu) bulan sejak
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9)     Pengajuan  keberatan  tidak  menunda  kewajiban  membayar  Pajak
dan   pelaksanaan   penagihan   Pajak   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan pe rundang-undangan.
Pasal  119

(1)     Kepala Bapenda harus memberikan Keputusan atas keberatan yang
diajukan  oleh Wajib  Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal  118
ayat (1)

(2)     Dalani memberikan keputusan  sebagaimana dimaksud  dalam ayat
(1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

(3)     Keputusan  Kepala  Bapenda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditetapkan  dalam jangka waktu  paling lama  12  (dua  belas)  bulan
sejak  tanggal   surat   keberatan   diterima   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal  118 ayat (6).

(4)     Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
a.  menerima  seluruhnya  dalam  hal  Pajak  terutang  berdasarkan

basil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;
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b.  menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan basil

penelitian  sebagian  sama dengan  Pajak yang terutang menurut
Wajib Pajak;

c.  menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian
sama  dengan  Pajak  yang  terutang  dalam  surat  keputusan  /
ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d.  menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil penelitiari lebih besar dari Pajak yang
terutang   dalam   surat   keputusan/ketetapan   yang   diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

(5)     Apabfla jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  telah  lewat
dan   Kepala   Bapenda   tidak   memberi   suatu   keputusan,   maka
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

PasaJ.  120

(1)     Dalam  hal  pengajuan  keberatan  Pajak  dikabulkan  sebagian  atau
seluruhnya,   kelebihan   pembayaran   Pajak   dikembalikan   dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan  dihitung dari Pajak yang lebih  dibayar untuk jangka waktu

paling lama  24  (dua  puluh  empat)  bulan  serta  bagian  dari  bulan
dihitung penuh 1  (satu) bulan.

(2)     Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dihitung sejak
bulan  pelunasan  sampai  dengan  diterbitkannya  Surat  Keputusan
Keberatan.

(3)     Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenal sanksi administratif berupa denda sebesar 300/o

(tiga  puluh   persen)   dari  jumlah   Pajak   berdasarkan   keputusan
keberatan  dikurangi  dengan  Pajak  yang  telah  dibayar  sebelum
mengajukan keberatan.
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Bagian Kedua
Bandin8

Pasal  121

(1)     Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan   peradilan   Pajak   atas   Surat   Keputusan   Keberatan   yang
ditetapkan   oleh   Kepala  Bapenda   sebagaimana  dimaksud   dalam

pasal   116   ayat  (3)   paling  lama  3   (tiga)   bulan  sejak  keputusan
diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2)     Permohonan bending sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan

yangjelas.
(3)     Permohonan    bending    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)

menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan  I  (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4)     Pengajuan    banding    dilaksanakan    sesuai    dengan    ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

(1)     Dalam    hal    permohonan    banding    dikabulkan    sebagian    atau
seluruhnya,   kelebihan   pembayaran   Pajak   dikembalikan   dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per

bulan  dihitung dari  Pajak yang lebih  dibayar untuk jangka waktu

paling  lalna  24  (dua  puluh  empat)  bulan  serta  bagian  dari  bulan
dihitung penuh I (satu) bulan.

(2)     Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3)     Dalam  hal  Wajib  Pajak  mengajukan  pemohonan  banding,  sanksi
administratif   berupa   denda   sebesar   30°/o   (tiga   puluh   persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) tidak dikenakan.

(4)     Dalaln hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60%

(enam   puluh   persen)   dari  jumlah   Pajak   berdasarkan   Putusan
Banding   dikurangi   dengan   Pajak   yang   telah   dibayar   sebelum
mengajukan keberatan.
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Bagian Ketiga
Gugatan

Pasal 123

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a.  pelaksanaan  Surat  Paksa,  surat  perintah  melaksanakan  penyitaan,

atau pengumuman lelang;
b.  keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c.  keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,

selain yang ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 116 ; dan
d.  penerbitan  surat  ketetapan  Pajak  atau  Surat  Keputusan  Keberatan

yang  dalam  penerbitannya  tidak  sesuai  dengan  prosedur  atau  tata
cara   yang   telah   diatur   dalam   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

Pasal 124

Pengajuan  gugatan  Wajib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGAI\IAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 125

(1)  Dalam   mendukung    kebijakan   kemudahan   berinvestasi,    Bupati    dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Kutal Barat.

(2)  Insentif fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau
sanksinya.

(3)  Insentif  fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)  dapat  diberikan  atas
permohonan   Wajib   Pajak   atau   diberikan   secara   jabatan   oleh   Bupati
berdasarkan pertimbangan:
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a.  kemampuan membayar Wajib Pajak;

b.  kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran,  dan/atau  penyebab  lainnya  yang  terjadi  bukan  karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pemba.yaran Pajak;

c.  untuk  mendukung  dan  melindungi  pelahai  usaha  mikro  dan  ultra
mikro;

d.  untuk   mendukung  kebijakan   Pemerintah   Daerah   dalam   mencapai

program prioritas Dacrah; dan/ atau

e.  untuk  mendukung  kebijakan  Pemerintah  dalam  mencapai  program

prioritas nasional.
(4)      Pemberian  insentif  fiskal  sebagainana  dimaksud  pada  ayat   (3)

merupakan  kewenangan  Bupati  sesuai  dengan  kebijakan  Daerah
dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5)     Pemberian    insentif    fiskal    kepada    Wajib    Pajak    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  humf a  dan  huruf b,  dilakukan  dengan
memperhatikan faktor:
a.  kepatuhan  pembayaran  dan  pelaporan  Pajak  oleh  Wajib  Pajak

selama 2 (dua) tahun terakhir;
b.  kesinambungan usaha Wajib Pajak;
c.  kontribusi  usaha  dan  penanaman  modal  Wajib  Pajak  terhadap

perekonomian   daerah   dan   lapangan   keria   di   daerah   yang
bersangkutan; dan/ atau

d.  faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6)     Pemberian  insentif fiskal  kepada Wajib  Pajak  pelaku  usaha  mikro
dan  ultra  mikro  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  c,
dilakukan  sesuai  dengan  kriteria  usaha  mikro  dan  ultra  mikro
dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

(7)     Pemberian    insentif    fiskal    kepada    Wajib    Pajak    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)   huruf  d,   disesualkan  dengan  prioritas
Daerah   yang   tercantum   dalam   rencana   pembangunan   jangka
menengah daerah.
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(8)     Pemberian    insentif    fiskal    kepada    Wajib    Pajak    sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan

penyelesaian proyek strateSs nasional.

Pasal  126

(1)  Pemberian  insentif fiskal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  125  ayat  (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(2)  Pemberitahuan kepada DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  disertai
dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 127

( 1)  Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal  125
ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau
Pejabat yang  ditun].uk  dapat  melakukan  Pemeriksaan  Pajak  untuk  tujuan
lain sebagainana dimaksud dalaln Pasal 20 ayat (1).

(2)  Pemeriksaan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  untuk
memastikan bahwa Wa].ib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal
berhak  untuk  menerima  insentif  fiskal  sesuai  dengan  pertimbangan  dan
fal<tor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pokok Pajak
dan/atau Sanksi

Pasal  128

(1)     Kepala  Bapenda atas  permohonan Wajib  Pajak dapat  memberikan
pengurangan,  keringanan,  dan  pembebasan  atas  pokok  dan/atau
sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.

(2)     Kondisi  Wajib  Pajak  atau  Wajib  Retribusi  sebagalmana  dimaksud
pada  ayat  (1)  paling  sedikit  berupa  kemampuan  membayar  Wajib
Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(3)     Kondisi  objek  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling
sedikit  berupa  lahan  pertanian  yang  sangat  terbatas,  tanah  dan
Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu,  nilai
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objek  Pajak  sampai  dengan  batas  tertentu,  dan  objek  Pajak yang
terdampak    bencana    alam,    kebakaran,    huru-hara,    dan/atau
kerusuhan.

(4)     Tata  cara  pemberian  pengurangan,  keringanan  atau  pembebasan
pokok Pajak dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebagai berikut:
a.  Wajib  Pajak  mengajukan  pemohonan  secara  tertulis  kepada

Bupati  melalui  Kepala  Bapenda  dalam  waktu  paling  lama  7

(tujuh)  hari  kerja  setelah jatuh  tempo  pembayaran  Pajak  yang
Terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kefuasaannya;

b.  surat  permohonan  yang  diajukan  dapat  disampaikan  langsung
melalui loket pelayanan Bapenda dan/ atau melalui ekspedisi;

c.  Tanggal    penerimaan    surat    yang    dijadikan    dasar    untuk
memproses  surat  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan
sanksi adniinistrasi adalah:
1.  tanggal  terima  surat  Wajib  Pajak,  dalam  hal  disampaikan

secara  langsung  oleh  Wajib  Pajak  pada  petugas  pelayanan
atau petugas yang ditunjuk; atau

2.  tanggal   kirim   cap    ekspedisi    tercatat,    dalam   hal    surat

permohonan     pengurangan     atau     penghapusan     sanksi
administrasi disampaikan melalui ekspedisi tercatat.

d.  surat  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  hunrf a  harus
mencantumkan    alasan    yang   jelas    pengajuan    permohonan

pengurangan,    keringanan    dan    pembebasan    pokok    Pal.ak
dan/ atau sanksinya;

d.  terhadap permohonan yang disampaikan melalui loket pelayanan
Bapenda,   Kepala  Bapenda  menyampaikan  permohonan  Wajib
Pajak untuk didisposisi kepada Bidang terkait;

e.  Kepala Bidang terkait segera melakukan penelitian administrasi
tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya;

f.   Kepala   Bapenda   melalui   Bidang   terkait   wajib   memutuskan
menyetujui  atau  menolak  perlnohonan  dan  menerbitkan  Surat
Keputusan Kepala Bapenda.
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(5)     Apabila dalam jangka walctu paling lama  12  (dua belas) bulan sejak
permohonan    diterima   Kepala    Bapenda    tidak   memberi    suatu
keputusan,  maka  perlnohonan  yang  diajukan  tersebut  dianggap
dikabulkan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 129

(1)     Bupati  dapat  memberikan  kemudahan  perpajakan  daerah  kepada
Wajib Pajak, berupa:
a.  perpanjangan  batas  waktu  pembayaran  atau  pelaporan  Pajak;

dan/atau;
b.  pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak

terutang atau Utang Pajak.

(2)     Perpanjangan   batas   waktu   pembayaran   atau   pelaporan   Pajak
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  diberikan  kepada
Wajib Pajak yang mengalami  keadaan  kahar  sehingga Wajib  Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada walctunya.

(3)     Perpanjangan   batas   waktu   pembayaran   atau   pelaporan   Pajak
sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  a  dapat  diberikan
Bupati  secara jabatan  atau  berdasarkan  permohonan  Wajib  Pajak

yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4)     Pemberian  fasilitas  angsuran  atau  penundaan  pembayaran  Pajak

terutang  atau  Utang  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  b  dilakukan  dalam  hal  Wajib  Pajak  mengalami  kesulitan
likuiditas  atau  keadaan  kahar  Wajib  Pajak  sehingga  Wajib  Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5)     Pemberian  fasilitas  arigsuran  atau  penundaan  pembayaran  Pajak
terutang  atau  Utang  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)
dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6)     Dalam  pemberian  fasilitas  angsuran  atau  penundaan  pembayaran
Pajak   terutang   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4),   Bupati
memperhatikan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  pembayaran  Pajak
selama 2 (dua) tahun terakhir.
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(7)     Keputusan   Bupati   atas   permohonan   Wajib   Pajak   sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
a.  menyetujui  jumlah  angsuran  Pajak  dan/atau  nasa  angsuran

atau  lamanya   penundaan   sesual   dengan   permohonan  Wajib
Pajak;

b.  menyetujui  sebagian  jumlah  angsuran  Pajak  dan/atau  masa
angsuran  atau  lamanya  penundaan  yang  dimohonkan  Wajib
Pajak; atau

c.  menolak perlnohonan Wajib Pajak.

(8)     Persetujuan  atau  persetujuan  sebagian  angsuran  atau penundaan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  huruf a  dan  hunif b  paling
lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9)     Pembayaran angsuran setiap nasa angsuran dan pembayaran pajak
yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6%  (nol koma enam persen)
per  bulan  dari  jumlah  Pajak  yang  masih  harus  dibayar,  untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB AV

PEMBETUIAN DAN PEMBATAIAN KETETAPAN

Pasal  130

(1)     Atas  permohonan  Wajib   Pajak  atau  karena  jabatannya,   Kepala
Bapenda dapat melakukan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,

SKPDLB, atau STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis  dan/atau  kesalahan  hitung,  dan/atau  kekeliruan  penerapan
ketentuan     tertentu     dalam     peraturan     perundang-undangan

perpaj akan Daerah
(2)     Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

Surat Keputusan Pembetulan.

(3)     Dalam  hal  pembetulan  didasarkan  atas  permohonan  Wajib  Pajak
sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1),     Kepala     Bapenda
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian
terhadap permohonan Wajib Pajak.
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(4)     Dalam  rangka  penelitian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),
Kepala    Bapenda    dapat    meminta    data,    informasi,    dan/atau
keterangan yang diperlukan.

(5)     Dalam  hal  pembetulan  didasarkan  alas  permohonan  Wajib  Pajak
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3),   Kepala   Bapenda   wajib
menerbitkan  Surat  Keputusan  Pembetulan  sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat perlnohonan pembetulan diterima.

(6)     Surat Keputusan Pembetulan sebagalmana dimaksud pada ayat (5)
berisi keputusan berupa:
a.  mengabulkan  permohonan  Wajib   Pajak  dengan   membetulkan

kesalahan  atau  kekelinian  yang  dapat  berupa  menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun    sanksi    administratif   berupa   bunga,    denda,    dan
kenaikan Pajak; atau

b.  membatalkan    STPD    atau    membatalkan    hasil    Pemeriksaan
maupun  ketetapan  Pajak  yang  dilaksanakan  atau  diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

c.  menolak permohonan Wajib Pajak.

(7)     Terhadap  STPD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)  huruf b,  Bidang terkait wajib  mengarsip  STPD  yang dibatalkan
dengan memberikan Tanda Khusus atas STPD yang telah dibatalkan.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Pasal  131

(1)     Ruang    lingkup    pembetulan    atas    kesalahan    atau    kekeliruan
sebagalmana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) meliputi :
a.  kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nana,

alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa
Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;

b.  kesalahan   hitung,   antara   lain   kesalahan  yang   berasal   dari

penjumlahan    dan/atau    pengurangan    dan/atau    perkalian
dan/atau   pembagian   suatu   bilangan,   termasuk   kekeliruan
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perhitungan  karena  adanya  penerbitan  surat  ketetapan  Pajak
dan STPD; atau

c.  kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan  perpajakan,  antara lain  kekeliman  dalam
penerapan    tarif   Pajak    dan    kekeliruan    penerapan    sanksi
administratif.

(2)     Pembetulan  ketetapan  Pajak  atas  dasar  permohonan  Wajib  Pajak
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pembetulan

SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,  SKPDLB, atau STPD  secara tertulis

dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda;
b.  surat permohonan  ditandatangani oleh Wajib  Pajak,  dan  dalam

hal   ditandatangani  oleh   bukan  Wajib   Pajak  harus   dilampiri
dengan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak Perorangan/Pribadi dan
Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak Badan bermaterai cukup;

c.  permohonan  pembetulan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf a

paling sedikit memuat:
I.  mama dan alamat Wajib Pajak;

2.  besar pengurangan ketetapan Pajak yang dimohon; dan
3.  serta   alasan   yang    mendasari    diajukannya   permohonan

pembetulan ketetapan Pajak;
d.  permohonan   pembetulan   diajukan   kepada   Kepala   Bapenda

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan Pajak
diterbitkan,   kecuali  apabila  Wajib  Pajak  dapat  menunjukkan
bahwa  jangka  waktu   tersebut   tidak   dapat   dipenuhi   karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Pasal 132

(1)     Kepala   Bapenda   atas   permohonan   Wajib    Pajak   atau   karena
jabatannya    dapat    membatalkan    SKPDKB,    SKPDKBT,    SKPDN,
SKPDLB, atau STPD yang tidak benar.

(2)     Surat  permohonan  pembatalan  ketetapan  Pajak yang  tidak  benar
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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a.  diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
b.  mengemukakan  jumlah   Pajak   menurut   penghitungan   Wajib

Pajak sehanisnya terutang;
c.  dilampiri    dengan    surat    kuasa    khusus    dalam    hal    surat

permohonan   pengurangan   atau   pembatalan   ketetapan   Pajak
yang tidak benar ditandatangani bukan oleh WP.

(3)     Surat permohonan  pengurangan  atau pembatalan  ketetapan  Pajak
yang tidak  benar Wajib  Pajak disalnpaikan  langsung atau  melalui
ekspedisi tercatat ke Kantor Bapenda.

(4)     Tanggal penerimaan  surat yang dijadikan  dasar untuk memproses
surat  permohonan  pembatalan  ketetapan  Pajak  yang  tidak  benar
adalah :
a.  Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara

langsung  oleh  Wajib  Pajak  pada  petugas  kantor  Bapenda yang
ditunjuk; atau

b.  Tanggal  cap  ekspedisi  tercatat,  dalam  hal  surat  pengurangan
atau pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar disampaikan
melalui ekspedisi.

(5)      Pembatalan SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,  SKPDLB,  atau STPD yang
tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat dilakukan
dalam hal:

a.  not;urn  atau  fakta  ban  yang  belum   terungkap   pada  waktu

pemeriksaan   untuk   menentukan   besarnya   Pajak   Terutang
sedangkan  batas  waktu  pengajuan  keberatan  atau  pengajuan

pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan
dan penghapusan sanksi administratif telah terlalnpaui; atau

b.  rLo{;itm atau fakta ban yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkannya    pengajuan    keberatan    atau    pengajuan

pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan
dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya

persyaratan  formal,  yakni  pengajuan  pemohonan  melampaui
batas waktu yang telah ditentukan;

c.  pertimbangan keadilan.
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Pasal 133

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak
benar   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   132   ayat   (1)   ditetapkan

sebagai berikut:
a.  permohonan  dan  dokumen  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  60

ayat   (2)   disampaikan   ke   loket   pelayanan   Bapenda   atau   melalui
ekspedisi;

b.  petugas  pelayanan  melakukan  pencatatan  pada  buku  register  atas

permohonan Wajib Pajak dan selan].utnya disampaikan kepada. Kepala
Bapenda untuk didisposisi ke Bidang terkait;

c.  terhadap SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,  SKPDLB, atau STPD yang akan

dibatalkan,    dilakukan    Penelitian    administrasi    atas    pembatalan
transaksi, atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah oleh Kepala
Bidang terkait;

d.  apabila dari hasil Penelitian yang dilakukan temyata memang terdapat

pembatalan  transaksi,  atau  kesalahan  tulis,  atau  kesalahan  hitung
dan/  atau  kekeliruan  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah  tentang
Pajak, maka hasil penelitian dilaporkan kepada Kepala Bapenda;

e.  jika basil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d menyetujui

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka persetujuan
dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bapenda;

f.   jika   hasil   Penelitian   sebagaimana   dimaksud   pada   huruf  d   tidak
menyetujui permohonan  sebagaimana dimaksud pada humf a,  maka
dibuatkan   Surat   Penolakan   yang   ditujukan   kepada   Wajib   Pajak
beserta alasan penolakan;

9.  dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
sebagalmana  dimaksud  pada  huruf d,  Kepala  Bidang  terkait  segera
melarfukan :
1.  pembatalan ketetapan Pajak yang lama dengan cara mengusulkan

kepada Kepala Bapenda guna menerbitkan  Surat Ketetapan Pajak

yang  baru  dengan  tetap  mengurangkan  atau  memperbaiki  Surat
Ketetapan Pajak yang lama;
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2.  pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak yang lama, dan
selanjutnya diberi catatan/ keterangan bahwa surat ketetapan Pajak
"dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nana Kepala Bidang terkait;

dan
3.  memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran

Pajak paling lama 7  (tujuh)  hari  setelah diterima  Surat Ketetapan
Pajak yang barn;

h.  terhadap  Surat  Ketetapan  Pajak yang  telah  dibatalkan  sebagaimana
dimaksud   pada   huruf  g  angka   2,   disimpan   sebagai   arsip   pada
administrasi perpajakan;

i.   atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan
Pal.ak  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf d,  maka  Surat  Ketetapan
Pajak yang telah diterbitkan tetap berlaku; dan

j.   Surat Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud  pada  huruf  d,  disampaikan  kepada  Wajib  Pajak  paling
lambat 7 (tujuh) hari kelja sejak diterbitkan.

Pasal  134

(1)   Kepala  Bapenda  hanis  memberikan  keputusan  atas  permohonan
pembatalan  yang  diajukan  oleh  Wajib  Pajak  dalam  jangka  waktu
paling lama 6 (enam) bulan dari permohonan Wajib Pajak.

(2)   Apabila  dalam jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Kepala  Bapenda  tidak  memberikan  keputusan,  permohonan  Wajib
Pajak dianggap dikabulkan  dan  Kepala Bapenda menerbitkan  Surat
Keputusan Pembatalan  Ketetapan  Pajak dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagainana dimaksud pada
ayat ( 1) berakhir.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIIIAN PEMBAYARAN PAIAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 135

(1)     Atas  kelebihan pembayaran  Pajak,  Wajib  Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda
atau    mengajukan     permohonan     kompensasi    atas    kelebihan
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pembayaran tersebut untuk pembayaran pajak terutang nasa pajak
berikutnya.

(2)     Bupati dalam jangka waktu paling lama  12  (dua belas)  bulan sejak
diterimanya   permohonan    pengembalian   kelebihan   pembayaran
Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),   harus  memberikan
keputusan.

(3)     Apabila jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  telah
dilampaui    dan    Bupati    tidak    memberikan    suatu    keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan
dan  SKPDLB harus  diterbitkan dalam jangka waktu paling lama  1

(satu) bulan.

(4)     Apabila  Wajib  Pajak  mempunyai  Utang  Pajak  lalnnya,  kelebihan
pembayaran  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

(5)     Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  dilakukan  dalaln jangka waktu  paling  lama  2  (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6)     Jika pengembalian  kelebihan  pembayaran  Pajak dilakukan  setelah
Lewat  2  (dua)  bulan,  Kepala  Daerah  atau  Pejabat  yang  ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6°/o  (nol koma enam persen)

per  bulan  atas  keterlarnbatan  pembayaran  kelebihan  pembayaran
Pajak.

(7)     Format  SKPDLB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 136

(1)     Pengembalian  kelebihan  pembayaran  Pajak  ten.adi  apabila jumlah
kredit Pajak atau jumlah  Pajak yang dibayar lebih  besar daripada

jumlah Pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran Pajak
yang tidak seharusnya terutang,  dengan catatan Wajib Pajak tidak
punya hutang Pajak lain.

(2)     Kelebihan  pembayaran Pajak dapat diberikan  pengembalian  dalam
hal terdapat:
a.  *pajak yang lebih dibayar dari Pajak yang seharusnya terutang;
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b.  pajak  yang  seharusnya  tidak  terutang  tetapi  sudah  dilakukan

pembayaran;
c.  pajak  yang  lebih  dibayar  karena  diterbitkan  Surat  Keputusan

Keberatan atau Putusan Banding;
d.  pajak  yang  lebih  dibayar  karena  diterbitkan  Surat  Keputusan

Pembetulan;
e.  pajak  yang  lebih  dibayar  karena  diterbitkan  Surat  Keputusan

Pengurangan    Sanksi    Administrasi    atau    Surat    Keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi;

f.   pajak  yang  lebih  dibayar  karena  diterbitkan  Surat  Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak;

9.  jumlah  imbalan  bunga yang tercantum  dalam  Surat Keputusan
Pemberian lmbalan Bunga.

Pasal 137

(1)     Perlnohonan   pengembalian   kelebihan   pembayaran   Pajak   yang
disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a
dan  huruf  b  diajukan  secara  tertulis  dengan  memuat  sekurang-
kurangnya:
a.  dasar  perhitungan  Wajib  Pajak  yang  menunjukkan  terjadinya

kelebihan pembayaran Paj ak
b.  Iampiran-1ampiran     yang     mendukung     dasar     perhitungan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2)     Permohonan  sebagainana  dimaksud  pada ayat  (1)  harus  diajukan
paling lambat 3  (tiga) bulan sejak nasa Pajak, bagian tahun Pajak,
atau   tahun   Pajak,   Pajak   daerah   yang   diajukan   permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3)     Apabila  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak

dipenuhi  maka  permohonan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
dianggap tidak diterima.

(4)     Permohonan    pengembalian    kelebihan   Pembayaran    Pajak   yang
disebabkan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 136 ayat (2) huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diajukan paling lambat 1 (satu)
bulan sejak surat keputusan diterima.



-110  -

(5)     Apabila  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  tidak
dipenuhi   maka   permohonan   dianggap   tidak   diterima   dan   atas
kelebihan    pembayaran    Pajak    berdasarkan    surat    keputusan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal  136/ ayat (2) huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g, dikompensasikan pada Pajak daerah

yang terutang di masa Pajak berikutnya.
Bagian Kedua

Proses Pencairan

Pasal 138

( 1)     Berdasarkan surat Keputusan pengembalian Kelebihan pembayaran
Pajak    Daerah    dan     SKPDLB,     Kepala    Bapenda    mengajukan

permohonan     secara     tertulis     kepada     Kepala     BKAD     untuk
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(2)     Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilengkapi
dengan melampirkan:
a.  identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
b.  NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;
c.  nomor rekening bank Wajib Pajak;
d.  Surat  Keputusan  Pengembalian   Kelebihan   Pembayaran   Pajak

Daerah; dan
e.   SKPDLB.

(3)     Kepala BKAD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  dengan  melakukan  verifikasi  kelengkapan  dokumen
Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

(4)     Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)  dokumen Pengembalian Kelebihan Pembayaran dinyatakan
tidak    lengkap,    Kepala    BKAD    mengembalikan    kepada    Kepala
Bapenda dengan surat pengembalian disertai alasan pengembalian.

(5)     Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)  dokumen Pengembalian Kelebihan Pembayaran dinyatakan
lengkap,     Kepala    BKAD     memproses    pencairan    Pengembalian

Kelebihan Pembayaran.
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BAB XVII

OPSEN MBLB

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 139

(1)     Subjek  pajak  untuk  Opsen  pajak  MBLB  merupakan  subjek  pajak
MBLB.

(2)     Wajib  pajak  untuk  Opsen  pajak  MBLB  merupakan  wajib  pajak
MBLB.

(3)     Ot>jek opsen pajak MBLB adalah pajak MBLB terutang.

(4)     Wajib   Pungut   Opsen   Pajak   MBLB   adalah   instansi   Pemerintah
Daerah  kabupaten/kota  bersangkutan yang berwenang memungut

pajak MBLB.

(5)     Pemungutan   Opsen   Pajak   MBLB   dilakukan   bersamaan   dengan
pemungutan pajak terutang dari pajak MBLB.

Pasal 140

(1)     Dasar  pengenaan   untuk   Opsen   pajak   MBLB   merupakan   pajak
MBLB terutang.

(2)     Tarif Opsen  pajak MBLB  ditetapkan  sebesar  25%  (Dua puluh  lima

persen) dari pajak MBLB terutang.
(3)     Besaran  pokok  Opsen  pajak  MBLB yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan dasar pengenaan pajak MBLB terutang dengan tarif
opsen Pajak MBLB.

(4)     Saat terutang opsen pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya
pajak MBLB.

(5)     Wilayah pemungutan opsen pajak MBLB yang terutang merupakan
wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.
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Bagian Kedua
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan

Opsen Pajak MBLB

Pasal 141

(1)     Penghitungan,   pembayaran,   dan   pelaporan   Opsen   Pajak   MBLB
terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan,  pembayaran,
dan pelaporan Pajak MBLB.

(2)     Pembayaran  Opsen  Pajak MBLB  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  ke kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bersamaan
dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Bapenda dalam SSPD Pajak
MBLB.

(3)     Dalam hal pembayaran  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  tidak
dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.

(4)     PenaShan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3),    termasuk
Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

(5)     Dalam   hal  bupati   telah   menerima  pembayaran   atas   Penagihan
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4),  Bupati  menyetorkan  bagian
Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling
lama 3 (tiga) hari kerja.

(6)     Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam SprpD Pajak MBLB.

(7)     Tata cara penghitungan opsen Pajak MBLB sebagaimana tercantum
dalan hampiran VII.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 142

(1)     Dalam  hal  Wajib  Pajak  mengajukan  kelebihan  pembayaran  Pajak
MBLB  kepada  Bupati,  pengembalian  kelebihan  pembayaran  Pajak
MBLB     termasuk     memperhitungkan     pengembalian     kelebihan

pembayaran Opsen Pajak MBLB.

(2)     Dalam  hal  permohonan  Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pal.ak MBLB.
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(3)     Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada  Gubernur,  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kelja  sejak  SKPDLB

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

(4)     Gubernur  menerbitkan  SKPDLB  Opsen  Pajak  MBLB  berdasarkan
SKPDLB  Pajak  MBLB,  pada  hari  penerbitan  atau  paling  lambat  3

(tiga) hari kelja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diterima.

(5)     Gubemur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak
MBLB  dan  Opsen  Pajak  MBLB  kepada  Wajib  Pajak  berdasarkan
SKPDLB  sebagalmana dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (4),  paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Keempat

Sinergi Pemungutan Opsen MBLB

Pasal 143

(1)     Dalam  rangka  optimalisasi  penerimaan  Pajak  MBLB   dan  Opsen
Pajak MBLB,  Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat bersinergi
dengan Pemerintah Daerah I+ovinsi Kalimantan Timur.

(2)     Keljasama sebagainana dimaksud pada ayat (2) menputi kerjasama
untuk  melakukan  pendaftaran,  pendataan,  pertukaran  data  dan
informasi,   pemanfaatan   program,   Pengelolaan,   Pengurusan   Izin,
Pengawasan, pendampingan, dukungan kapasitas, penagihan, serta

penindakan dilapangan.
(3)     Selaln  keljasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  ken.asama

tersebut   juga   dapat   dilakukan    dalam   hal   pendanaan    biaya
operasional.

(4)     Dalam  pelaksanaan   sinergi  pemungutan  Opsen   dimaksud  akan
dituangkan  dalam  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  dan  ditindaklanjuti
dalam  rencana  kelja  yang  disepakati  bersama  sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(5)      Dalam   rangka  optimalisasi   Pemungutan   Pajak  MBLB,   Bapenda

dapat    meminta    data    dan/atau    informasi    kepada    Pembeli
dan/ Pengguna MBLB.
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(6)     Data  dan/atau  infolmasi  sebagairiana  dimaksud  pada  ayat  (1)
berupa  data  dan/atau  infomasi  yang  berkaitan jeris  MBLB  dan
Volume.

BAB "11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun  2011  Tentang  Pajak  Mineral  Bukan  Irogam  dan  Batuan  Gerita
Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  Tahun  2011   N-omor  26)   dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar    setiap    orang   mengetahuinya,    memerintahkan    pengundangan
Peraturan   Bupati   ini   dengan   penempatannya   dalam   Berita   Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 31 Desember 2024
BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 31 Desember 2024

sEprARls DAERAII KABupATBN KUTAI BARAT,

BERITA DAERAII KABUPATEN KUTAI BARAT TAIIUN 2024 NOMOR 36.



IAMPIRAN I
PERATURAN    BUPATI    KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK                         PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MINERAL
BUKAN   LOCIAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

|E

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUTAI  BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Nomor Formulir
Data Wajib Pajak|||E|||

FORMULIR PENDAFTARAN
SURAT PENDAFTAIIAN WAJIB PAJAK DAERAH

Kepada YTH.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat
Di-

SENDAWAR
PERHATIAN   :

1.      Harap diisi dengan benar dan selengkap-lengkapnya.
2.     Beri tanda  V  pada kotak I  yangtersedia untukjawaban yangdiberikan
3.      Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahl{an kembali kepada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat

bLELrs-Eiti-rfu-Ii--w-d-Ii-p-fuAk

1.      Namawajlbpajak              :

2.     Alamatwajibpajak
Fotckopi surct K.I.I-"E.n oomldll dj I.mpirk.Ii: Ad.  I    Tld.k AI). I
-    'alan/No

-    nt/kw.

-    K.Iur.hah/ k.mpunf

-  kec,-
-    Xot./ktoup.ten

-     NomorT.leponAutif

•     EmanAktit

•    kodcpos EIDII
PERSYARATAN YANG WAJIB DIIENGKAPI

1.      Fototopl KTP pemlllk/ Pcngelola

2.      Fotokopi NPWp pemilik/Pengelola
3.       FotokopiNIB
4.      Fotokopi I(artu Keluarga
S.     Surat Kuasa Berma`era.i (apabila pendaftaran dlkuasakan|

--

.  i.I.'
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KETERANGAV ALAMAT PEMluK RADAN USAHA

1.     Nana pemilik usaha/Pribadi

2,     Jahatan

3.     Alamat pemilik Badan usaha :

-   'rfu/to

.   Rt/tw.

•   ttdrfun/ttanpmI

•   Kcarfun

ftyato•   /Xmmadya

-    NemorTel€phonArm     :

-    kodeto3

•   Kderangm                 :I WP Baru. D Wp pemutahiran Data

DllsI OIEH PETUGAS PENERIMA DATA

Di TerimaTanggal

Mama Jelas NPWPD yang dlberihan :

TandaTangan EEEEEEHEEE



-3-

SURAT pERurATAIAN

Yang Bertanda Tangan dl Bawah lnl :

Name penilik / Pen.efola

Alamat Pemilik / Pengelola

Nl„N'B

No. Telepon

Mama usal`a

Jenis Usaha

Afamat usaha

Tahiln Mufai Operasi

Dengan  inl  menyatakan  bersedia  menyampaikan dasar pengenaan  pajak  dengan sebenar-benarnya,  membayar

pajak pellng lambat 10 hari kerja setelah berakhimya masa paJak dan melaporkan Surat Pemberifahu@n Pajak Daerah (SFTPD)

setiap bulannya pada Badan Pendapacan I)aerah I(ab. Kutai Barat paling lambat rs harl kerja setelah berakhimya nasa pajak.

Apabila  data yang  disampaikan dan  dilaporkan  terbukti  tidak benar  maka saya  siap  menerima  sanksi sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebemar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan darl pihak manapun

jiiga, atas perl`atlannya diucapkan terlma kaslh.

Tan8ga',

Yang membuat pernyataa n,

prunAImunAI:,

YAPAN
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LAIPIRAN 11
PERATURAN   BUPATI    KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PRTUNJUK                         PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MI NERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEIVIERINTAH KABuPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jafan Pen{antoran I Komplck Perkantoran T®lp. (054§) 4043e78 Fax (0545) 4043879

Menimbeng

Mengingat

Menefapkan

PERTAVA

KEDUA

KEPuTUSAN KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAEFtAIl
l<ABuPATEN KurTAI BARAT
Nomor :

TEurANG
pENGUKumN SEIIAGAI wAliB PAIAK DAERAi+

I{EPALA BADAN PENDAPATAN DAEfIAH IuBuPATEN KUTAI BAFIAT

:     a.    bahwa dalarn rangka melatsanakan hak dan kewajiban perpajakan daeith, perlu diberikan
Nomor Pokck Wajlb  Pajak  Daerah kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri afau identitas Wajib Pdak;

b.    Bahwa  9ehubungan  dlengan  ditenmanya foimullr pendafbran,  dan  setelah  diteliti  kepada
yang bersangkutan telah memenuhl balk SuDek maupun Objek Pajak;

c.    Bahwa  berdacarkan  perwhbangan  sebagaimana  dimatsud  pada  hurut  a  diatas.   perlu
pengukuhan  kepada  yang  bergangkutan  sebagai  Wajib  Pqjak  Daerah  yang  ditefapran
dengan Keputusan Kepada Badan Pendapatan.

:      1.    undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022 Tentang  Hubungan  Keuangan Artara  Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2.    Perafuran Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang I(etentuan umum Pajak Daerah dan
Rerribusj Daerah ;

3.    Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisesi dan Tata Keria Dinco Dae.ah
Kabupaten Kutai Barat;

4.    Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Norrtor 1  Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusj Daerah.

MEMUTuSKAN

:     Surat Kepufusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutal Barat Tentaiig Pengukuhan
9ebagal Wajjb Fajak Daerah.

:     Mengul(uhkan:
Nana / Merk usaha
AJamat Objek Pajak
Noriror potok w9ib pajak (NPWPD)     :
Nama Penanggung Jawab
Alanat
Kecamafan
Sebagai Wajib Pajak

:     Keputusan lni Mulal BerJaku pada tanggal ditetapkan
DITETAF~ DI
PAPA TANGGAL

KEPALA BADAN

T.rfouoae:
a.     "nae p®nanaml]n Modal a Pelayanan Terpedu schi pintu

(DPMPTSP| di ~ Send.\I.ran
b.      rfontcx' Kecemrfun ........
c.      KE]rtort(alur.hen  .......
d.     I(.p.da perrilik ........
®.    nip

PHILIP SILITONGA.  S.P..M.Si
Pembina Ov/a)

NIP.  19760516 200701009

BUPATI KUTAI BARAT,

•.;,,':.:

YAPAN
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11.   tfata waflb palak

1.    Nlema pemilik

2.   Afamat pemilik

3.   Kefuwhn

4.   Kecamatan

5.  Kota~ten
6.   NiKmpwpD

7, le-P„aks
8.    Email

Ill.  Pemvataan
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat temasuk sanksi-sanksl sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beTl
tahukan di atas, beserta lampjran-lamplrannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Peneri rna,

NIP.."...".."."........"".."."I.

Keteran8an:

Lembar    :    1.    Badan pendapatanDaerah
2.    WaJlb pajak
3.    Dlnas pariwisata dan Kebudayaan
4.    DPMPTSP

Sendawar,....„......................„...

Wajib Pajak,

Nana Jelasftanda Tangan/Cap

unNmunAIB:,

YAPAN
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LAMPIRAN Ill
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNLJUK                           PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MI NERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK      MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

-,.i PEMEBAR'DN:£HPEK£3X:£=:#UATEALBHARAT                DNa:#ai:bTaui':'k

¥          Komp|ekperkantoranpemerintahKabupatenKutaiBarat       |EED|||

FORMULIR PENDAFTARAN

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAl{ MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada YTH.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Barat
Di-

SENDAWAR
PERHATIAN   :

1.      Harapdiisldengan benar dan selengkap -lengkapnya.

2.     Beri tanda  V  pada kotakD  yangtersedia untukJawaban yangdiberikan
3.      Setclah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

DIISI OIEH SELURull WAJIB PAJAk

I.    Data oblekpalak:
1.   Jenispermohonan           :EpendaftaranBaru         EperubahanData

2.    Namaobjekpajak             :

3.   Alamat
RT                      RW                            I(ode pos

4.    Kelurahan

5.    Kecamatan

6.    Kabupaten

7.    Data pengambilan              :
MBLB

No, Jenis MBIB C.d®ng®n Mineral hatarRata Pen€ambl lan Jumlah hart Operasi dalam
Ya ng tersedla Seharl Sebulan
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LAMPIRAN IV
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK                         PBLAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAIAK        MI N ERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK      MINERAL     BURAN
LOGAM DAN BATUAI\r

PEMERINTAH RABUPATEN KUTAI BAF`AT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

J.bi. Fbrk.ntoiln I Kom k I-rtantom T®l o54§) 4o4387e Fax 0545) 404ee79

KEPUTuSAN KEPALA IIADAN PENDAPATAN DAERAll
ltABuPATEN KUTAI BARAT

Nonor :

TERTANC
pENERBrTAN NOMOF! OUEK pA.AK DAERAii

l{EPAIA BADAN F'ENDAPATAl\l DAERAl+ l<ABUPATEN KUTAI BARAT

Meninbang     :      a,    Bah`^re daJam rangka melakcanakan hak dan kewajiban  perpajakan daeTah,  perlu diberikan
Nomor Objek Pajak Daerah alas objek pajak yang dimitiki, dikuasai dan/ atau dinanfaattan
oleh Wajb fajak sebagai sarana administTasi perpajakan daerah:

b.    Bahwa 9ehubungan dengan diterimanya formulir pendaAaran objek pdyak, dan setelah diteliti
kepada yang bersangkutan teLah memenuhl balk SuP|ek maupin oP|ek Pajak;

c.    bah`^/a   berdasarkan  pertimbangan  sebagalmana   dimaksud  dalam   huruf  ai  dan  b,  pchu
menet]pkan l{epufusan Kep.Ia Badan Pendapatan Daerah tentang Penerbitali Nomor Objek
Pejalt Daerah.

Mengingat       :      1.    Undang-Undang  Nomer  1  Taliun  2022  Tentang  Hubunoan  Keuanoan  Autara  Pemerintali
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2.    Peratilran  Pemerinfah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum  Pajak  Daerali dan
Retribusi Daerah ;

3,    Peraturan  Daerah  Nomor 5 Tahiln  2008 tentang  Organigasi dan  Tata  Keqa  Dines  Daerah
Kabupaten Kutai Baiat;

4.    Peraturan Daerah Kabupaten  lfuch  Barat Nomcr  1  Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan
RetribLls. Daerah.

MENUTuSK^N

Menctapkan     :     Surat penerbitan Nomor objek pajak Daerah AIas Name wajib pa}ak„„„ ........ Untuk obick pajak
Yang Tedefak Oi.„...

PERTAMA        :     Mengukuhkan:
Name Wajib Pajak
Alamat Wajib Peak
Nomoropjck pajak (NOP)       ;
AIanat Objek Pdyak
Kecamatan
Sebagri OBek Pajak

KEDUA Kepufusan lnl Mulaj Berfaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPRAN DI

PADA TANGcaL

REPALA BADAN

Tenbuqn:
a`    tinae p.ngneman Modd a Pel.yanan T.Ipedu s.tu pinfu

b.  L=#rKELdk:.T.H,
c.     KartorK.uraharl  ..... „
d.      K.pad. Pemilik .........
•.     Aroip

"ILIP siLnroNCA s Plui.si

NIP.1##%1009

BUPATI KUTAI BARAT,
`  ky`.

YAPAN
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LAMPIRAN V
PERATURAN    BUPATI    KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK                          PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MINERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK      MINERAL     BUKAN
LOCIAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH RABuPATEN KUTAI BAFIAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan PeTkaritoran I Komplek Perkantoran Telp. (0545) 4043878 Fax (0545) 4043879

BERITA ACARA

PENDAFTARAN, PENDATMN, a PEMUKTAlllRAN DATA WAJIB PAJAK

Pada hari ..... „ .... Tanogal ..... „ .... Bulan ........ Tahun .......... telah dilakukan

DATA w~e pA.iAx

1.    Nana Badan usaha

2.    Alamatusaha
-    Jalan/No.

-    RT/RW

-    Kelurahan/Kampung

-   Kcamatan
-    Kabupaten

-    NomorTolepon

-    Kodepos

-    Fotokopi KTP

-    NPWP

-    Kelerangan Lain

No. Jenie MBLB Cadangan Mineral Rata-Rata Jumlah hari Operasi
Yang ters®dia Pengambilan S®hari dalam Sebulan

Petugas Ponerima Data Wajib Pajak
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PEMERINTAH RABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN PENDAPATAN DAEIIAH
Jalan Perkantoran I Komplek Perkantoran Telp. (0545) 4043878 Fax (0545) 4043879

BERITA ACARA

PENDATAAN DAN PEMUKTAHIRAN DATA WAJIB PAJAK

Pada hari ........... Tanggal  .... ` ...... Bulan ........ Tahun .........,  telah  dilakukan

Nama

NIP

Golonganmuang

Jabalan

Menerangkan bahwa:

Berdasahan  hasil  pengecekan  lapangan  pada  hari  ...............,....................  tchadap  Wajib  Pajak  Mineral

Bukan       Logam      dan       Batuan      An.

I....................,....,... yang     beralamat

dengan      NPWPD
lemitung    mulai    fanggal

...„ ........................... sudah tidak ada aktifitas/tutup permanen hal tersebut diperkuat keterangan BPMbu ................

9e'aku..................

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya dapat dihapuskan NPWPD An
tersebut.

Kordinator
Pajak MBLB

Petugas Lapangan

Kasubid Pajak

BUPATI KUTAI BARAT,
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LAIPIRAN VI
PERATURAN    BUPATI    KUTAI    BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK                         PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MINERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN     PAJAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jelan Perk4ntomn I Komplek Perkantoran Tolp. (0545) 4043878 Fax 0545) 404cO79

KEPUITuSAN KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAH l{ABuPAIFN KUTAI BAFtAT
Nonor : ,,,,,,. "

TENTANG

PENCHAPuSAN NPWPD ............................. ATAS NAVA ....... „ ................ „ ......,....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAll l<ABuPATEII KUTAI BARAT

Menimbang     :     a.     bahwa berdasarkan Ncta Dines dart 84daiig pengelolaan pajak .......  „ .... Nomor ......
tanggal    ........ „ ......    perihal    laporan    Hasil    Pengecekan    Lapangan    bahwa   Wajib
Pajak.„ .......  NPWPD  ............  alas  nama  ..` .........  telah  tutup  opeTasional
sejak tanggal .....

b.     bah\^ra berdasaTI{an Berita Acara Nomor ................... tanggal ..... „ ..... „ .... „„perihal laporan
Hasfl   Pengecekan   Piutang   Pajak .............. bahwa   Wajib   Paiak ........ „..dengan   NPWPD

......  alas riama  ...............................  TIDAK ADA PluTANG.

c.     bah`ma  Laporan  Hastl  Pemeriksaan  Wajib Pajak  .............  Nomor  ..........................  tanggal
„...    NPWPD    ..........   alas   mama    .........................    dan   pertimbangan

sebagaimana   dinaksud   pada   hiiruf   a,   perlu   menetapkan   keputusen   Kepafa   Badan
Pendapatan      Daerali      Kabupaten     Kutai     Barat     tentang     Penghapusan     NPWPD

Menginga,

Menetapl(an     :
PERTAMA        :

KEDUA

KETIGA

Nana Badan usaha
1.    undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022 Tentang  Hubungan  Keuangan Antara  Pemerirtah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2.    Perafuran Pemerinfah Nomor 35 Tahun 2023 Tenfano Ketentuan Umum Pdyak Daerah dan

Retibusi Daerah;
3.    Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organjsagi dan Tata Kerja Dinas Daerati

Kabupaten Kutai Barat;
4.    Peraturan Daerah Kabupaten Kutal Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan

Retibusj Daerah.

MENUTuSRAN

Penghapusan

NPWPD

Nama Badan Usaha

Alamat

Nana Pemilik

Alamat Pemilik

Apabifa dikemudian nari temyata dikctahui terdapat kekeftmuan dalam Kepiiqsan Kepala Badan
Pendapatan  DaeTah  Kabupaten  KLitaj  Barat  ini,  kekeliruan  tersebut  akan  dibefulkan  sesuai
kctentuan yang bedaku.
Kepufusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai Barat ini  mubi berlaku pada
tanggal ditetapkan.

DrTETAPRAN Di

PADA TANGGAL

KEPALA

FHIL[P SILITCINGA. SJ>.Msi
Pombha ( lvfo)

NIP.  19760516 200701  009
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PEMER[NTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jafan Peri{antoran I Komplek Perkantoran Telp. (0545) 4043878 Fax (0545) 4043879

SUIIAT KEPUTuSAN KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAll K^BUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : ............. ' .....,. I,

TENTANG

PENCAExpTAN SuF`AT l{EPUTUSAN PENGUKUHAN SEBACAI WAJIB PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAIJ

Monimbang            :      1.     Ballwa  yang  bersangkutan  sudan  tk]ak  momenuhi  porsyaratan  laln  sobaga!  Pokok  wajib  pajak
berdasarfan poin dlatas;

2.     Bahwa schubungan dengan ifu perlu m®nefapkan poncabufan sK pengukuhan wqjib pajak`

M®nlmbang            :     a.     Undang-undang Nomor l Tahun 2022 Tontang Hubungan Kouangain Antara pomorinfah pucat dan
P®merinlahan Daerah:

b.     Poraturon p®merinfat` Nomor 35 Tahun 2023 T®ntang Kotontuan umum pajak beorah dan R®tribuei
Daorah:

c.     Peraturan Da®rah Kabupaten Kutai Carat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang paiak Daorah dan R®tribu9i
Daorah.

Momperhatikan      :        1.      Bordasarton    permohonan    dari    Wajjb    Pqjak .... „ ..... porrilik ............. pada    fanggal ........... p®rihal

permchonan p®nutupan ijin usaha:
2.      Bordasarkan   surat   keterangan   dari   Kelurahan ..... „..„.Nomor„..~ ..... pada   tanggal.„ ........... poTihal

pormohonan penutupan ijjn usaha .... „ ...... :
3.      Bordasarkan       sorat       ketorangan       dari       P®morintat`       Kocamafan ..,.. ` ..... Nomor .......... pada

tanggal .......... porihal surat kctorangan penutupan ijin usaha .......... :
4.     B®rdasorkan sure( ketorangan dari  Dines Perianaman Modal dan  polayaman Torpadu  Satu  Plntu

Nomor ........ pads tanggal.„ ..... penhat p®ncabutan ijin ucaha .......

NENUTuSKAN

Monetapkan     :     Surat Koputusan kepefa Badan pendapatan Daerah Kabupaton I(ufai Barat tentang p®ncabutan sK
Pongukuhan Sebagai Wajib Pajak alas mama:

PERTAMA

KEDUA
KETIGA

Monutupkan sobagal Pokok Wajib Pajak

Nama"erk Useha

Afamat userra

NPWPD

Nama Ponaiiggung Pajak

Alamat Wa|ib Pejak

K-afan
S®bagai Wajib Pajak

Surat Keputusan ini mulai berlaku sojak .......
Apabifadikemudianhariadakokctiruandal::SuratKepufusaniniahandiadakanpemb®fulansopedunya.

DITETAPKAI\l Dl              :      S®ndawar

PADA TANCGAL            .

KEPALA

PHILIP§:LtTb?n¥%/as)P.M§!

NIP.  19760510 2cO701009

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN

Temtx.en:
a.      DPMPTSp d-S®irdavrar
b.       Kantor Kecamatan ............ d-Ser)deLra/
c.       Kantor KctlJrahan ..............  a/. -Sondei.ra/
d.      K®peda penNlit .... „ ......... d.-Send.war
®-        Ar5ip
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LAMPIRAN VII
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
P ETU NJ U K                             PE LAKSANAAN
PEMUNGUTAN         PAJAK         M INERAL
BUKAN    LOGAM    DAN    BATUAN    DAN
0PSEN       PA|AK      MINERAL      BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

Tabel Harga Dasar/Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO
Jenis  Galian**
]enis Bahan Galian Harga  (Rp/Ton/M3)

1. Batu Gamping (Batu Gunung) 200.000,-
2. Batu Pasir (Batu Padas) 60.000,-
3. Pasir Gunung 25.000,-
4. Pasir Sungai 30.000'-
5. Tanah Uruk 10.000,-
6. Pasir dan Krikil (Sirtu) 25.000,-
7. Tanah Laterit 10.000,-
8. Batu Andesit/Granit 19.000,-
9. Tanah Liat Bata dan Genteng 15.000,-
10. Kerikil 40.000,-

Contoh cara perhitungan nilai Pajak MBLB dan Opsen MBLB

1.    Penghitungan pajak MBLB ditetapkan dengan cara:

Wajib  Pajak  A  me]akukan  pengambilan  di  Kabupaten  Kutai  Barat  di  Wilayah
Provinsi  Kalimantan  Timur  melalukan  pengambilan  MBLB  dengan  dengan  nilai
jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp.400.000.000,00.
-Nilai penjualan MBLB          = Rp. 400.000.000,00

-Tarif pajak MBLB                     = 16%

-Pajak MBLB terutang         = Rp. 64.000.000,00

Nilai  penjualan  MBLB  Rp.  400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah)  adalah
merupakan dasar pengenaan pajak.

2.    Contoh perhitungan opsen pajak MBLB ditetapkan dengan cara:

Wajib  Pajak  A  melakukan  pengambilan  di  Kabupaten  Kutai  Barat  di  Wilayah
Provinsi  Kalimantan Timur melakukan pengambilan  MBLB  dengan dengan nilai
jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp.400.000.000,00.

-        Nilai penjualan MBLB                        = Rp. 400.000.000,00

-        Tarif pajak MBLB                                  = 16%

-        Pajak MBLB terutang                      = Rp. 64.000.000,00

-        Tarifopsen pajak MBLB     = 25% x pokokpajak MBLB terutang

-        Opsen pajak MBLB               = 25% x Rp. 64.000.000,00

-        Opsen pajak MBLB terutang          = Rp.16.000.000,00

-        Yang dibayarkan wajib pajak        = Rp. 64.000.000,00 + Rp.16.000.000,00

=  Rp. 80.000.000,00

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNLJUK                           PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAIAK        MINERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

. ja   L                  PEMEBRAB:#EfiBX:i:=N £*EALBHARAT                               SS P D(SURATSETORANPAJAKDAERAH)•JalanperkantoranIKomplekperkantoranTahun:20......Tangoal:...............-.....NamaWPAlamatWP

Namaobjekpajak       .
Alamat Objek Pajak
NPWPD

I SKPD       H SPTPD
ESKPDKB      r| SKpembotulan

MenyetorBerdasarkan           :       ESKPDKBT     ESKKeberatan

I STPD        E] Lain -Lain
No, Dokumen penetapan           :
Masa pajak                                                                                            Tahun
Jatuh Tempo

Cara pembayaran                     I Tunai          || Bank
Bank Penerima Setoran
l{ode Area
Tipe Pajak
Kode Bayar (BANK)

Kode Bayar (BENDAHARA)      :

Uraian

Dengan rincian penerimaan sebagai beriltut :

No. Kode R®konlng Ural8n Nllal (Rp.)

t Pajek Mlnoral Bul(an Logam dan Bafuan 0.00

2.
P®ndapetan Donda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan a.00
Donda Terlambat Bayar (1% x .. . Bu lan  x  RD.....„..."I

Sanksl Terlambal Leper 0.00

3. Opsen Pajak Mineral Biikan Logam dan Batiian a.00

4. Pendapatan Denda Opson Pajak Mln®ral Bukan Logam dan Batua 0.00
D®nda Tortambal Bavar (25%xl % x ...  Bulan  x  RD............)

Sanksl Torlambat Lapor 0.00

Jumlali §etoran Pajak 0.00
Terbilang  :  . . . . .

BENDAHARAPENEF`lMAANNAM PETUGAS PENERI MAANA- RAs DAEFun KUTAI BARAT. TANGGALPENYETOF`

NIP....... NIP........

SSPD ln) berlaku setelah dllamplri dengan buku pendeyarari yang 9ah Pembayaran dapat dllakukan rnelaJul toller BANK
dari Bank KALTI MTAF`A terck3kat

Jafun tempo : xx-xx.ZI)xx, Denda 1% p.I bu].n mak8lmal Z4 buLan

ENRAIRTNnAIB:,

YAPAN
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LAMPIRAN IX
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
pE'ruNuuK                        PEIAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MINERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK      MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH  RABUPATEN  KUTAI  BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Perkantoran I Komplek Perkantoran

FOIVIULIR PENYAMPAIAN OMZET USAHA
MASA PAJAK :  ....,..,....................,...........,. „

TAHUN : 2024

OWu!ET USAHA

Name Wajib Pajak

Jenis Pajak

Nana Usaha

Alamat Usaha

1.    Omzet/ Dasar peng®naan pajak

2.    Tarif pajak

3.    Pajak Terhutang (1  x2)

4.    Pembulatan

5.    Jumlah Dibayar

Terbilang:

Rp.'..................'....-.

...%

Rp.........'............-.-.

Rp'..'...........-.........-

Rp..........................-

Dengan ini menyatakan bahwa data yang caya sampaikan adalah benar dan apabila temyata data
tersebiit  tidak benar, maka saya slap menerima sanksi sesual peratiiran perundang-undangan.

Sendawar,.........„.....

Wajib Pajak

Nana Vvaiib Palak

gun'ing
TANDA TERRA

NPWPD

Nama

AIamat

Pe'ugas'

unAIm;mAIB:,

YAPAN



BUPATI KUTAI BARAT,
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I.AMPIRAN X
PBRATURAN    BUPATI    KUTAI    BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK                         PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAIAK        MINERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
0PSEN     PAJAK     MINERAL     BURAN
LOGAM DAN BATUAN.

EE         PENERINTAII PEIVIERINTAHRABupATENr{uTAiEIARAT         Nk>. SPTPD:BADAN PENDAPATAN I)AERAH                                      Na.a pajak     :

Jalan perkantoran I Komplck perkantoran                                          Tahlln               :     20n

SPTPD
(SUIRAT PENBERITAHUAN PAJAK DAEFtAl1)

piuAK NiNERAL Eroi<AN LOGAW DAN BATUAN

PERHATIAN  :

i.#a:a,Pa:#'dvf'pTd:ak¥fakakpEi#:#:#uLisui::#:wh=Tncyrngt:ibenkae
3. Boll nomor pada kctak yang torcodia untuk jawaban yang diborikan.
4. Setelah dilsi dan ditandatanganl harap diserahkan kemball kepada BAl)AN PENDAPATAI\I DAERAIJ,paling lambat tanggal ...........

bulan berikutnya.
5. I{otorlambafan penyorahan dari Grngal t®rsobut di afas akan dilt®nakan cantsi edministrasi Ex}riipa donda sebeser Rp. 20.000 s®tiap

SFTPD
Kepada Yth.
Kepala Badan Pondapatan Daorah
Pemerintah kabupeten Kutal berat
di S®ndavar

A. IDENTITAB W~lB PAJAK

NPWPD

Name WP

Name / Morf( Usaha

Alamat Ucaha

Alamat WP

Uraian

ghggRu#6ktoa?Mesjn     .      DYa            C]Tkk*
Kotorangan                         I pembukuen I p.mataan

El. 0lISET I)AV F]AJAI TEFIVTANO
KODE REKENING

JENIS PAJAK

MASA PAJAK

1.            Omsel / Daser pengenaen pajat                                                                             Rp„.......„......„.......

2.           Tarit pajak                                                                                                                  ]6%

3.            Pa|ak Tethutang(pain  1 I poln 2)                                                                                Rp.........................

4.            Pemtiulatan                                                                                                                          flp. . . . . .. .

5.          Tarll opsen pa|ak MBIB                                                                                     25%

G.            Opsan paiak MBIB Tathutang (poin 3x pain §|                                                  Rp.........................„...

5.           Jumlal` Dibayarwailb paiak (poin 3 ` poin 6)                                                  Rp..„....

Tert,Hang:

c. Ljuwpifun

1    I  Rekapmufasl pendapatan romset Harlan

2    I Sura"uasaKhususpengurus

3   I Lalnnya:



Ill

LAMPIRAN XI
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTENG
PRTUNJUK                          PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MI N ERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAIAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH KABLJPATEN KLJTA[ BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalon Pcrkol.`Qrali  I []  Koiiiplck  Pcrka]`.omn  Kumi  BaTal

Nomor
Slfat
Lampiran
Periha'

: Segera
:T.aluran1P®nyainea_lan9PTPD

Sendawar......

Kopada Yth.
Pengolola pajak ......

Borsama  ini disampalkan  kof)ado  Bapak/lou  bar`wa berda8arkan data p8da  pembukilan
kami.  Bapak/Ibu  belum  meyampalkan   SPTPD  untuk  Maea  Pajak  Bulan ,...............  Perlii  kami
ing8tkan    k®mbali  bar`wa  beTdasarkan  Peraturan  Daoran  Ku(ai  Barat  Nomor  1  Tahiin  2024
tontang  Pajak  Daerah  dan  R®tribil9l  Da®I-ah.

F.asol lee
\^/ajib  Pajatc  yang  karona  kealpaarinya  mongisi  SPTPD  cl®ngan  tjdak  benar  atau  tidak  longkap  ataLi
melampirkan keterangan  yang  tidak  benar atau  tidak  meriyampalkan,  seningga  moruglkan  Kouangan
Daerah.  dlancam  dengan  pidana  kurungan  atau  pldana  dencla  sesual  ketontuan  Pasal  181  ayat  (1)

:::aennon-::::nBagr:T.°r  1  Tahun  2022  tentano  Hllbung8n  l<euangan  Antara  P®merintah  pu§at  dan
Wajib  Pajak  yang  dengan   sengaja  menglsi   SPTPD  dengan  tidak   t}enar  atau  (idak  lengkap  atau
m®IaTTipjrkan  keterangan  yang  tlclak  benar  atau  tidak  rnenyampaikan.  sehlngga  merugik8n  Keuangan
Da®rah.  dlancam  clenoan  piclana  kurunoan  atau  pidana  denda  sesuai  ketentuan  Pasal  181  ayat  (2)
undano-undang  Nomor  1  Tahiln  2022  tontang  Hubungan  K®ualngan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
P®m®nntahan Daerah.

Solaln  ltu.  bordasarkan  Peraturan   Bupati  Kutai  Barat  Nomor  ` ...... Tahun  2024  l®ntang
P®tunjul<  P®Iaksanean  Pomungutan  Pajak  Barang  Dan  Jasa Tortontu,  Pajak  Sarang  Burung
`^/alol.  Oar.  Pajat(  All Tanah.

Pa,a' e® Ayat (2'
Apablla ke\.ia|iban rnengisl SPTPD tlclak clipenunl pa|ak yang terhutang dinitung secara jabatBn,
Jumlar. pa|ak yang torhutang dalom SKPDKB sobagaimana clmaksud  paaa Ayat (1 ) r`urut a angka 3
dlkenakan adminlstrasl berilpa kenaikan pa|ak sobesar 50% dar. potok pajak untuk PBJT dan sebesar
25%  dari  pokcik  pajak  untuk  sololn  PBJT,  ditambah  sarutsl  odministrasi  borupa  bL.nga  2.2  %  cobul®rt
dlhitung dani pajek yang kurang atau terlambat dlbayar untiik jangka waktu paling larT`a 24 bulan djnitung
sojak saal torhutanonya pajak.

0lon  torona  ltu  alnarapkan  kosaaaran  dan  tanggung  jawab  Bapak/lou  s®bagai  \^/ailo  Pa|ak
untul<   segora  melaporkan  SPTPD melalui  customer  sor`rice  /  potugaB  loket  pelayanan   Pajak
Badan   Pondapatan   Daerati   Kabupaten  Kutal  Barat.   pallng   lambat   7  (Tujuh}  I.art   setelah
surat  ini  ditorima.

Oemlkian  otas  porhatian  clan  ker|asamanya  diucapkan  t®rima  kasih.

Dlkeluarken di Sendawar
Paaa Tanggal  ..............

I<epala Badan P®ndapaten oa®I.an
Kabupat®n Kutai Barat

F.lllLIP stLITol`loIA. SP.. M.SI
Pombina Utama I\^uda

Nre. ig76o5i6 2oo7oi  1 ooo

Tembusan :
1. Ytr`.  Bapak BIJpati Ki.tal Barat (sobaga} Iaporan).
2. Vth. mspelct`Ir Kabupaten I<utal Barct.

NAMAWP     :

A|}^^F(I.......... Ponorima

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN
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LAMPIRAN XII
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJU K                         PEIAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MI NERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK      MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PE"ERINTAll l<AE.uP^TEN l<uTAI CARAT
BADAl`l PENDAPATAN DAERAH

JI  PERl<^NTORAN 111 KOMPIEK PERl(ANTORAN
SEND^WAR-kuTAt EIAR^T

SKPDKB
Surat Ketetapan Pdiak Daerali

Kurano bayar
Ma9apajak      :
Tahun                 :20xx

No. SKPDKB :

No. Bayar:

Name Wajlb Pa|ak
Nana usaha
Alamat Ueeha
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo

I.    Bol.dasarkan Pagal 52 Peraturan Bupatl Nomor
polakganaan kewajiban :

Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau toterangan

Rokonlng Pa)ak
Name Pa|®k

11.   Dari pemonkgaan atau kotorangan l8ln tersebut diafa8. perhitunoan jumlah yang masih haruo dibayar adafah
sebagai treTikut :

1.      Dasorpongenaan
2.      Pajak yangterhutang
3.       I<Teditpajak:

a. Komp®nsasl koleblllan darl tahun 8obelumnya
b.  S®toran yang dllakukan
c.  Laimlain

d. Jumlah yang dapat dlkreditkan (a+b+c)
4       Jumlah k®kuranoan pembayaran pokok pajak (2.3d)
5.      S8nksl Administrasl :

a.  Bunga [Pacal 56 (1)I (1,8%)
b, Bunga [Peoal st (2)I (2,2%)
c.  Kenaikan qJasal 54 (2) huruf a) (50%)
d. K®naikan q>acal gr (2) huruf b) (25%)
a. Jumlah Sank9i Admlnlstragi (a+b+c+d)

6.      Jumlah yang ma9lh harug dibayar (4+5.a)

Tort.ilarng

Rp.-..

Rp
Rp....-

Rp...-.

lain atas

Rp..-..........

Rp.-.....

PERHATIAN
1    Harap poriyotoran dllakukan molalui` B®ndahara P®norimaan atau Ka9 Da®rah (R®k®nino l<as umum Kabupaton

l<utol Barat No.Rok.0111300010) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2_   Apabila SKPDl(a ini tidak atau kurang dibayar 8otolah lewat waktu palno lama 30 hari sejak SI<PDKB ini diterima

djkenakan sank9i administra9i boi.u a sob®ser 0.6 % r bulam

Sendawar......
Kopala Badan Pendapatan Daorah

l<abupaton Kutal Barat

PhlliD Sllltoni].. a.P"Si
NIP:  19760516 200701  1009

No.  SKPDKB  :  ..`.

TANDA TERIMA
sondawar.....

::#PD  :.                                                                                                                                             Yang monorima.
Alama'     :

()

BUPATI KUTAI BARAT,



11

LAIPIRAN XIII
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TBNTANG
PETUNJUK                         PEIAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MINERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN     PAJAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAH l{ABuPATEN KUTAI BARAT
BADAN PEN DAPAtAN DAERAll

JL   PERKANTORAN 111 KOMfELEK PERKANTORAN
SENDAWAR.I(UTAI BARAT

SKPDKBT
Surat K®t®tapan Pajak Daerah

r{urartg Bayar Tambal`®n

Ma9apajak      :
Tahun                 :20xx

No. SKPDKBT :

No. Bayar:

Name Wajlb Pajak
Nama Usaha
Alamat usaha
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo

I.    Bordasarkan Pasal 52 Peraturon Bupatl Nomor .
pelaksanaan kewajlban :

Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau ketorangan lain atas

R®konlng Pajak
Name Pajak

11.   Dari pernerikgaan atau k®torangan lain tersebut diatag. peThitunoan jumlah yang masih hous dlbayar adalah
sobagai borlkiit :

1.      Dasarpengenaan
2.      Pajakyang terhutang
3.      Kreditpajak:

a. Komponsasi kol®bihan dari fahun sobolumnya
b. Sotoran yang dilakukan
c.  Lain-lain

d. Jumlah yar`g dapat dlkredltkan (a+b+c)
4.      Jumlah kekurangan pombayaran pokok pajak (2-3d)
5.       SankslAdministraBi :

a. Kenaikan tpacal st (3)I (100tl/a)
b. Jumlah Sankgl Administrasi (a)

6.      Jumlah yang masjh harus dlbayar (4+5.b)

Torb`lang

F}p.......

F{p.-..-

Rp....-........-......-

Rp.

PERHATIAN
1.   Harap penyetof.an dllakukan melalui Bendahara Penerimaan a(au Kag Daerah (Rekening Kas Umum Kabupaten

Kutai Barat No.Rok.0111300010) dongan monggunakan Surat Setoran Pajak Daorati (SSPD).
2.  Apablla SKPDKBT inl tldak atou kiirang dibayar sotolali lewat waktu palng lama 30 hari seiak SKPDKBT inl

diterima djkenakan 9anksi admiriistrasi b®rupa bunga sebosar 0.6 % per bulan.

Sendawar,.....
Kopala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaton I(utal Barat

PhlllD SMitonqa. a.P..M.SI
NIP:  197cO§16 200701  1000

No. SKPDKBT :
T^ND^ TERimA

Sendawar.......

#¥D  :   :...                                                                                                                                         Yang menorirru.
Alama'       :     . . . . . . . . . . .

)

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN
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LAMPIRAN XIV
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
pE'ruNju K                        PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MI NERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
0PSEN      PAJAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

SKPDN No. SKPDN :•-      PEMERINTAll l<ABuPATEN KUTAI CARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH Stirat r{®tctapen Pajak DaeTah
No. Bayar:+ Nih''Nasapajak:Taliun:20xx

JI   PERKANTORAN 111 KOMFELEK PERt<AN1'ORAN-                                   sENO^wAR-KUTAi ErmT

Nama Wajib Pajak
Mama usaha
Alamat U8aha
NFWPD
Tanggal Jatuh Tempo

I.    Berdasarkan Pasal 52 Peroturan Bupati Nomor . . . . . . Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain ata8
pelaksanaan kewajiban :

Rekening Pajak
Name Pa|ak

11.   Dan pomertksaan atau keter8ngan lain tersebut diatag, perhilungan iumlah yang masit` harug dibayar adalah
sobagai berikut :

1.      Dasarp®ngenaan                                                                                                                                                 Rp.......

2.       Pajakyang torhutong                                                                                                                                             Rp.......

3.      Kredi`Pajak:

a. I<ompensasi kelebihan dari tahun seb®lumnya                   Rp.                                        a
b  setoran yang dilakukan                                                             Rp.                                        0
c. LainJain                                                                                                Rp.                                          a

a. Jumlah yang dapat dikrodltkan (a+b+c)                                                                                           Rp.                                         0
5.      Jumlah yang masih haru8 dibayar                                                                                                              F`p.......

Terbilang

PERllATIAN
1.   Harap penyetoran dilakukan rnelalui Bendahara Ponorimaan atau Kas Daerah (Rckening Kas Umum Kabupaton

Kutai Barat No.Rek.0111300010) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2.   Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat wakfu palng lama 30 hari sejak SKPDKB inj diterima

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6 % per bulan.

Sendawar,.........................

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten KutPnilioSilitonaa. ai BaratS.P..M.Si

NIP:  10760516 200701  1  009

No.  SKPDN  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

TANDA TERIMA
Sendawar  ...„

#:#PD  :   ::::.....                                                                                                                                                      yang menorima,
Alama'     :

)

BUPATI KUTAI BARAT,

Biii,#ffi`
YAPEN



IE

IAMPIRAN AV
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK                          PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MINERAL
BURAN-  LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

SKPDLB No. SKPDLB :`-I      PEMEFt|NTAIJ KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN PEN DAPATAN DAERAH Surat I(etefapan Pajak Daerah
No. Bayar:+ L®bih bayaTMasapajak:Tahun:20xx

;|r:                        jL  PE Ri<ANTORAN li I KOMpiEk pERkANTORAN
SENDAWAR-l<uTAI ELARAT

Nana Wajib Pajak
Nama Usaha
AJamat Usaha
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo

I.    Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor . . .. . . Tahun 2024 telah dilakukan pemenksaan atau keterangan lain atos
pelaksanaan k®wajiban :

Rekening Pajak
Narma Pajak

11.   Dari pomerik9aan atau keterangan lajn torsobut diatas, porliitungan jumlah yang masih harms dibayar atalah
9ebagai berikut :

1.      Dasor pong®naan                                                                                                                                                   Rp.......

2.      Pajak yang terhutang                                                                                                                                          Rp.......

3.      Kreditpajak:

a. Kompensasl kelebihan dari tahun sebelumnya                   Rp.                                        0
b. Setoran yang djlakukan                                                               Rp.                                         0
c.  Lain-lain                                                                                                   Rp.                                            o

d, Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)                                                                                          Rp.                                        0
4.      Jumlah l®bih bayar yang seharusnya tidak terhutang (2-3d)                                                           Rp.......„..,..

Terbilang

PERHATtAN
1 .   Pongembellan Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Da®rah dongan monggunakan Surat Perintah Membay8r

Kelebihan Pajak dan Surat Perintoh Mengeluarkan Uang.

Sendawar,.....
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaton Kutai BaratPhilil]Silitonaa.S.P..".Sl

NIP:  19760§16 2cO701  1  cog

No.  SKPDLB  :  .. .. .. .. ... .. . ..

TANDA TERIVA
Sendawar.....„

#:PD   ;    :::::::::::::::::::::::::..                                                                                                                                                 yang menerima,
Alamat     :

)

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN



IE

LAMPIRAN "
PERATURAN   BUPATI   KUTAI   BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK                         PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN        PAJAK        MINERAL
BUKAN   LOGAM   DAN   BATUAN   DAN
OPSEN      PAJAK     MINERAL     BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

PEMERINTAII KABuPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

jL  pEF`RANIOIIAN Iii KOMPLEK pERKANTORAr`i

STPD
(SURAT TAciiilAN pAJAr{ DAERAH)

RASA PAJAK

Nama Wajib Pajak
Nanma Usaha
Alamat Usalia
NPVVPD

Tanggal Jatuh Tempo

TAHUN : 20"

No.  STPD :   .....................

I.      Berclasarkan pasal 52 Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2024 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan
atau keterangan lain atas polaksanaan ke\^rajlban :
Kede Rekening
Nama Rekening

11.     Dari penelitian dan pomerlksan tersebut di alas. penghitiingan jumlah yang ma§ih harms dibayar adalah
sebagai berikiit :

1.     Angsuran p8jak/ Pokok pajak yang narus dibayar
2.     Telah D!bayar
3.     I<uranodibayar(1-2)
4.     Sanksi Administrasi:

a.    Denda pasal48 (1)
b.     Bungapasal34(8)(1%)
c.     Bunga pasal 49 (4) (1%)
d.    Bunga pasal 50 (4)(1%)
e.    Bunga pasal s9 (5) (O,6%)
f.      Jumlah sanksi Administrasi (a+b+c+a+a)

5,     Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)

Terbilang  :

Rp.20.000.-

PERHATIAN:
1.  Harap penyetoran dllakukan melalui Bendahara Penerimaan ataii Kas Daerah (Rekening Kas Umum Kabupaten

Kutai Barat No.Rok.0111300010) dengan menggunakan Siirat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2.  Apabila STPD ini tldak atau Kui.ang Dibayar setelah lewat wak(u paling lama 30 hart setelali STPD inj

diterima dik®nakan Sanksi Administrasi berupa bunga sobesar 1 %  per bulan

Sendawar,.......„
Kepa'a

PhiliD Silitonaa. SJ...M.Si
NIP:  19760516 200701  1  009

TANDA TERIMA

NPWPD

Name

Alamat

gunting

NO. STPD  : ...... " .............

Yang mener]ma.

BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN
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